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Hubungan antara bank dan nasabah menjadi sorotan tajam akhir-akhir ini, 
demikian juga meningkatnya dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan 
nasional. Meningkatnya jumlah dana masyarakat, maka meningkat pula produk-produk 
perbankan seiring dengan perkembangan dan kemajuan tehnologi yang semakin 
canggih yang diikuti juga oleh model dan variasi dari produk-produk perbankan itu 
sendiri. Nasabah mempunyai ketertarikan tersendiri atas produk-produk perbankan 
tersebut, karena adanya iming-iming dan faktor pendukung yaitu hadiah yang menarik 
dan berlimpah yang diberikan oleh para sejumlah bank terhadap para nasabahnya. 

Judul dalam penulisan karya ilmiah ini adalah "Kewajiban Bank terhadap 
Penggunaan Bil yet Giro sebagai Sarana Bukti Pembayaran". Tujuannya adalah untu k 
mempelajari dan mengetahui secara mendalam bagaimana pelaksanaan penggunaan 
bilyet giro sebagai alat bukti pembayaran masyarakat dan bagaimana tanggung jawab 
perbankan apabila te jadi kesalahan dan pelanggaran dalam penggunaan bilyet giro. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yang sepenuhnya 
meneliti objek literatur (library research), dengan dasar pijak masalah penggunaan 
bilyet giro sebagai alat analisisnya. Pendekatan penelitian ini difokuskan untuk 
menjawab rumusan masalah, yaitu; Pertama, Bagaimana masyarakat menggunakan 
Bilyet Giro sebagai sarana bukti pembayaran?, Keduu; Bagaimana kewajiban pihak 
perbankan apabila terjadi pelanggaran dalam penggunaan Bilyet giro yang dilakukan 
oleh nasabah? 

Dalam melakukan studi dan analisis dalam penulisan karya ini, penulis 
menggunakan pendekatan normatif yuridis, sedangkan metode analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif Penelitian ini bersifat kepustakaan oleh karenanya untuk 
mendapatkan beberapa data maka digunakan sumber dari beberapa kepustakaan. 
Dalam merumuskan kewajiban bank terhadap pelaksanaan bilyet giro sebagai sarana 
bukti pembayaran, ini didasarkan pada tiga kata kunci, yaitu endorsement, clearing 
serta blacklist. 

Dari pemaparan singkat diatas maka hasil penelitian yang telah dilakukan 
menunjukkan bahwa, pertama, dalam penggunaan bilyet giro sebagai sarana bukti 
pembayaran pada bank, adalah; Masyarakat pemilik rekening lebih menyukai bilyet 
giro sebagai alat pembayatan dan hampir sebagian masyarakat bertransaksi 
menggunakan hi, karena ia memandang bilyet giro lebih nyaman dibanding alat 
pembayaran lain. Bilyet giro mempunyai banyak manfaat, bagi penerima bilyet giro 
juga mempunyai arti penting yaitu meinperlancar laju perdagangan dan ikut membatasi 
beredarnya uang cash didafarn masyarakat. Kedua, Untuk mengatasi berbagai 
pelanggaran dalam penggunaan bilyet giro yang tidak sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku maka Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang bilyet giro yang 
bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penerbit ataupun pemegang. 
Peraturan yang terakhir keluar diharapkan dapat memberikan jaminan hukum. 
Peraturan tersebut dalam ketentuamya sudah mengacu pada peraturan tentang wesel 
dan cek yang diatur dalam KUHD sehingga jika terjadi perbuatan pelanggaran dalarn 
menggunakan bilyet giro dapat dipergunakan beberapa Pasal dalam KUHD untuk 
menyelesaikannya dengan menggunakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku jika ada petanggaran yang berlebihan. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam praktik kehidupan sehari-hari terjadi bermacam-macarn 

transaksi pembayaran yang disebabkan adanya beraneka ragam transaksi 

bisnis, seperti jual-beli barang dan jasa, pembelian dan pelunasan, penanaman 

modal dan lain sebagainya. Alat pembayaran yang digunakan juga beraneka 

ragam, diantaranya dengan uang tunai, cheque, bilyet giro, credit card dan 

lain sebagainya, ini sudah tentu berkat bantuan pihak perbankan pada 

beberapa produknya. 

Di negara berkembang, seperti Indonesia rnisalnya, pemahaman 

tentang bank di negeri ini baru setengah-setengah. Sebagian masyarakat hanya 

memahami bank sebatas tempat menyimpan dan meminjam uang saja. Bahkan 

terkadang sebagai masyarakat sama sekali belum memahami bank secara utuh, 

sehingga pandangan tentang bank sering diartikan salah. Selebihnya banyak 

warga masyarakat tidak paham sama sekali tentang dunia perbankau.' 

Masyarakat Indonesia belakangan ini mulai terbiasa menggunakan alat 

pembayaran non tunai untuk berbagai keperluan pembayaran, antara lain 

memakai kartu kredit, kartu debet dan kartu ATM dari produk perbankan. 

Penggunaan kartu pra-bayar diyakini akan menjadi tren mekanisme 

pembayaran di masa mendatang, misalnya untuk membayar bahan bakar di 

pompa bensin, tiket jalan toll, pembelian barang dan lainnya. Semua proses 

alat pembayaran tersebut dapat diproses oleh berbagai sistem pembayaran 

' Kasmir. Dasar-dasar Perbankan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002, hlm 1. 



seperti bank dan non-bank seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak 

dalam kemajuan tekhnologi untuk membantu kemudahan m ~ ~ a r a k a t . ~  

Alat pembayaran tunai muncul karena adanya kebutuhan masyarakat 

untuk bertransaksi yang dapat dipenuhi, namun pemakaian pembayaran 

dengan cara tunai juga tidak sepenuhnya bisa tergantikan oleh alat 

pembayaran non tunai. Mengapa?, karena dalam kondisi tertentu pemakaian 

uang tunai masih terbilang lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan 

instrumen non tunai. Proses dalam bertransaksi pembayaran memang dapat 

mudah dan sederhana, tapi juga dapat sulit, ini karena tergantung pada sulit 

atau tidaknya transaksi ekonomi yang menyebabkan terjadinya suatu 

pembayaran sebagai penyelesaian bisnk3 

Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai tempat atau suatu 

lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat (dalam bentuk deposit atau tabungan) dan menyalurkannya 

kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan beberapa jasa dan 

produknya bank yang lain kepada ~nas~araka t .~  Sedangkan menurut undang- 

undang yang dimaksud bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan tamf hidup orang banyak.' 

http://www.bi.go.idIweb/id/SPOOl. 19 Desember 2007,23.45. 
Azhar Abdullah Chalik. Lalu-Lintas Pembayaran Dalam dun Luar Negeri, PT. 

Intermedia Jakarta. 1992, hlm 5. 
Muhammad Djumhana. H h m  Perbankan di Indonesia. PT-Citra Aditya Bakti, 

Bandung. 2000, hlm 78-82. 
' Liat UU No. 07 Tahun 1992 jo. No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 



Kompetisi antar bank dalam peluncuran produk-produk perbankan, 

umumnya banyak dipengaruhi oleh perkembangan produk perbankan dan 

teknologi d i l w  negeri. Akhirnya dapat dilihat banyaknya produk-produk dan 

jasa perbankan yang ditawarkan perbankan kepada masyarakat sekarang ini, 

seperti bilyet giro, kartu kredit dan lain sebagainya. Tentunya kepastian dan 

keamanan serta kenyamanan dari penggunaan suatu produk perbankan 

menjadi salah satu falctor yang penting untuk masyarakat guna 

mempercayainya dan yakin dalam menggunakan produk perbankan yang 

ditawarkan tersebut6 

Dengan adanya tuntutan zaman dan kemajuan teknologi, lambat laun 

usaha-usaha di daerah akan membutuhkan jasa-jasa perbankan sejalan dengan 

perkembangan lalu lintas pembayaran dengan cek d m  bilyet giro.7 Giro 

sebagai salah satu bentuk upaya bank untuk menghirnpun dana, penarikannya 

dapat dilakukan dengan menggunakan alat (instrument) yang disebut dengan 

cek (cheque), surat bilyet giro atau perintah tertulis pada bank untuk 

pemindahbukukan dana, baik pada bank yang sama atau pada bank yang lain. 

Cek clan bilyet giro hampir sama fungsinya, yaitu merupakan alat pembayaran 

Y mg  m ~ g w n a k a n  uang giral.8 

6 Wijayanto. Huhm dun Ketentuan Perbankan Di Indonesia, PT. Pustaka Umum 
Grafiti Jahuta, 1993, hlrn 33, 

' Simongkir. D a m  dun Mekanisme Perbankan, PT. Aksara Persada Indonesa. Jakarta, 
1979, hlm 28. Menurut Pasal 1 huruf d pada S.E.B.I. nomor 28/32/KEP/DIR yang dimaksud 
bilyet giro adalah swat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk 
memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening 
pemegang yang disebutkan namanya. Pernbayaran dana bilyet giro hi tidak dapat dilakukan 
dengaa uang hmai dan tidak dapat dipindahtangankan. 

' hftP:lIwww.bi.go.idweb/idSPOOl/, 19 Desember 2007, 23.45. Lihat juga pa& 
Mudrajad Kuncoro. Manajemen Perbankan (Teori dun Aplihi) .  BPFE UGM Jogjakarta, cet 
I, 2005hlm 155. 



Dalam rangka memenuhi keperluan para nasabah, perbankan di 

Indonesia selain menyediakan buku formulir cek juga menerbitkan buku 

formulir bilyet giro kepada para pemegang rekeningnya (dengan ketentuan 

dan syarat berlaku). Pada kenyataannya diantara kedua alat pembayaran giral 

tersebut, bilyet giro ini lebih terjamin keamanannya. Bilyet giro tidak dapat 

digunakan oleh setiap orang serta panbayaran bilyet girog tidak dilaksanakan 

secara tunai seperti halnya cek yang kemungkinan bisa jatuh ke tangan orang 

lain yang tidak berhak mendapatkanya, yang kemudian suatu saat 

menguangkan cek tersebut. l o  

Dalarn Penjelasan Umum Peraturan Perbankan ada fungsi utama bank 

yaitu sebagai wahana pendukung pembiayaan pembangunan nasional dalam 

rangka peningkatan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan 

stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat, disamping itu 

bank itu juga berfkgsi untuk menghimpun dam masyarakat finding) serta 

menyalurkan kembali berupa pernberian kredit (lending) sehingga bank 

mempunyai kedudukan sebagai perantara uang (fznancial intermediary) 

masYarakat. ' ' 
Dua fungsi bank tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 

lainnya, artinya setiap bank pasti akan menjalankan fungsinya sebagai 

penghimpun dana masyarakat yang telah terkumpul tersebut akan disalurkan 

Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso &lam Surat-Surat Berharga 
adalah Alat Pembayaran Modem mengatakan, bilyet giro merupakan pembayaran dengan 
menggunalcan system yang "booking transfer" artinya pembayaran dengan jalan 
memindahbukum dari satu rekening ke rekening yang lain. Dengan demikian perdamn bilyet 
giro itu terbatas pada mereka yang mempunyai rekening giro di bank. 

lo http://www.bi.go.id/web/id/TSP.php. 19 Desember 2007,23.45. 
l1 Smch  Winami. Bahan Kuliah Huhm Perbankan. FH Un. Jogjakarta. 2007, tidak 

diterbitkan, hlm 201. 



kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga bank berusaha untuk 

mendapat keuntungan sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan tersebut. 

Sebagai lembaga keuangan bank juga mempunyai kewajiban pokok untuk 

untuk menjaga kestabilan nilai uangnasional, mendorong kegiatan ekonomi 

dan perluasan kesempatan kerja. Ditinjau dari definisi tersebut ternyata di 

Indonesia banyak lembaga lain yang juga menghimpun dan menyalurkan dana 

tersebut kepada masyarakat namun tidak disebut bank, misalnya koperasi 

simpan pinjam, BMT, dsb.12 

Ditinjau dari fungsi ekonomis bank adalah lembaga yang menerima 

simpanan dan menawarkan rekening dengan hak istimewa yang memberikan 

pinjaman.'3 Bank mempunyai fungsi $nancial intermediay, bank akan 

mengarnbil uang dari nasabah yang menyimpan uangnya di bank tersebut 

(investor) kemudian bank akan menanamkannya kembali (menginvestasikan) 

antara lain dengan memberikan kredit kepada masyarakat yang 

memerlukannya, sehingga bank juga disebut sebagai institusi yang berada 

diantara investor clan investasi.14 

Belakangan ini bisnis perbankan telah berkembang dengan sangat 

pesat, selain menghirnpun dana dan menyalurkannya untuk kepentingan 

masyarakat, bank melengkapi dirinya dengan berbagai jasa yang lain untuk 

dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya. Kelengkapan jasa yang di miliki 

suatu bank bertujuan agar nasabah loyal dan tidak melirik bank yang lain 

l2 Ibid . 
l3 Nindyo Pramono, Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia 

dalam Perkembangan, TPK, Gunung Mulya, Jogjakarta. 1986, hlm 2. 
l4 Surach Winami, op.cit, hlm 201. 



sehingga bank berlomba-lomba menambah berbagai produk layanan serta 

meningkatkan informasi teknologi dari waktu ke waktu. Menurut Pheng, 

perbankan sekarang sudah masuk pada era modern sehingga hams melengkapi 

dengan berbagai aktifitas jasa keuangan.15 

Di Indonesia masih ada kalangan masyarakat bisnis yang mempunyai 

persepsi atau pemahaman bahwa bilyet giro adalah alat pembayaran seperti 

halnya cek, dimana ketentuan-ketentuan hukurn yang mengatur hubungan 

hukurn antara pihak yang satu dengan yang lain lebih jelas. Kenyataannya 

bilyet giro adalah jenis swat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang- 

undang Hukurn Dagang (KUHD) melainkan bilyet giro adalah surat berharga 

yang tumbuh dan berkembang dalam praktik karena kebutuhan lalu lintas 

dalam pembayaran di dunia bisnis modern sekarang ini. 

Menurut St. Remy Syahdeini, bilyet giro sama sekali bukan negotiable 

paper. Bilyet giro yaitu surat perintah pemegang rekening suatu bank lcepada 

bank yang bersangkutan untuk memindahbukukan sejumlah uang atas beban 

rekeningnya pada bank yang diinginkan oleh orang yang namanya disebut 

sebagai penerirna pemindahan tersebut (surat pemindahb~kuan).'~ 

Pada mulanya pemakaian bilyet giro di Indonesia tidak seragam bentuknya 

dan dikenal dengan bentuk surat amanat dari nasabah yang mempunyai 

rekening giro pada suatu bank untuk memindahbukukan sebagian dana dari 

rekeningnya sesuai yang disebut namanya dalam surat amanat tersebut. 

l5 Ibid, ha1 203. 
l6 Sutan Remy Syahdeini, Perkembangan Bentuk dan Penggungan Surat Bert.larga 

dalam Praktik Perbankan, makalah d i p a i l c a n  pada 14 Mei 1994 &lam Training Perbankan, 
BPHN, Jakarta. 



Bentuk dan persyaratan formal dalam surat amanat itu adalah bebas, dapat 

berbeda dengan bank lainnya, ti& ada ketentuan yang harus disepakati atau 

dipenuhi mengenai hal tersebut." 

Bertitik pangkal dari arti pentingnya bilyet giro tersebut, maka Bank 

Indonesia selaku Bank sentral pada tanggal 24 Januari 1972 memandang perlu 

untuk mengatur tentang penggunaan giro, dalam suatu peraturan yang 

mengatur dan memberi petunjuk tentang cara-cara penggunaan bilyet giro.'' 

Pokok-pokok kebijakan bank Indonesia dalam rangka uniformitas tentang 

bentuk dan persyaratan formal diterbitkannya bilyet giro tersebut telah 

dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 41670lPPB yang 

ditujukan kepada semua bank di Indonesia. Dengan dibentuknya S.E.B.I. ini 

maka sekaligus di cabutnya S.E.B.I. No. 41437lUPPBlPPB tanggal 5 Oktober 

1971 yang mengatur tentang penolakan pembayaran atas cek atau bilyet giro 

yang diajukan pada bank karena ti& cukup atau ti& ada dananya. 

Sebagai peraturan pelaksanaan dari keputusan dewan moneter pada 

tanggal 25 April 1962 Direksi Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran 

No. 10169 W U .  Dalam perkembangan selanjutnya ternyata terdapat 

ketentuan-ketentuan dalam surat edaran yang masih perlu ditegaskan, diubah 

atau ditarnbah untuk memperrnudah bank-bank dalam pelaksanaannya, 

sehingga dipandang perlu mengeluarkan lagi ketentuan pelaksanaan keputusan 

" Setelah diberlakukan Surat Edaran Bank Indonesia (S.E.B.I.) nomor 
4/670/UJPBIPbB pada 24 Januari 1972 mulailah suatu Bank diharuskan memakai bentuk 
bilyet giro dengan keseragaman dalarn semua persyaratannya. S.E.B.I. tersebut kemudi  
disempumakan dengan keluarkannya peraturan baru yaitu S.E.B.I. 281321 UPG pada 4 Juli 
1995. 

'* http://www.bi.go.id/web/id/SPOOl/, 19 Desember 2007,23.45. 



dewan moneter ini secara menyeluruh. Peraturan pelaksanaan yang terakhir 

atas keputusan dewan moneter diatur dalam S.E.B.I. No. 8/7/CTPPB yang 

mulai berlaku pada 1 Juni 1975 tentang tata-cara pelaksanaan Keputusan 

Dewan Moneter No. 53 tahun 1962. 

Dari beberapa pertimbangan yang diambil Direksi Bank Indonesia 

dalam S.E.B.I. No. 41670, jelas kelihatan bahwa untuk menghindari 

perselisihan yang ditimbulkan, pemalsuan atas surat amanat itu dan 

memudahkan pengawasan bagi perbankan.19 S.E.B.I. No. 41670 kemudian 

disempumakan dengan keluarnya peraturan baru yaitu S.E.B.I. No. 

28132fUPG tanggal 4 Juli 1995. Peraturan yang terbaru ini tidaklah merubah 

sama sekali tetapi hanya menyempumakan S.E.B.I. sebelumnya. Surat Edaran 

sebelumnya merupakan peraturan pelaksana dari Surat Keputusan Direksi 

Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR pada 4 Juli 1995 yang mengatur 

mengenai perlindungan yang lebih bagi pemegang bilyet giro untuk dapat 

melaksanakan, mendapat pemenuhan atas haknya yang terdapat didalam 

lembar bilyet giro yang diterimanya. 

Dilihat dari produk bilyet giro dari perbankan maka persyaratan bilyet 

giro di Indonesia-diatur dalam Pasal 2 dan 3 Surat Keterangan Direksi Bank 

Indonesia nomor 28/32/DIR/KEP pada 4 Juli 1995, persyaratan itu 

diantaranya adalah2'; 

1. Nama bilyet giro dan nomor bilyet giro yang bersangkutan 

2. Nama tertarik dan Nama bank penerima 

l9 Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, op.cit., hlm 300-302. 
20 Ridwan Khairandy. Pengantur Hukum Dagang, FFakultas Hukum, UII F'ress, 

Jogjakarta. Cet 1,2006, hlm 175. 



3. Perintah jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan sejurnlah dana atas 

beban rekening penarik 

4. Sejumlah dana yang dipindahkan, baik dalarn angka ataupun dalam 

huruf ditulis dengan selengkapnya, dsb. 

Bilyet giro dalam penggunaannya mempunyai fungsi dan kegunaan 

bagi beberapa pihak, yaitu; 

1. Sebagai alat memindahkan dana yang ada di bank, pada pihak lain 

2. Sebagai alat untuk membukukan transaksi pengurangan dana; 

3. Sebagai alat untuk menyelesaikan kewajiban (utang) langsung pada 

pihak yang berhak menerima pembayaran (tidak dapat diwakilkan) 

melalui bank 

4. Sebagai salah satu alat mengawasi sisa dana yang ada di bank 

Faedah bilyet giro bagi perbankan adalah; 

1. Sebagai satu alat untuk membukukan (dokurnen pembukuan) 

2. Sebagai alat untuk memindahbukukan dana dari rekening giro dari satu 

ke yang lain baik yang bersangkutan maupun dengan bank lainnya 

Faedah bilyet giro bagi penerima, adalah; 

1. Sebagai salah satu alat untuk menambah dana pada rekening pada bank 

2. Untuk membukukan transaksi keuangan yang ada pada bank 

3. Sebagai alat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan piutang yang 

terjadi dalam dunia perusahaan dan perdagangan 



Suatu amanat pemindahhbukuan dana hanya dapat dilaksanakan jika 

rekening yang bersangkutan memiliki saldo yang cukup. Pengertian saldo 

rekening efektif adalah dana dalam rekening giro yang sudah siap untuk 

digunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Jumlahnya paling sedikit sama 

dengan j d a h  yang tersebut dalam bilyet giro yang akan dipindahbukukan.2' 

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEPS/DIR tanggal 

5 Januari 1996 tentang cek atau bilyet giro kosong mendefinisikan sebagai cek 

atau bilyet giro yang ditolak dalam tenggang waktu dan adanya kewajiban 

penyediaan dana oleh penarik karena tidak cukup atau tidak ada dananya. 

Apabila bilyet giro kosong tersebut diajukan kepada bank, maka pihak bank 

harus menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak cukup atau ti& 

ada. Penolakan tersebut harus disertai surat keterangan penolakan (SKP) yang 

antara lain memuat nama dan alarnat penarik yang ber~angkutan.~~ 

Penggunaan bilyet giro dalam praktiknya sebagai alat pembayaran 

semakin meningkat sejalan dengan perkembangan dalam dunia bisnis dan 

perdagar~gan. Namun peningkatan tersebut juga dibarengi dengan 

bertambahnya praktik dalam penggunaan bilyet giro yang tidak sesuai dengan 

peraturan yang ada, misalnya mengenai pembatalan bilyet giro sebelurn 

wakiunya, bilyet giro kosong, pemalsuan lembar bilyet giro, pemanfaatan 

bilyet giro oleh pihak-pihak yang beriktikad ti& baik. 

21 Kewajiban penyediaan dana yang cukup hi timbul pada saat amanat yang tersebut 
dalam bilyet giro menjadi efektif untuk dilaksanakan. Jika bilyet giro yang diajukan pada 
tanggal sesuai tanggal efektif, tetapi saldo rekening yang bersangkutan tidak ada atau kurang 
mencukupi maka bilyet giro tidak dapat diuangkan karena merupakan bilyet giro kosong. 

" http://www.majalah~.comlhdikator/ba. 19 Desember 2007,23.45. 



Sebagai contoh praktik penggunaan cek atau bilyet giro kosong adalah 

Wakil Presiden "Republik Mirnpi" yang dilaporkan ke polisi oleh pengusaha 

rekan kerjanya, yaitu Alex Tjokrorahwdjo atas tuduhan penipuan. Kasus 

tersebut bermula saat Jarwo Kwat sebagai tim kreatif Persatuan Artis dan 

Seniman Komedi Indonesia (PaSKI) mengisi acara "Kampung Bola, Sembilan 

Jam Tertawa" di Senayan, Jakarta, pada bulan Juni tahun 2006 lalu. Terkait 

kegiatan tersebut, ketua panitia Muhammad Rifky membayar honor Rp 200 

juta kepada seluruh pengisi acara yang be rjumlah 50 orang. Namun, M. Rifky 

tidak bisa memenuhi pembayaran secara tunai hingga acara selesai. Ia hanya 

memberikan cek atas sepengetahuan Andar Jaya, yaitu pimpinan Al-Faath 

Production selaku Event Organizer kepada ~ a r w o . ~ ~  

Untuk membayar para artis pendukung, Jarwo Kwat meminjarn 

sejurnlah uang kepada Alex Tjokrorahardjo dengan jaminan cek yang di 

tandatangani oleh Muhammad Rifky. Namun, cek yang diberikan M. Rifky 

ternyata kosong. Sesuai surat pernyataan yang dibuat, Rifky dan Andar 

seharusnya yang bertanggung jawab, sedangkm Jarwo Kwat bertindak 

sebagai ~ a k s i . ~ ~  

Lain halnya penipuan yang dilakukan oleh Andi Winata, yaitu 

pimpinan PT. Persada Prima yang berlokasi di Semarang. Kasus tersebut 

dilaporkan sejurnlah korbannya ke Polwiltabes Semarang. Salah satu 

korbannya adalah Johanus Enggarso, mewakili CV. Wisma Jaya, awalnya 

Andi pura-pura memesan 50 roll plastik seharga Rp 32,4 juta. Setelah 

23 hffp://www.lipufan6@sCtv.co.i~ta~. 24 Desember 2007,23.45. 
" Ibid 



disetujui, maka barang dikirim ke kantor PT. Persada Prima atas nama Andi. 

Sebagai kompensasi Andi Winata menyodorkan bilyet giro sesuai dengan 

nominal harga barang tersebut2j 

Ternyata, setelah korban hendak menguangkan pada tanggal jatuh 

tempo pada akhir tahun 2007 lalu, BG tersebut ditolak pihak bank lantaran 

tidak ada dananya. "Ketika di cari ke kantomya PT. Persada Prima, yang 

bersangkutan ternyata sudah tidak ada (dikelwkan dari jabatannya). Hal sama 

juga dialami Randi, warga Semarang Barat. Ia dipesan oleh Andi Winata 

untuk membuatkan tiga unit komputer seharga Rp 1 1.400.000,00 (sebelas juta 

empat ratus ribu rupiah) clan di kirim sesuai permintaan pemesan (Andi 

Winata) ke kantomya. Korban terkejut ketika diberitahu bahwa bilyet giro 

yang diberikan pada pelaku temyata juga kosong. Kalau ditotal kerugian yang 

disebabkan oleh mantan direktur perusahaan tersebut semua harnpir mencapai 

satu miliar rupiah.26 

Yang disebutkan sebelumnya adalah salah satu contoh dari maraknya 

kasus cek dan bilyet giro kosong. Menurut Edi S., Direktur Akunting dan 

Sistem Pembayaran BI, pada Mei 2006 tahun lalu, tercatat ada cek kosong 

senilai Rp 250 miliar dan bilyet giro kosong Rp 415 miliar. Padahal pada 

2006, jurnlah cek kosong yang beredar baru Rp 123,64 miliar. Namun, bilyet 

giro kosong mencapai Rp 989,56 miliar. Kajian dan Statistik Moneter BI pada 

25 hftp://~.sepufar-indonesia.com/edisi~ceWshdo4ki-so~/~dex.php. diakses 
pada 19 Desember 2007,23.45. 

Zbid 



November 2007 mencatat, peningkatan itu mencenninkan watak nasabah dan 

patut menjadi perhatian menjelang akhir 2 0 0 7 . ~ ~  

Selain itu, BI menginformasikan kliring selama Oktober masih tetap 

oleh 47 bank, sedang volume dan nilai transaksinya masing-masing turun 

22,23 % dan 21,15 % dibanding periode Pada bulan September 2007. 

Penurunan tersebut terlihat dengan membandingkan perputaran kliring dalam 

bulan September yang ditandai dengan 47.820 lembar dan nominal Rp 1,128 

triliun, sedangkan selama Oktober dengan 37.1 88 lembar dan nominal Rp 889 

miliar rupiah. 28 

Kondisi tersebut yang membuat Bank Indonesia meradang. Untuk 

mengatasinya, pada bulan Juli tahun lalu Bank Indonesia memberlakukan 

daftar hitarn (black list) bagi yang mengeluarkan cek dan bilyet giro kosong. 

"Jika ada yang menerbitkan cek atau bilyet giro kosong tiga kali berturut-turut 

selama enam bulan, dia akan mas& dalam d a f h  hitam". Si penerbit juga 

akan dikenakan penalti berupa larangan mengeluarkan cek atau bilyet giro lagi 

selama satu tahun. Sanksi serupa berlaku bagi perusahaan, apabila ada 

perusahaan menerbitkan cek atau giro bilyet kosong di atas Rp 500 juta akan 

langsung mas& daftar hitam dan daftar itu akan disebarkan secara nasional, 

sehingga dirnanapun dan kapanpun dia tidak akan bisa mengeluarkan 

pembayaran lewat kertas berharga t e r ~ e b u t . ~ ~  

Pelanggaran terhadap penggunaan bilyet giro tidak hanya terbatas pada 

penarikan cekfbilyet giro kosong, tapi juga ada lainnya yaitu masalah cross 



clearing,30 perbuatan tersebut termasuk dalam pembukuan. Cross clearing 

pada hakekatnya merupakan penarikan atas suatu dana dalam rekening 

nasabah yang masih dalam penagihan, untuk tidak melakukan penarikan bilyet 

giro kosong, ini adalah keputusan dewan moneter nomor 53 tahun 1962 

berdasarkan S.E.B.I. nomor 211 105-UPPBIPbB tanggal 18 Maret 1970. 

Perihal cross clearing yang ditujukan kepada semua bank mm dan bank 

pembangunan, perbuatan cross clearing tersebut dilarang dan untuk 

menghindari perbuatan tersebut diwajibkan untuk mencantumkan "klausula 

tambahan" pada persetujuan pembukuan rekening giro yang baru, yang 

menjelaskan bahwa praktik cross clearing dilarang. 

Tampaknya yang menjadi penyebab bilyet giro kurang di minati dari 

masyarakat pada tahun enam puluhan, sebagai alat pembayaran. Pada waktu 

itu masyarakat sering mempergunakan sarana cek karena dianggap memiliki 

beberapa kelebihan dibandingkan bilyet giro, dengan cek bisa orang bisa 

menguangkan pada bank yang bersangkutan. Disamping iru dengan cek 

masyarakat memandang bahwa orang yang membawa cek akan kelihatan 

orang yang banyak hartanya. Perhatian masyarakat berubah menjadi lebih 

banyak mempergunakan bilyet giro, sejak banyaknya penarikan dari cek 

dikenakan sanksi dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 1964 tentang 

pelanggaran penarikan cek kosong yaitu membebankan saksi pidana yang 

berat3' dan banyaknya perampokan atas orang yang membawa cek tersebut. 

30 Cross clearing adalah penarikan bilyet giro yang dipindahbukukan melalui kliring 
atas beban bilyet giro bank yang lain yang disetorkan juga pada melalui kliring pada hari yang 
sama. 

31 Ellips. Surat Berhmga, Proyek Ellips, Jakarta. 1998, hlm 147. 



Berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi dalam pemberian cek 

danlatau bilyet giro sebagaimana telah disebutkan di atas maka untuk 

mencegah berlanjutnya praktek pelanggaran terhadap bilyet giro tersebut, 

Bank Indonesia menyampaikan surat kepada semua bank umum dan bank 

pembangunan, yaitu Swat No. 41108 UPPBIPBB tanggal 3 Mei 1971 yang 

menyebutkan bahwa pemberian cek danlatau bilyet giro, nasabah hams 

memenuhi ~~a ra t - s~a ra t , 3~  yaitu; 

1. Dana yang tersedia pada rekening nasabah dalam jumlah yang cukup; 

2. Bank bersedia memberikan fiatnya atas cek danlatau bilyet giro 

tersebut dengan pengertian bahwa bank mendapat kuasa untuk 

menyisihkan secara administratif dana nasabah yang bersangkutan 

guna disediakan untuk membayar cek itu sewaktu-waktu; dan 

3. Nasabah menyetujui pembukuan administratif oleh bank bertalian 

dengan maksud di atas. 

B. Rumusan Masalab 

Berdasarkan waian latar belakang yang disebutkan sebelumnya maka 

untuk mencapai pembahasan yang spesifik dan terarah, penulis tertarik untuk 

mencari pemecahannya serta merumuskan permasalahan sebagai berikut; 

1. Bagaimana masyarakat menggunakan Bilyet Giro sebagai sarana bukti 

pembayaran ? 

2. Bagaimana kewajiban pihak perbankan apabila terjadi pelanggaran 

dalam penggunaan Bilyet giro yang dilakukan nasabah? 

" http://www.bi.go.id/msmbiweb/id/sejaraharahkonten.asp?id=24. Diakses pada tanggal 
19 - 12 - 2007,23.45. 



C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan lcarya ini adalah; 

1. Diharapkan untuk mempelajari secara mendalam bagaimana 

pelaksanaan penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran 

masyarakat dalam praktik keseharian. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perbankan jika terjadi 

kesalahan dan pelanggaran dalam penggunaan bilyet giro oleh 

masyarakat. 

D. Kerangka Teori 

Salah satu bentuk upaya bank dalam menghimpun dan menyalurkan 

dana dari masyarakat adalah dengan tujuan simpanan giro (demand deposit) 

dan giro itu sendiri adalah produk dari perbankan, ini adalah sama seperti 

yang di kemukakan sebelumnya b a h ~ a . ~ ~  Menurut Pasal 1 angka 7 Undang- 

undang Perbankan, giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat 

pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan instrument atau alat yang mempunyai sarana perintah 

pembayaran lainnya dengan cam pemindahbukwn. Penarikan simpanan giro 

dengan cam pernindahbukuan itu dilakukan dengan bilyet giro.34 

Kasrnir. op.cit., hlm 31. Lihat juga Surach Winarni. Bahan Kuliah H u h  
Perbankan. F H  UII. Jogjakarta. 2007, tidak diterbitkan, hlm 225. 

" Zbid. Menurut Pasal 1 huruf d pada S.E.B.I. nomor 28132KEPlDIR yang dimaksud 
bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk 
memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening 
pemegang yang disebutkan narnanya. Pembayaran dana bilyet giro ini tidak dapat dilakukan 
dengan uang tunai dan tidak &pat dipindahtangankan melalui endosemen. 



Kalangan masyarakat bisnis di Indonesia masih ada yang mempunyai 

pemahaman bahwa bilyet giro sama seperti halnya cek, padahal antara 

keduanya adalah produk perbankan yang sistem pengambilannya berbeda. 

Cek merupakan alat pembayaran dan juga salah satu sarana yang digunakan 

untuk menarik atau mengambil uang direkening giro, sedangkan bilyet giro 

(giro) merupakan swat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara 

rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukuan sejurnlah uang dari 

rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya 

atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank yang lain.35 

Dari beberapa ketentuan dalam KUHD dapat disimpulkan bahwa pada 

suatu cek, perlindungan lebih diutamakan kepada pemegang cek tersebut. Hal 

tersebut terlihat antara lain dianutnya atas legitimasi formal dan pada dasarnya 

tidak diperkenankan melakukan tangkisan yang bersifat pribadi, sebaliknya 

bilyet giro lebih mengutamakan perlindungan kepada penarik atau penerbit 

sehingga penarik dapat bebas menarik kembali bilyet giro tersebut selama 

pemindahbukuan yang belum dilakukan oleh tertarik. 

Perbedaan antara cek dan bilyet giro adalah sistem penarikan yang 

berbeda. Cek cara pengambilannya langsung bisa ditarik atau di uangkan 

lewat bank yang bersangkutan sedangkan giro hanyalah dipindahbukukan atau 

disebut dengan kliringlinkaso pada bank yang ditunjuk oleh penerbit pada 

bank penerima. 

Pemindahbukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya 

dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi BG kepada nasabah penerima 
- 

35 Kasmir, op.cit, hlm 75. 



BG, sebaliknya jika dipindahbukukan ke rekening di bank yang lain, maka 

harus melalui proses kliring atau inkaso. Penerbitan bilyet giro ini adalah 

berdasarkan atas dasar inisiatif dari penerbit dan untuk kepentingan penerima. 

Atas penerbit memerintahkan pada bank agar melakukan pemindahbukuan 

rekening penerbit kedalam rekening penerimaan. Hal ini berarti bahwa 

penerbit dan penerima masing-masing harus mempunyai rekening pada bank 

dimana mereka menjadi nasabah. 

Dari rekening giro inilah bank melaksanakan perintah yang 

dicantumkan dalam bilyet giro. Dengan demikian, saldo rekening giro milik 

penerbit dalam bilyet giro akan berkurang sedangkan pada penerima rekening 

gironya akan bertambah sejumlah yang terdapat dalam bilyet giro tersebut 

diatas. Oleh karena itu bilyet giro termasuk surat berharga, sebab bilyet giro 

tidak boleh diendosemen kepada orang lain, karena diendosemen dilarang 

apalagi disersahterimakan secara fisik, sudah tentu juga dilarang. Larangan 

pengendosemenan berarti larangan untuk menjual kepada orang lain, jadi 

bilyet giro mempunyai sifat tidak boleh dijual-belikan dengan dernikian bilyet 

giro termasuk surat berharga tapi bukan surat berharga. Menurut Emmy 

Pangaribuan, bilyet giro tersebut tetap merupakan swat berharga, tetapi 

merupakan surat berharga yang t e r b a t a ~ . ~ ~  

36 Emmy Pangaribuan Sirnanjuntak. Hukum Dagang dun Surat Berharga, Seksi Hukum 
Dagang, Fakultas Hukum UGM, Jogjakarta. 1994, hlm 200, maksud dari terbatas tersebut 
adalah dalam ha1 fimgsinya yaitu tidak dapat diperalihkan kepada orang lain yang namanya 
tidak diibutkan dalam lembar bilyet giro sebagai nama penerima Fungsi yang lain yaitu 
sesuai dengan nilai perilcatan dasarnya sudah dipenuhii karena dasar dari prestasi berupa 
pembayaran sejumlah uang dari transaksi yang diadakan oleh para pihak 



Karena bilyet giro merupakan suatu perintah untuk melakukan 

pemindahbukuan, maka dengan beberapa pertimbangan penarik dapat 

membatalkan bilyet giro tersebut selama amanat dalam bilyet giro belum 

dilaksanakan oleh bank yang bersangkutan, tetapi dalam hubungan dengan 

pembatalan bilyet giro ini terdapat perbedaan dengan pembatalan suatu ~ e k . ~ ~  

Penarikan kembali suatu cek tidak berlaku melainkan setelah 

berakhirnya tenggang waktu penunjukan. Dengan kata lain bilyet giro hanya 

dapat dibatalkan sepanjang amanat dalam bilyet giro tersebut belum 

dilaksanakan, hal ini berarti bilyet giro di tarik kembali atau dibatalkan setiap 

smt selama pemindahbukuan belum dilaksanakan. 

Dengan memperhatikan pengertian tentang bilyet giro yang terdapat 

dalam S.E.B.I. Nomor 41670lUPPBfPbB maka dapat dikatakan ciri-ciri 

khasnya adalah; 

1. bilyet giro tidak dibayar dengan uang secara tunai tetapi hanya 

merupakan pemindahbukuan dan berbentuk atas nama (op naam) 

2. tidak bisa dipindahtangankan atau diendosemen dan tidak dapat 

diperjual- belikan (diperdagangkan) 

3. penerima bilyet giro dapat menerima pernindahbdcuau atau menikmati 

hak dalam bilyet giro tersebut apabila memiliki rekening di bank. 

Akhirnya pada tahun 1975 Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran 

Nomor 818 UPPB tanggal 16 Mei 1975 yang melarang bank memberikan fiat 

kliring atau fiat bayar atau membubuhkan kata-kata yang maksudnya sama 

37 Lihat Pasal209 apt  ( I )  KUHD. 



dengan cek, bilyet giro dan alat-alat pembayaran lintas pembayaran giral 

lainnya. Apabila ada, maka bank hanya diperkenankan mengganti alat lalu 

lintas pembayaran gird tersebut dengan cekhilyet giro yang ditariknya atas 

rekeningnya pada Bank Indonesia atau bank lainnya. Dengan demikian pada 

saat penukaran dilakukan, rekening nasabah sudah dibebani atau didebet 

sejumlah nilai yang ditukar dengan cekhilyet giro BI atau bank l a i ~ m ~ a . ~ *  

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukurn yang bersifat nomatif dan 

merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka dan kaidah- 

kaidah atau peraturan yang ada relevansinya dengan objek penelitian ini 

yaitu pada masalah bilyet giro. 

2. Objek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah penggunaan bilyet giro sebagai alat 

bukti pembayaran masyarakat dan tanggung jawab perbankan apabila 

terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam penggunaan bilyet giro dalam 

kehidupan keseharian masyarakat. 

3. Sumber Data 

Penelitian ini pastinya membutuhkan beberapa data yang ada 

relevansinya tentang bilyet giro dan bahan-bahan yang lain yeng menjadi 

38 Yunus Husain dan Z u l h a i n .  Hukum Perbankan, Jilid 11. (tidak diterbitkan) 
Program Pamarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 



referensi dalam penelitian, sehingga penelitian ini berdasarkan pada 

beberapa dasar h ~ k u r n ~ ~  yaitu; 

a. Bahan hukurn primer, yaitu bahan hukurn yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat, meliputi; 

1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang 

2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

3) Surat Edaran Bank Indonesia 

4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 juncto Undang-Undang 

Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia 

5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 juncto Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan 

6) Dan peraturan-peraturan yang lainnya yang mempunyai hubungan 

dengan penulisan karya ini 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat, 

meliputi; buku-buku surat berharga, literatur, makalah, surat kabar 

disamping itu juga beberapa informasi lain, yakni; dari Bank 

Indonesia, Narasumber dari Pihak Perbankan dan nasabah perbankan 

yang mempunyai rekening giro. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder, 

yang meliputi; 

39 Sue jono Soelcanto. Penelitian Hukum Normatv. Suatu Tinjauan Singkut, Cetakan 
ke-4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta tanpa tahun, hlm 13. Lihat juga Bambang S. Materi 
Kuliah Evaluation Research (HaRekat-Tujuan-Metode), UGM. Yogyakarta, 2004, hlm 33. 



1) Kamus Hukum, Ekonomi dan Kamus Bahasa Indonesia 

2) Ensiklopedi Hukurn 

3) Situs-situs internet, dan lainnya sebagainya yang ada hubungan 

dengan permasalahan ini. 

4. TeknikPengumpulan ~ a t a ~ '  

Penelitian ini bersifat library research yang bersifat normatif 

kualitatif, karena data yang penelitian berupa keterangan atau bahan-bahan 

yang dapat dijadikan dasar kajian dan analisa dalam penelitian,41 maka alat 

yang digunakan untuk mengumpulkan data studi kepustakaan, yaitu 

mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Disamping 

itu untuk menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan 

maka semestinya di adakan juga studi field research, yaitu untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya dilapangan seperti bagaimana.42 

5. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, 

yaitu meninjau dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan 

pada segi-segi yuridisnya sehingga akan mengetahui bagaimana cara yang 

sebenarnya menggunakan bilyet giro tersebut dalam kehidupan untuk 

sarana pembayaran.43 

40 Soe jono Soekanto. Penguntar Penelitian Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta. 2006, 
hlm 164. 

4' Mohamrnad Nazir. Metode Penelitian Kualitatij; Ghalia Indonesia, Jakarta. 1994, 
hlm 12, lihat juga &lam Sugiyono, 2002. Metode Penelitian Administrasi. cet. 9,  Alfilbeta, 
Bandun . 

"Len/ J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif; 1984. PT. Remaja Rosda Karya, 
Jakarta 

43 Soe jono Soekanto, op.cit. 



6. Analisis Data 

Adapun analisa datanya dengan model pendekatan kualitatif 

sehingga dapat menghasilkan suatu yang deskriptif. Pada strategi dan 

pendekatan ini peneliti berangkat dari data sekunder untuk membangun 

konsep dan teori, setelah data diperoleh dan terkumpul selanjutnya di 

analisa dengan menggunakan logika." Disamping itu mengelompokkan 

dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut 

kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang 

diperoleh dari studi dokurnen sehingga diperoleh jawaban atas 

permasalahan tersebut. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam menyusun karya ini, maka 

penulis berusaha membuat sistematika pembahasan dan membagi menjadi 

beberapa bab, yang terdiri dari; 

Bab pertama yaitu pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran pola 

dasar pemikiran bagi keseluruhan isi karya, yang terdiri dari; latar belakang 

masalah, pemnusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Pada bab selanjutnya yakni pada bab kedua adalah pengertian urnum 

tentang perbankan, surat berharga, yang mana terdiri dari penjelasan tentang 

surat berharga dan syarat-syaratnya, dan peralihan surat berharga. pada bagian 

selanjutnya ini terdiri dari pengertian dan syarat-syarat bilyet giro, kewajiban 

- 

44 Soerjono Soekanto. Prosedur Penelitian, Sinar Grafika, Jakarta. 1989, hlm 53. 



menyediakan dana dan tenggang waktu penawaran, bilyet giro kosong dan 

pembatalan bilyet giro. 

Dibagian terpenting dalam tulisan ini yakni terdapat di dalam bab 

ketiga adalah analisis pokok masalah yang ada tentang tanggung jawab bank 

terhadap pelaksanaan bilyet giro sebagai alat pembayaran. Yang terdiri dari 

penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran masyarakat, konsekuensi 

hukum dan tanggung jawab yang dilakdan perbankan apabila terjadi 

pelanggaran dan penyalahgunaan bilyet giro. 

Bab keempat yakni penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari 

pembahasan penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban dari 

pokok permasalahan cia. saran, dilanjutkan dengan pencantuman referensi 

terkait penulisan karya ini. 



BAB I1 

TINJAUAN UMUM TENTANG 

PERBANKAN, SURAT BERHARGA DAN BILYET GIRO 

A. Pengertian dan Jenis Perbankan 

1. Pengertian Perbankan 

Definisi mengenai bank yang dikutip dibawah ini pada dasarnya 

tidak berbeda satu dengan yang lain, kalaupun ada itupun hanya pada 

tugas atau usaha bank saja. Ada yang mendefinisikan bank adalah sebagai 

suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga, 

sedangkan dari pihak lain mengatakan, bank adalah suatu badan yang 

tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan 

permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Penulis lain 

mendefinisikan bank adalah suatu badan yang usaha utamanya 

menciptakan kredit. Prof. GM. Venyn Stuart dalam bukunya Bank Politik 

mengatakan, "Bank is a Company who satisfied other people by giving a 

credit with The money they accept as a gamble to the other, eventhough 

they should supply the new money".43 

Istilah bank, atau perbankan, sering terdengar clan selalu melintas 

ditelinga kita, kata bank tersebut yaitu diartikan sebagai suatu lembaga 

untuk menyirnpan ataupun akan melakukan deposit0 bahkan bisa untuk 

43 Thomas Suyanto, M a r  Abdullah dkk. Kelembagaan Perbankan, Ed. kedua. 
Terbit atas kerjasarna antara Sekolah Tinggi Ekonorni Perbanas clan PT. Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta. 1997 hlm I. Bank adalah suatu bank yang bertujuan untuk memuaskan 
kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang 
diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru 
yang berupa uang giral. 



mengajukan kredit atau pinjaman uang. Disamping itu juga bank 

merupakan sebagai tempat untuk melakukan penukaran uang, 

memindahkan uang ataupun menerima segala bentuk pembayaran dan 

setoran seperti pembayaran listrik, telepon, pembayaran uang kuliah 

bahkan yang l a i ~ ~ a . ~ ~  

A. Abdurrachman dalam buku EnsikZopedia Ekonomi Keuangan 

dun Perdagangan menjelaskan bahwa, "bank adalah suatu jenis lembaga 

keuangan yang melakukan berbagai macam jasa, seperti memberikan 

pinjarnan, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, 

bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai 

usaha bebetapa perusahaan dan lain-lain".4s Sedangkan menurut pakar 

hukum yang lain Dr. B.N. Ajuha menyebutkan bahwa; Bank provided 

means by which capital is transferred @om those who cannot use it 

projitable to those who can use it productively for the society as whole, 

Bank provided which channel to invest without any risk and a good rate of 

interest. 

Menurut Kasmir dalam bukunya char-dasar perbanhn 

menyebutkan bank adalah suatu keuangan yang kegiatan usahanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana 

tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa yang lain. Sedangkan 

pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak 

61 Kasmir. Bank clan lembaga keuangan lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 
1999, hlm 23. 

" Thomas Suyanto, Azhar Abdullah dkk. op. cit. 



dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana 

atau menyalurkan dana atau k e d ~ a - d u a n ~ a . ~ ~  

Berbicara masalah perbankan atau lembaga keuangan ada sesuatu 

yang harus dijelaskan. Bahwa definisi tentang bank menurut undang- 

undang No. 1411967 Pasal 1 tentang Pokok-pokok Perbankan adalah 

lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa 

dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan lembaga 

keuangan menurut undang-undang tersebut adalah suatu badan atau 

lembaga yang kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari 

dan menyalurkannya kepada m a ~ ~ a r a k a t . ~ ~  Mengenai Undang-undang 

yang lebii baru tentang Perbankan pada Pasal 1 ayat (1) memberikan 

pengertian secara jelas tentang perbankan, seperti yang tercantum pada 

bab sebelumnya yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup orang 

Dilihat dari fbngsinya, menurut Undang-undang No. 10 Tahun 

1998 Pasal3 adalah sebagai penghimpun dang penyalur dana masyarakat, 

disamping itu juga ada berbagai macam definisi lain yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga4', yaitu; Pertama, bank dilihat sebagai 

penerima kredit. Dalam pengertian ini, bank menerima uang serta dana 

lainnya dari masyarakat dalam bentuk; 

46 Kasmir. Dmar-dmar Perbankan, PT. Raja Gratindo Persada, Jakarta. 2002, hlm 3. 
47 Ibid. 

UU. N0.7 Tahun 1992 Jo. UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 
49 Thomas Suyanto, Azhar Abdullah dkk. op.cit, hlm 23-24. 



a. Simpanan atau tabungan biasa yang dapat dimintaldiambil kembali 

setiap saat, 

b. Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang 

penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 

yang ditentukan habis, 

c. Simpanan dalam rekening koranlgiro atas nama si penyimpan giro, 

yang penarikannya hanya &pat dilakukan dengan menggunakan cek, 

bilyet giro atau perintah tertulis kepada bank. 

Pengertian tersebut mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi 

perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga. 

Kedua, bank dilihat sebagai pemberi kredit, ini berarti bahwa bank 

melakukan operasi perkreditan secara aktif. Menurut Mac Leodd, bank is a 

shop for the sale of credit. Rumusan yang sama diberikan oleh RG. 

Hawtrey, yang mengatakan bahwa banking are merely dealery in credit. 

Jadi, fimgsi bank terutama dilihat sebagai pemberi kredit, tanpa 

mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposit0 atau tabungan 

yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan 

ileh bank itu sendiri. 

Ketiga, bank dapat dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat 

melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan atau tabungan 

masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank. Fungsi ketiga ini 

selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh GM. Verryn Stuart yang 

dikutip dalam sub-bab 1.1 "pengertian bank clan lembaga keuangan". 



Muhammad Djumhana menyatakan bahwa fungsi bank adalah 

sebagai; Pertama, sebagai pedagang dana (money leader), yaitu suatu 

tempat yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat 

kembali dalam bentuk kredit dan dalam bentuk urat-surat berharga secara 

efektif dan lebih efisien. Kedua, lembaga yang mana dapat melancarkan 

transaksi perdagangan dan pembayaran uang, bank bertindak sebagai 

perantara antar nasabah apabila ada transaksi. 

Bank selain memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen 

pembangunan (Agen of Development) yaitu sebagai lembaga yang 

bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan melalui penyaluran 

kreditnya dan juga sebagai Agen of Trust yaitu dalam kaitannya denagn 

jasa-jasa yang diberikan baik secara perorangan ataupun per~sahaan~~.  

GAMBAR I 

Kegiatan Bank sebagai Lembaga Keuangan 

Jasa-jasa lainnya n 
Garnbar tersebut dapat disimpulkan bahwa, bank merupakan 

lembaga perantara antara masyarakat yang berlebihan dana dengan 

masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya 

adalah masyarakat yang memiliki dana dan disimpan di bank dan akan 



digunakan untuk investasi di bank, oleh karena itu dana simpanan ini 

disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dengan cara 

meminjam untuk membiayai kebutuhan usahanya dengan dikenakan 

beberapa syarat yang harus dipenuhi. 

GAMBAR I1 

Fungsi Bank sebagai Perantara Keuangan 

2. Jenis Perbankan 

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat jenis yang 

diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jika kita lihat jenis perbankan 

sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan 

sebelumnya yaitu UU No. 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa 

perbedaan, tapi dalam kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga 

keuangan yang menglumpun dana dan menyalurkannya tidak berbeda 

dengan yang lain. Perbedaan jenis dapat dilihat dari segi h g s i  bank seria 

kepemilikan bank dari segi h g s i  perbedaan yang terjadi terletak pada 

luasnya kegiatan atau jurnlah produk yang dapat ditawarkan dan jangkauan 

operasinya, sedangkan kepernilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan 

saham yang ada serta akte pendiriannya. 

Mayarakat yang 

Kelebihan Dana 

FUNGSI BANK 

Beli Dana Jual Dana 

Giro Pinjaman 
Tabungan (Kredir) 
Deposito 

h v b 

A 

Mayarakat yang 

Kekurangan Dana 

I 



Adapun jenis perbankan5' dapat dilihat dari berbagai segi, antara 

lain sebagai berikut; 

a. Dilihat dari Segi Fungsinya. 

Menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan 

lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 0 

Tahun 1998 jenis perbankan terdiri dari bank mum (commercial bank) 

dan bank perkreditan rakyat (BPR). Bank pembangunan dan tabungan 

berubah fungsinya menjadi bank urnum sedangkan bank desa, bank 

pasar, lumbung desa dan bank pegawai juga menjadi BPR. 

b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya 

Dilihat dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang 

memiliki bank tersebut, kepemilikannya dapat dari akte pendirian dan 

penguasaan saharn yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank 

ada 3 dapat dilihat dari segi kepemilikannya, yaitu; 

1) Bank milik pemerintah 

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh 

pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh 

pemerintah juga, contoh; Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank 

Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank 

Mandiri. Sedangkan bank rnilik pemerintah daerah terdapat di 

daerah tingkat I dan I1 masing-masing wilayah Propinsi, contoh 

BPD (Bank Pemerintah Daerah). 



2) Bank milik swasta nasional 

Bank jenis ini dimiliki oleh swasta nasional dan akte 

pendiriannya didirikan oleh swasta serta jika ada keuntungan maka 

akan diambil sendiri oleh pihak swasta juga, contoh bank; Bank 

Central Asia, Bank Mega, Bank Lippo, BII dan lain sebagainya. 

3) Bank milik asing 

Bank jenis ini adaiah cabang dari bank luar negeri, baik 

milik swasta asing atau pemerintah asing, jelaslah kepemilikannya 

dimiliki oleh pihak luar negeri, contoh; American Express Bank, 

Bank of Tokyo, Hongkong Bank dan lain sebagainya. 

c. Dilihat dari Segi Status 

Dilihat dari kemampuan melayani masyarakat, bank dapat dibagi 

menjadi dua jenis yang berdasarkan status dan kedudukan sebagai bank, 

yaitu pertama, sebagai bank devisa, yaitu bank yang dapat 

melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan 

rnata uang asing serta k e s e l d a n ,  misalnyatransfer keluar negeri, 

traveller cheque, pernbukaan clan pembayaran LC dan transaksi lainnya. 

Kedua, sebagai bank Non-Devisa, ini merupakan 

d. Dilihat dari Segi Penentuan Harga 

Jenis bank ini, jika dilihat dari segi atau caranya dalarn 

menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua 

kelompok, yaitu; bank berdasarkan konvensional dan bank yang 

berdasar pada prinsip syari'ah. 



Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para 

nasabah, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 

dua metode, yaitu pertama menetapkan bunga sebagai harga untuk 

produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito; kedua, untuk 

beberapa jasa bank yang lainnya pihak perbankan konvensional 

menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal 

atau prosentase tertentu. 

Bank yang berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang 

di Indonesia, narnun diluar negeri terutama di negara-negara timur 

tengah bank yang berprinsip syari'ah sudah lama berkembang sangat 

lama. Dalam menentukan produk dan jasa, bank ini berbeda dengan 

bank yang konvensional, yang mana prinsipnya memakai aturan 

perjanjian berdasarkan hukum Islam, disamping itu juga penggunaan 

atau menentukan harga produknya mengharamkan suatu bunga tertentu, 

ini sebagian banyak menamakan dengan riba. 

B. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral 

Bank Indonesia sebagai bank sentral yang terletak di Ibukota Negara 

dan sebagai kantor pusatnya. Di Indonesia bank ini berpusat di Jakarta dan 

mempunyai kantor cabang diseluruh wilayah Indonesia (ibukota propinsi) 

sexta mempunyai perwakilan di beberapa negara lain. Fungsi dari bank sentral 

ini di negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan 

perkembangan pembangunan negara, dan mempunyai posisi strategis dalam 



pembangunan, baik melayani pemerintah sendiri maupun melayani keuangan 

dunia yang diwakili oleh bank Indonesia di beberapa negara lain. 

Bank ini juga disebut dengan bank to bank. Ini sangat penting dan 

keberadaan ya sangat dibutuhkan, karena ini disebabkan pembangunan 

disektor apapun membutuhkan dana yang diperoleh dari beberapa sektor lain 

yang menguntungkan dan juga termasuk perbankan. Tugasnya adalah 

mengatur clan mengkoordinir, mengawasi dan memberikan tindakan kepada 

dunia perbankan untuk kepentingan pembangunanlkemajuan negara 

Peranan lain dari Bank Indonesia adalah mempunyai hak tunggal dalam 

menyalurkan uang kartal (kertas dan logam), disamping itu juga 

mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga yang dimaksud 

untuk menjaga kestabilan nilai uang. BI dan pemerintah adalah sebagai 

pemegang pemegang kas pemerhtahan Indonesia, dan hubungannya dengan 

dunia internasional juga ditangani oleh BI, seperti pinjaman uang luar negeri. 

Pertarna kali bank sentral Indonesia dipegang oleh bank negara 

Indonesia (BNI) yang didirikan pada 5 Juli 1946, kemudian pemerintah 

melakukan nasionalisasi terhadap De Javasche Bank menjadi bank centre 

dengan merujuk undang-undang nomor 24 Tahun 1951. Dengan adanya 

nasionalisasi tersebut maka De Javasche Bank berfungsi sebagai bank 

sirkulasi sekaligus bank umum sampai keluarnya UU. No. 1 1 Tahun 1953 

tentang bank ~ndonesia .~~ Berdasarkan penetapan Presiden nomor 17 Tahun 

1965, bank Indonesia bersama-sama bank yang lain dilebur menjadi bank 

52 Zainal Asikin, op.cit. hlm 11. 



tunggal dengan nama bank negara Indonesia (BNI). BNI ini terdiri dari unit I 

sarnpai unit V karena sesuai dengan hgs inya  sebagai bank sirkulasi uang, ini 

sesuai dengan UU. No. 13 Tahun 1968, yang kemudian bank sentral ini 

dikukuhkan kembali menjadi bank Republik Indonesia sebagai bank Indonesia 

dalam UU. No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

Pengertian dan Syarat-syarat Surat Berharga 

1 .  Pengertian Surat Berharga 

Dalam dunia perdagangan kemungkinan pembayaran dalam transaksi 

perdagangan dengan menggunakan uang tmai akan banyak sekali risiko 

yang didapatkamya. Selain mungkin akan selalu menjadi incaran orang 

yang berniat jahat terhadap pembawanya, juga akan menderita kesulitan 

dalam membawanya, kalau mata uang tentunya terlalu berat sedangkan 

kalau uang kertas akan memerlukan tempat, dan untuk menghitungnya 

tentu akan mengalami dan menyita waktu yang 

Oleh karena itu dalam dunia bisnis dan perdagangan diperlukan 

bentuk pembayaran atau penagihan yang lebii mudah, lancar dan aman, 

sehingga diciptakan bagi keperluan masyarakat dalam melakukan bisnis, 

yakni "surat berharga" yang bemilai uang yang mana dialcui dan 

dilindungi hukurn bagi keperluan transaksi perdagangan, pembayaran, 

penagihan dan lain yang ~ejenisn~a. '~ 

" C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Pokok-Pokok Pengetahuan H u h  - 
Dagan Indonesia. Penerbit Sinar Grafh ,  Jakarta. 2002, hlm 153. ' *bid. 



Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh pemilik 

atau penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran 

sejurnlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang didalarnnya 

berisi suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang 

surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya 

ataupun pihak ketiga kepada siapa swat berharga tersebut telah 

dialihl~an.~~ 

Untuk istilah swat berharga ini dalam bahasa Belanda disebut 

dengan "waarde papier" sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan 

istilah "negotiable instrument''. Surat berharga disini terdapat beberapa 

istilah yang hampir sama maksudnnya, misalnya negotiable instrument, 

negotiable papers, transferable paper, commercial papers dan 

waardepapieren. 56 

Beberapa pakar hukum mencoba memberikan pengertian apa yang 

dimaksud surat berharga dengan berbagai istilah berdasarkan titik pusat 

pandang, masing-masing sebagai berikut; 

Rasjim Wlraatmaja menyebutkan bahwa surat berharga merupakan 

sesuatu yang bersifat dan mempunyai nil& seperti uang dan dapat 

ditdcarkan dengan uang tunai. Fungsi utama surat berharga adalah dapat 

diperdagangkan atau dialihkan. Emmy Pangaribuan Siamanjutak 

menyebutkan bahwa suatu surat berharga tersebut tercantum nilai yang 

" Munir Fuady. Penguntor Huhm Bisnis (menata bisnis modern di era global). 
Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 2002, hlm 163. 

56 Ibid. 



sarna dengan nilai perikatan dasarnya yang tujuannya dapat dijualbelikan 

atau dialihl~an.'~ 

Menurut Molengraaf, swat berharga adalah akta atau alat bukti yang 

oleh undang-undang atau kebiasaan yang diberikan suatu legitimasi 

kepada pemegangnya untuk menuntut hak pada piutangnya berdasarkan 

surat berharga tersebut yang ada. Beliau memandang surat berharga dan 

suatu surat yang berharga adalah satu kelompok yang sama.'* 

Scheltema mendefinisikan surat berharga sebagai akta yang sengaja 

dibuat atau diterbitkan untuk memberi pembuktian mengenai perikatan 

yang disebut didalamnya. Akta yang termasuk dalam surat berharga 

tersebut adalah akta kepada pengganti (aan order, to order) clan akta 

kepada pembawa (aan order, t ~ - b e a r e r ) . ~ ~  

Abdul Kadir Muhammad mendefinisikan surat berharga sebagai 

surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan atas 

pemenuhan suatu prestasi, yang berupa uang, tapi pembayaran tersebut 

tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang melainkan menggunakan 

alat pembayaran lain. Alat bayar tersebut berupa surat yang didalamnya 

57 Ellips, op.cit., hlm 107. Menurut Heru Sueprapto dalm desertasinya yang 
bejudul Masalah-masalah Peraturan Cek dan Bilyet Giro di Indonesia, di FH UGM 
menyebutkan bahwa suatu swat berharga dapat digolongkan sebagai surat berharga apabila 
surat itu merupakan alat untuk diperdagangkan dan merupakan alat bukti terhadap utang 
yaug telah ada. 

58 H.M.N. Purwosutjipto. Pengertian P O W  Hukum Dagang Indonesia, Jilid VII. 
Djambatan, Jakarta. 1 984, hlm 3. 

" Ibid, hlm 5. 



mengandung perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk 

membayar sejumlah uang kepada pemegang swat terseb~t.~' 

Definisi yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad tersebut 

lebih menitikberatkan pada surat berharga yang berfhgsi sebagai alat 

pembayaran pengganti uang. Pandangan tersebut sama dengan pandangan 

yang dianut di Arnerika Serikat yang menekankan surat berharga 

(commercial paper) sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Oleh 

karena itu peran swat berharga tersebut diperlakukan seperti uang pada 

umurnnya yang mempunyai ciri dapat dipindahtangankan secara bebas, 

dapat di uangkan setiap saat oleh pemegangnya, baik menurut ketentuan 

undang-undang maupun menurut kebiasaan masyarakat di kalangan 

pebisnis dan pedagang.6' 

H.M.N. Purwosutjipto mengartikan surat berharga tidak terbatas 

hanya sebagai alat pembayaran, tetapi lebih luas dari itu. Beliau secara 

singkat mendefinisikan surat berharga adalah sebagai surat bukti tuntutan 

utang, pembawa hak dan mudah diperj~albelikan.~~ 

Sebagai argumen dari para ahli hukum yang mengatakan bahwa 

tidak perlu diadakan pembedaan antara surat berharga dan suatu surat yang 

berharga, karena istilah yang dimaksud kurang memiliki arti penting lagi 

bahkan di Belanda sendiri pembedaan tersebut juga sudah ditiadal~an.~~ 

Abdul Kadir Muhamad. Hukum tentang Surat Berharga. PT. Alumni, Bandung. 
1 984, hlm 4. 

Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, op.cit., hlm 143. 
62 H.M.N. Purwosutjipto, op.cit., hlm 5. 

Bank Indonesia 2004, Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di 
Indonesia 



Bagi mereka yang cenderung masih mendukung adanya terminologi surat 

berharga yang berbeda dari surat berharga karena terminology tersebut 

masih memiliki arti penting bagi swat-swat yang memenuhi kualifikasi 

tertentu, antara lain;a 

a adanya kesanggupan membayarlperintah melakukan pembayaran 

b. sejurnlah uang tertentu 

c. tanpa syarat 

d. kepada pihak tertentu 

e. pada saat ditunjukkanltanggal tertentdtanggal yang dapat 

ditentukan 

f. ditandatangani oleh pihak-pihak yang mempunyai k e ~ a j i b a n ~ ~  

Dengan demikian, jika suatu surat dikategorikan sebagai surat 

berharga, dia akan memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu diantaranya 

adalah bahwa pengalihan kepemilikan serta hak dan kewajiban hams 

dilakukan dengan cara-cara tertentu pula Sehingga pengertiau yang 

diberikan oleh beberapa pakar hukum tersebut diatas dapat disimpdkan 

bahwa salah satu ciri utama surat berharga adalah dapat dialihkan 

(negotiable) atau dipindahtangankan, dengan penyerahan secara f i ~ i k ~ ~  ada 

juga penyerahan swat tersebut dilakukan dengau melalui cessie. 

Sri Rejeki H., Maria SW. Sumardjono, Nindyo P., dkk. Permasalahan Seputar 
Hukum Bisnis "Persembahan Kepada Sang Maha Guru" tanpa Penerbit, 2006. hlm188- 189. 

65 Lihat Pasal100,174 dan 178 KUHD. 
66 Sri Rejeki H., Maria SW. Sumardjono, Nindyo P., dkk., op-cit, hlm188-189. 



Cakupan dan pengertian dari apa yang dimaksud dengan surat 

berharga tersebut juga berbeda antara satu dengan yang l a i d 7  Dengan 

perkataan lain ada ha1 yang dikecualikan, namun ada ha1 yang di "share" 

dengan ketentuan lain. Misalnya ketentuan negoiatable instrument di 

share dengan ketentuan bank deposits c~ l l ec t ion .~~  Di Indonesia sendiri 

ada swat berharga diatur di KUHD, yang diatur diluar KUHD ada terjadi 

b e r h k a n  praktek. Pengertian surat berharga yang diatur dalam undang- 

undang perbankan tahun 1992-1998 serta undang-undang pasar modal 

tahun 1995 dimaksud untuk mencakup pengertian l ~ a s . ~ ~  

2. Syarat-syarat Swat Berharga 

Praktik dan perkembangan swat menunjukkan adanya perbedaan 

dalam cara melakukan pendekatan atas surat berharga, pengertian surat 

berharga (cakupan surat berharga dan ~ ~ a r a t - s ~ a r a t n ~ a ) . ~ ~  Suatu surat 

untuk dapat digolongkan menjadi suatu surat berharga jika surat tersebut 

memenuhi beberapa syarat pokok. Syarat-syarat yang dimaksud tersebut 

adalah sebagai berikut; 

a) Syarat Formil 

67 UCC di Amerika Serikat misalnya menegaskan pengaturan surat berharga hanya 
ditujukan untuk mencakup "negoiatable instrument" dan tidak dimaksud untuk mencakup 
uang (money), "payment orders" dan '7nvestment securities". 

Nickles. Negoiatable Instrument and Other Related Comercial Paper, West 
Publishing Co., St. Paul, Minn. 1993, hlm 10-12. 

69 Dari sudut pandang Lain oleh sebagian pakar hukum, cakupan dari surat berharga 
dapat juga dibedakan antara surat betharga yang dikeluarkan kepada pengganti, yang 
diieluarkan kepada pembawa clan surat rekta. Pendapat lain mengatakan, surat rekta 
bukanlah surat berharga namun merupakan surat yang berharga 

70 Ada sebagian ahli hukum yang merasa kurang cocok dengan penyebutan syarat 
formal, dan lebih cenderung mengatakan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi. 



Pasal 1 KUHD menyatakan bahwa KUH Perdata berlaku juga 

bagi beberapa ha1 di dalam kitab undang-undang lain, ini sekedarnya 

saja dan tidak secara detail menerangkanya. Dengan demikian seperti 

wesel, cek, swat sanggup, kwitansi dan promes atas tunjuk, 

hubungannya sangat erat mengenai tulisannya sebagai alat 

pembuktian. Mengenai pembuktian dengan tulisan diatur dalam Buku 

IV title kedua (Pasal 1867-1894 KUH Perdata). Pasal 1867 

menegaskan ada dua macarn tulisan alat bukti yaitu tulisan otentik dan 

tulisan dibawah tangan. 

Sesuai uraian di atas maka yang dimaksud dengan syarat formil 

surat berharga adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan 

diperuntukkan guna membuktikan suatu kejadian yang disebutkan 

dalam tulisan tersebut yang telah a h 7 '  Sebagai contoh, satu diantara 

syarat formal yang harus dipenuhi adalah kesanggupan membayar atau 

perintah untuk membayar, itu berkaitan dengan kesanggupanlperintah 

untuk membayar suatu jumlah uang tertentu (a  fixed amount of 

money), umurnnya disepakati bahwa suatu jumlah tertentu atau suatu 

jumlah yang dengan mudah dapat ditetapkan pada saat jatuh tempo 

pembayaran dengan tidak memerlukan adanya acuan atau referensi 

dari sumber-sumber di luar instrumen surat berharga itu ~ e n d i r i . ~ ~  

b) Syarat Materiil 

PrOdjdioro dan R Wyono. Hukum Wesel, Cek dun Ahep di Indonesia. Sumur, 
Bandun . 1992, hlm 22. 

7gNi~kle~. op, cit, hlm107. 



Menurut Emmy Pangaribuan, yang dimaksud dengan syarat 

materiil dari sepucuk surat berharga yang hams dipenuhi adalah bahwa 

isi dari tagihan yang diwujudkan dalam surat itu haruslah sarna dengan 

nilai senilai dengan perikatan d a ~ a r n ~ a . ~ ~  

Hal tersebut dirnaksudkan untuk melindungi kepada para 

pemegang yang juju, walaupun dengan melengkapi swat berharga 

yang dikemudian hari ternyata bertentangan dengan isi dari pe rjanjian 

tersebut, jelas sesuatu yang tidak benar, namun selama pemegangnya 

masih beriktikad baik, maka pemegang tersebut akan tetap dilindungi 

oleh undang-undang yang 

Dengan demikian persyaratan adanya jumlah uang tertentu hanya 

berlaku bagi nilai pokok, tidak termasuk bunga, biaya dan ongkos lain, 

seperti fee atas pemberian jasa profesional dari konsultan hukum dan 

notaris, yang jumlahnya biasanya tidak tertentu. Beberapa contoh perkara 

berikut7' kiranya dapat dipergunakan sebagai ilustrasi; 

a. "A note Provides for "interest ajler maturity at the highest lawfil 

rate". Negotiability is not aflected, since the amount of interest may 

be ascertained by reference to the maximum rate permitted under 

state law. Thus the sum is a sum certain (universal CIT Credit Corp 

v Ingel, 1964). 

73 Etnmy Pangaribuan Simanjutak, op.cit., hlm 12. 
74 Ibid 
75 Hawkland and Railey. Sum and Substance of Commercial Paper, Second Ed 

Centre for Creative Educational Services. 1979, hlm 30. 



b. "A note provides for interest "at bank rate". The note is non- 

negotiable because the rate is faed by some standard which may be 

subject to fluctuation. The sum is not a sum certain (A AIport & 

Sons, Inc v Hotel Evans, Inc, 1870). 

Sebagaimana telah diketahui bahwa KUHD itu sudah berurnur lebih 

dari seratus tahun, tentu saja apa yang dialami orang pada zaman sekarang 

ini dalam lalu lintas surat berharga terdapat hal-hal yang belum mendapat 

pengaturan dalam undang-undang (KUHD). Untuk memenuhi kebutuhan 

praktis sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian dibuat ketentuan- 

ketentuan mengenai swat berharga yang belum diatur dalam KUHD, 

sebagai peraturan tambahan. Hal ini dapat dilihat terutama dalam praktik 

perbankan, rnisalnya mengenai bilyet giro. 

Walaupun dalam praktiknya timbul surat berharga yang belum diatur 

dalam KLTHD, tidaklah berarti bahwa ketentuan dalam Pasal-Pasal 

mengenai surat berharga dalam KUHD tidak dapat diberlakukan. Surat 

berharga yang timbul d i l w  KUHD tersebut tetap tunduk dan patuh 

kepada ketentuan-ketentuan umum dalam KUHD yang berlaku bagi surat- 

surat berharga, sepanjang tidak diatur tersendiri, sesuai dengan h g s i  dan 

tujuan penerbitan swat berharga tersebut. 

Pesatnya perkembangan dalam bidang usaha dan perdagangan pada 

zaman mutakhir sekarang ini menyebabkan orang-orang menginginkan 

segala sesuatu yang bersifat instant dan cepat, khususnya dalam lalu lintas 

pembayaran dalam perdagangan. Dalam hal ini masih dirasakan belum 



cukup hanya dengan menerbitkan surat wesel, surat sanggup dan surat cek 

yang dapat diuangkan, karena masih ada kemungkinan jatuh ke tangan 

orang yang tidak berhak kemudian menguangkannya atau yang lain. 

Karena ha1 tersebut dikalangan para pedagang atau pengusaha 

mencari jalan guna membatasi pembayaran yang dilakukan dengan surat 

berharga, tidak perlu diuangkan sehingga kemungkinan jatuh ke tangan 

orang lain yang tidak berhak dapat dibatasi dan dicegah, minimal dapat 

sedi kit berkurang. 76 

Secara yuridis suatu surat berharga mempunyai beberapa fungsi, 

yaitu sebagai berikut; 

1. Sebagai alat pembayaran ( alat tukar) 

2. Sebagai alat pernindahan hak tagih (karena dapat dipe rjualbelikan) 

3. Sebagai surat legitimasi (surat bukti hak tagih) 

Sekedar tarnbahan iuformasi, bahwa istilah surat berharga juga 

dipergunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang 

lainnya, antara lain; 

1. P d  469 KUHD. 

"untuk dicurinya atau hilangnya emas, perak, permata dan lain-lain 

barang berharga, uang dan surat-swat berharga, begitup un..." 

2. Pasal99 ayat 1 Peraturan Kepailitan 

"semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat 

berharga harus dishpan.. ." 

Abdul Kadir Muhammad. op.cit., hlm 33-34. 



3. Dalam lingkup Perbankan, Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Perbankan 

Tahun 1992, memberikan definisi surat berharga secara enumeratif 

(terperinci) yaitu surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, 

securitas kredit atau setiap derivative surat berharga atau kepentingan 

lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim 

diperdagangkan dipasar uang. 

4. Dalam Pasar Modal, keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No. 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 yang mulai aktif 

satu tahun kemudian, tentang pasar modal memberikan definisi tentang 

efek yang meliputi setiap surat pengakuan utang, surat berharga 

komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, setiap 

rigts warrants, opsi atau setiap derivative dari efek atau setiap 

instrument yang ditetapkan oleh bapepam sebagai efek. 

Definisi surat berharga yang diberikan oleh undang-undang 

perbankan dan definisi efek yang diberikan oleh keputusan Menteri 

keuangan tersebut kelihatannya sangat luas, karena mencantumkan segala 

bentuk derivative (turunan) dari surat berharga d m  efek itu sendiri. Bentuk 

turunan idi, dikenal dengan derivative securitar, terus berkembang sesuai 

dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi. 

Surat berharga yang diatur di dalam KUHD merupakan surat-surat 

seperti wesel, cek, swat sanggup, promes atas tunjuk serta beberapa 

kwitansi atas tunjuk. Sistematik pengaturannya adalah, 

1. Wesel diatur dalam buku I title keenam bagian pertama sarnpai 12 



2. Surat sanggup diatur di dalam buku I title keenam bagian ketiga belas 

3. Cek diatur dalam buku pertarna title ke VII bagian I sampai ke X 

4. Kwitansi dan promes atas tunjuk semuanya diatur dalam buku title 

ketujuh dalam bagian kesebelas 

Semua peraturan-peraturan mengenai cek, wesel dan surat sanggup 

di dalam KUHD ini adalah hai l  dari adanya konferensi negara-negara di 

Jenewa tahun 1930 dan 193 1 ,  yang dimasukkan dalam Wvk. Nederlands. 

Berdasarkan konkordansi maka berlaku di Hindia Belanda. Jadi peraturan- 

peraturan ini bersifat ~nternasional.~~ 

D. Peralihan Surat Berharga 

Dengan adanya kemajuan teknologi, lambat laun beberapa usaha di 

daerah akan membutuhkan jasa-jasa perbankan sejalan dengan perkembangan 

lalu lintas pembayaran dengan menggunakan cek dan bilyet giro ataupun yang 

lain.78 Pembayaran dengan menggunakan bilyet giro merupakan pembayaran 

dengan sistem blocking transfer. Dengan demikian peredaran bilyet giro itu 

terbatas pada mereka yang mempunyai rekening giro pada suatu bank 

tertend9 (khusus orang yang mempunyai harta). 

Bentuk dan cara peralihan surat berharga bergantung pada bentuk 

khususnya swat yang bersangkutan. Surat berharga yang berklausul atas 

pengganti dilakukan dengan cara endosemen (endocement, endorsement). 

Endosemen adalah suatu cara penyerahan menurut hukum kepada orang lain 

u bid, hlm 108-1 1 1. 
Simongkir. Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbahn, PT. Aksara Persada 

Indonesa. 1979, hlm 28. 
Ridwan Khairandy, op,cit., ha1 174 



yang berkaitan dengan beralihnya hak milik atas surat berharga tersebut. 

Setelah surat berharga tersebut di endosemen, surat berharga tersebut 

diserahkan secara fisik (dari tangan ke tangan) kepada pemegang yang baru 

(geendosserde). Dengan perbuatan tersebut, maka pemegang baru dapat 

memiliki semua hak yang timbul dari surat berharga terseb~t.~' 

Kalau melihat asal kata endosemen tersebut adalah dari bahasa Perancis 

maka arti endos adalah bagian belakang atau bagian punggung dari suatu 

surat. Oleh karena itu endosemen seharusnya ditempatkan dibagi belakang 

atau punggung bagian surat berharga bersangkutan, tetapi ada pendapat yang 

bahwa penulisan endosemen itu tidak harus dibagian belakang surat berharga 

melainkan dapat juga ditulis dibagian muka swat order tersebut.'l 

Dari endosemen yang dialihkan adalah bukan mengenai semua hak 

tetapi juga semua kewajiban-kewajiban dari pihak endosen yang bersumber 

pada cek dan wesel, kepada orang yang mendapat end~semen.'~ Menurut 

Pasal 114 KUHD seorang endosen swat wesel menanggung kepada orang 

yang ditunjuk (order) dan lain-lain pembawa berikutnya bahwa wesel tadi 

akan disetujui atau di-akseptir dan akan dibayar pula oleh pihak tertarik. 

" Ibid, hlm 132. Dasar hukum penyerahan dengan endosemen ini &pat dilihat pada 
Pasal613 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan, penyerahan setiap piutang karena surat 
atas pembawa (aan toonder) dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan setiap 
piutang atas tunjuk (aan order) dilakdcan dengan cara penyerahan surat tersebut dengan 
endosemen. 

'' Prodjodikoro, R. Wyono, op-cit., h h  80. Tetapi dalam KUHD pada Pasal 193 
ayat (2) untuk cek order, apabila endosemen dilakukan secara endosemen blanko, rnaka 
tan& tangan hams ditempatkan pada bagian surat cek atau wesel pada bagian kertas 
satnbunp (verlengstuk). 

Pasal 113 ayat (1) dan Pasal 114 KUHD untuk wesel dan Pasal 194 ayat (1) dan 
pasal 195 KUHD mengenai cek. 



Berbeda dengan cek bahwa pihak endosen hanya bertanggung jawab kepada 

endosen berikutnya bahwa cek tadi akan dibayar.83 

Adapun bentuk endosemen tersebut berdasarkan ketentuan yang terdapat 

di dalam KUHD, diklasifikasikan dalam beberapa macarn, yaitu sebagai 

berikut; 

1. Endosemen Khusus (Special endorsement), 

Endosemen ini adalah menyebut nama seseorang atau badan usaha 

kepada siapa pengendosemenan itu diberikan. Misalnya dalam suatu 

endosemen selain terdapat tanda tangan endosen, disebut juga kata-kata 

"kepada tuan man atau order". Dalam endosemen semacam ini, jika 

tuan llan hendak mengalihkan surat berharga itu kepada pihak lain, ia 

diharuskan membubuhkan tanda tangannya sebagai endosemen guna 

melengkapi penyerahan surat tersebut." 

2. Endosemen Blanko (endorsemen ini blank). 

Endosemen blanko ini tidak menyebut nama orang atau badan 

hukurn, kepada siapa pengendosemenan itu dilakukan. Dalam 

endosemen blanko, endosen hanya membubuhkan tanda tangannya 

dibagian belakang surat tersebut, atau secarik kertas sarnbungan yang 

dilekatkan pada surat itu. 

Mengapa hams dibelakang surat? Menurut Scheltema apabila 

endosemen yang berupa yang berupa tanda tangan itu ditulis dibagian 

83 Lihat Pasall 95 KUHD. 
" Ellips, op-cit., hlm 175. Disamping ketiga macam endosemen tersebut yang 

disebutkan diatas, ada juga sebagian orang mengenal endosemen lain dengan sebutan nama 
"endosemen jaminan" yang diatur &lam KUHD Pasal 1 18 ayat (1). 

85 Libat Pasall12 dan Pasall93 KUHD. 



depan surat, atau atas persetujuan si tertarik clan tidak berbeda dengan 

avdpertanggungan oleh seorang penanggung. Surat berharga tersebut 

dapat dibayarkan kepada siapa yang m e m b a ~ a n ~ a . ~ ~  

Endosemen Inkaso 

Kalau endosemen yang ini, adalah ada suatu kata-kata yang 

memuat "hanya untuk dipungut" atau "inkaso" atau "dalam pemberian 

kuasa" atau kata-kata yang lain yang diartikan sebagai memberi perintah 

untuk menagih semata-mata (collection). Maka si pemegang boleh 

melakukan semua hak yang timbul dari surat berharga tersebut, namun 

tidak boleh mengendosemen lagi kepada orang lain kecuali dengan 

pemberian kuasa" 

Bentuk endosemen tersebut, syaratnya adalah harus ada tanda tangan 

yang ditempatkan pada swat berharga bersangkutan atau nempel padanya 

(~ambun~an).8~ Syarat lain yang berlaku terhadap sernua jenis endosemen 

adalah bahwa endosemen tersebut harus tidak bersyarat dan mengenai semua 

tagihan. Apabila di dalam endosemen dimasukkan persyaratan tertentu, maka 

hams dianggap tidak ada, apabila endosemen hanya berldcu sebagian, maka 

endosemennya tersebut akan 

Menurut Pasall 12 ayat (2) KUHD endosemen ham diletakkan dibagian 

belakang surat tersebut dengan menyebutkan namanya. Menurut Emmy 

86 Lihat Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (2) KUHD. Dalam ha1 hi, pemegang 
surat berharga dapat m e n g a l i i  dan menyerahkan kepada siapa saja tanpa diharuskan 
melakukan endosemen lagi. 

87 Lihat pasall17 KUHD. 
'' Lihat Pasall 12 KUHD. 
89 Lihat Pasall 11 KUHD. 



Pangaribuan Simanjutak, hal tersebut tidak perlu sebagai keharusan, kecuali 

apabila mengenai endosemen blanko yang hanya ada tanda tangannya sajagO 

Pengalihan surat berharga yang berklausul atas pembawa dengan 

menyebutkan nama pemegangnya, tetap diberi tambahan Mausul atau 

pembawa dialihkan kepada pemegang berikutnya, cukup dengan peralihan 

dari tangan ke tangan, tanpa formalitas apapun.g' 

E. Pengertian dan Syarat-syarat Bilyet Giro 

1. Pengertian Bilyet Giro 

Surat bilyet giro tidak lain adalah surat perintah nasabah yang telah 

distandarisasi bentuknya, kepada bank penyirnpan dana untuk 

memindahbukuan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada 

pihak penerima yang disebutkan. Dengan demikian pembayaran dana 

bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat 

dipindahtangankan melalui endosemen tetapi curna dengan cara 

pemindahbukuan sejumlah dana 

Istilah bilyet giro berasal dari bilyet (bahasa Belanda) artinya surat 

dan kata giro juga berasal bahasa Belanda yang artinya simpanan nasabah 

pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan atau dengan cara memindahbukukan. Jadi bilyet giro itu 

merupakan surat perintah pemindahbukuan sejumlah dana dimana 

pemindahbukuan tersebut b e f i g s i  sebagai alat pembayaran. Karena itu 

bilyet giro dapat disebut dengan alat pembayaran sehingga termasuk juga 

- 

90 Emmy Pangaribuan Simanjuutak, op.cit., hlm 50. 
91 Lihat Pasal613 ayat (1) KUH Perdata tentang dasar hukumnya 



surat berharga. Rekening nasabah dalam suatu bank biasanya disebut 

dengan rekening giro.92 

Yang dimaksud dengan bilyet giro adalah suatu surat perintah tanpa 

syarat dari penerbitnya untuk memindahbukukan sejumlah uang yang ada 

pada bank dirnana penerbit memiliki rekening giro dan dana dalam jumlah 

yang cukup, dana tersebut dipindahbukukan atau ditransfer ke rekening 

(baik pada bank yang sama ataupun yang lain) milk pihak yang namanya 

tersebut dalam bilyet giro. Jadi berbeda dengan cek yang dibayar secara 

tunai (cash) oleh bank, untuk bilyet giro, sungguhpun merupakan suatu 

alat pembayaran, tetapi pembayarannya tidak dapat dilakukan secara tunai, 

tetapi dibayar hanya lewat pemindahbuan.93 

Surat bilyet giro tidak lain dari pada swat perintah dari nasabah 

kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah uang 

dari r eke~ng  yang bersangkutan kepada pihak pihak penerima yang 

disebutkan narnannya pada bank yang sama atau yang lain?4 

Bilyet giro adalah mirip dan hampir sama dengan cek, sehingga 

ketentuan yang mengatur tentang bilyet giro juga mirip dengan ketentuan 

yang mengatur tentang cek; Hanya saja, ketentuan yang mengatur bilyet 

giro tidak kita dapati dalam Kitab Undang-undang Hukurn Dagang 

(KUHD), tetapi kita dapati dalarn perundang-undangan yang berkaitan 

dengan perbankan. Hal ini adalah wajar mengingat pengelolaan rekening 

" Abdul Kadiu Muhammad, op. cit., hlm 1 77. 
93 Munir Fuady, op. cit., hlm 18 1. 

Widjayanto, op.cit., hlrn 185. 



giro dan pembayaran rekening giro merupakan salah satu tugas dari bank 

dimanapun dan kapanpun.95 

Menurut rumusan yang diutarakan oleh Soesatyo Reksodiprodjo 

dalam bukunya "Penggunaan Ekonomi Bank dan Kredit", seperti yang 

disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa bilyet giro adalah alat 

pembayaran untuk melunasi utang piutang dengan melalui clearing. Lebih 

jelas lagi adalah rumusan yang diberikan oleh Muhammad ~ r n i e n , ~ ~  pada 

hakikanya bilyet giro tersebut adalah swat perintah tanpa syarat dari 

nasabah suatu bank yang memelihara dananya selaku tertarik, perintah 

mana yang bentuk dan isinya sudah distandarisir, untuk 

memindahbukukan sejumlah dana penarik kepada pihak penerima yang 

namanya telah disebutkan. 

Dari beberapa pakar hukurn menyebutkan beberapa dasar nunusan 

atau definisi tentang bilyet giro sebagaimana tersebut di atas, maka 

dapatlah disimpulkan suatu batasan secara sederhana, bahwa yang 

dimaksud dengan bilyet giro adalah :97 

"Suatu surat perintah pemindahbukuan tanpa syarat yang dikeluarkan oleh 

penerbit (nasabah yang mempunyai rekening giro) yang ditujukan kepada 

tersangkut (bank dimana penerbit mempunyai rekening giro) dengan 

" Ibid 
% Muhammad Amien. Bilyet Giro sebagai Surat Berharga Jenis Baru, publies No. 

14- 16 tahun IV Juli-Oktober 1976, hlm 6. 
97 Dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa bilyet giro adalah 

formulii, nota, dan bukti tertulis lain yang &pat membuktikan tramhi, berisi keterangan 
atau perintah membayar, Giro Bilyet adalah surat perintah nasabah bank untuk 
rnemindahkan sejumlah uang dari rekeningnya kepada rekening nasabah yang lain yang 
ditunjuk. Jadi Giro biiet tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai di bank penerimanya. 



pennintaan agar sejumlah dana disediakan untuk kepentingan pemegang 

atau penerima yang nama dan nomornya ditulis dan tercantum dalam 

bilyet giro tersebut". '* 
Jelaslah, bahwa penerbitan dari pada bilyet giro ini adalah 

berdasarkan atas dasar inisiatif dari penerbit dan untuk kepentingan 

penerima Atas penerbitan memerintahkan pada bank agar melakukan 

pemindahbukuan rekening penerbit kedalam rekening penerimaan. Hal ini 

berarti bahwa penerbit dan penerima masing-masing harus mempunyai 

rekening pada bank dimana mereka menjadi nasabah pada suatu bank. 

Dari rekening giro inilah bank melaksankan perintah yang dicantumkan 

dalam bilyet giro. Dengan dermikian, saldo rekening giro milik penerbit 

dalam bilyet giro akan berkurang sedangkan pada penerima rekening 

gironya akan bertambah sejumlah yang tertera dalam bilyet giro tersebut 

sebelumnya, walaupun pada bank yang berbeda. Ini akan melewati tahap 

pemindahbukuan atas @tab dari penerbit, disebut dengan kliring atau 

bahasa perbankan disebut inkaso. 

Pada bab sebelumnya di kemukakan bahwa salah satu bentuk upaya 

bank dalam menghimpun dana dari masyarakat adalah dengan 

menggunakan giro. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Perbankan 

yang berlaku, giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat 

pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan alat yang dinamakan cek, sarana perintah pembayaran 

gs Imam Prayogo Suryohadibmto dan Djoko Prakoso, op.cit., hlm 277-279. 



lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Penarikan simpanan giro 

dilakukan dengan cara pemindahbukuan disebut dengan bilyet giro. 

2. Syarat-syarat Bilyet Giro 

Persyaratan bilyet giro di Indonesia diatur dalam Pasal 2 dan 3 SK 

Direksi BI nomor 28/32/DIR/KEP pada 4 Juli 1995, persyaratan itu 

diantaranya adalal~;~' 

a) Nama dan nomor seri bilyet giro yang bersangkutan tercantum dalam 

surat berharga tersebut. Dalam teks bilyet giro terdapat klausula 

pernindahan dam, yang menunjukkan bahwa pembayaran bilyet giro 

itu hanya boleh dilakukan dengan pemindahbukuan saja. Demikian 

juga mengenai nomor seri, sama seperti cek pada cek bahwa setiap 

lembar harus diberi nomor seri guna memudahkan kontrol bagi bank, 

apakah blangko formulir bilyet giro yang diserahkan kepada pemilik 

dana sudah diterbitkan sebagaimana mestinya dan sudah diterima. Jika 

formulir itu sudah habis, maka pemilik dana dapat mengajukan 

permintaan blangko formulir yang baru. 

b) N m a  dan tempat bank tertarik, kepada siapa perintah itu ditujukan. 

Nama bank tertarik hams dimuat dalam bilyet giro, ha1 ini 

menunjukkan bahwa penerbit adalah nasabah dari bank tersebut yang 

ditunjuk. 

99 Ridwan khairandy. op.cit., ha1 175. lihat juga Munir Fuady. Penguntar H u h  
Bknk (menata bknb modern di era global). Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 
2002, hlm 182. 



c) Nama bank penerima. Dimana pihak penerima mempunyai rekening di 

suatu bank untuk menerima dana pemindahbukuan selama nama bank 

si penerima itu diketahui oleh si penarik. 

d) Perintah jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana 

atas beban rekening penarik. Artinya pemindahbukuan itu tidak boleh 

di embel-embeli dengan syarat, jika ada embel-embelnya maka 

dianggap tidak ada (tidak tertulis). Penerbit yang memerintahkan 

pemindahbukuan itu harus sudah tersedia saldo yang cukup, artinya 

jumlah saldo dana itu sekurang-kurangnya sama dengan jurnlah yang 

tertulis daiam bilyet giro. Saldo tersebut harus sudah ada selambat- 

lambatnya pada saat berlakunya amanat yang terkandung di ddam 

bilyet giro tersebut. Jika dana yang tersedia tidak cukup atau tidak 

tersedia pada saat berlakunya amanat, bilyet giro tersebut bisa 

dikatakan bilyet giro kosong. 

e) Nama dan rekening pemegang yang harus menerima pemindahbdcuan 

dana secara administratif dan jika dianggap perlu maka juga dituliskan 

alamatnya Nama penerima dana harus ada, artinya bank tersangkut 

harus mengetahui apakah penerima dana itu adalah nasabah bank yang 

bersangkutan atau nasabah bank lain, dengan demikian dapat diketahui 

pada rekening siapa dana tersebut dipindahkan. 

f) Tempat dan tanggal penarikan. Tempat ini penting yaitu untuk 

mengetahui dimana perbuatan tersebut dilakukan. Tempat penerbitan 



biasanya juga sebagai tempat dilakukannya pembayaran, yaitu 

penyerahan bilyet giro kepada penerimanya. 

g) Sejumlah dana yang dipindahkan, baik dalarn angka ataupun dalam 

huruf ditulis dengan selengkapnya. Dalam hukum cek dan wesel ada 

ketentuan, jika terdapat selisih antara yang tertulis dalam angka dan 

angka yang tertulis dengan huruf, maka yang dipakai adalah yang 

tertulis dalarn huruf. 

h) Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap atau stempel 

sesuai dengan persyaratan yang ada dalam rekening. Tanda tangan 

penarik dan cap atau stempel tanda tangan penerbit aadalah mutlak 

adanya untuk menentukan bahwa penerbit terikat dengan perbuatan 

hukum yang ada. 

i) Tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu 

penawaran. Tanggal efektif harus disebutkan secara khusus, tanggal 

penerbitan dianggap sebagai tanggal efektif adalah tanggal dirnulainya 

perintah dalarn bilyet giro. Jika tanggal penerbitan tidak dicantumkan, 

maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penerbitan. 

Munir Fuady mengemukakan para pihak yang terlibat dalam suatu 

transaksi bilyet giro adalah sebagai berikut;loO 

a) Penarik, yakni pihak yang mempunyai rekening pada bank, yang 

menerbitkan atau menandatangani bilyet giro, yang berarti dialah yang 

memerintahkan kepada bank untuk melakukan pemindahbukuan. 

loo Munir Fuady, op. cit., hlm 182. 



b) Bank penyimpan danartertarik, yakni bank dimana terdapat rekening 

giro dari penerbit bilyet giro. 

c) Bank penerima. Yakni bank dimana terdapat rekening pembawa 

sehingga kedalam rekening tersebutlah dana ditransfer. 

d) Pemegang. Yakni pihak yang memegang bilyet giro yang namanya 

tercantum dalam bilyet giro. 

Perhitungan bilyet giro, pembayarannya hanya dapat dilakukan 

apabila penarik atau pemegang memiliki rekening giro baik di bank yang 

sama atau berlainan. Apabila rekening giro penarik dan pemegang ada 

pada bank yang sama pemindah-bukuannya dapat dilakukan secara 

langsung oleh pihak bank (tertarik), yakni dengan mengurangi jurnlah 

rekening (didebet) penarik yang kemudian dipindahkan ke dalam rekening 

pemegang (dikredit).lO1 

F. Kewajiban Menyediakan Dana dan Tenggarrg Waktu BG 

1. Kewaj iban Menyediakan Dana 

Suatu amanat pernindahbukuan dana hanya dapat dilaksanakan jika 

rekening yang bersangkutan memiliki saldo efektif yang cukup. Saldo 

efektif adalah dana yang ada dalam rekening giro yang sudah siap 

digunakan sewaktu-waktu bila diperlukan, sedikitnya sama dengan jumlah 

tersebut dalam bilyet giro, yang diperhitungkan sebagai dana nasabah yang 

tersedia pada bank adalah saldo giro yang efektif clan atau saldo fasilitas 

lo' Ridwan Khaiidy, op.cit., hlm 177. 



kredit yang belum dipergunakan. Dalam hal ini nasabah tersebut 

memperoleh fasilitas kredit dari bank berdasarkan perjanjian kredit yang 

telah dibuat sebelumnya. 

Kewajiban penarik yaitu menyediakan dana yang cukup timbul pada 

saat amanat termaktub dalam bilyet giro menjadi efektif untuk untuk 

dilaksanakan, dengan demikian bilyet giro yang diajukan kepada bank 

sebelum tanggal efektif hams ditolak tanpa memperhatikan cukup atau 

tidaknya dana yang ditarik. Sedangkan bilyet giro yang diajukan pada 

tanggal atau sesudah tanggal efektif hams diterima untuk 

pemindahbukuan. Dalam tenggang waktu antara tanggal penerbitan dan 

tanggal efektif penerbit diberi kesempatan waktu yang cukup lama untuk 

memenuhi kewajibannya mengusahakan dan menyediakan dam. 

Ditentukarm adanya tanggal efektif dalam bilyet giro justru memberikan 

kesempatan pada penerbit untuk memenuhi kewajiban menyediakan dana 

bagi bilyet giro yang diterbitkanlo2 (Lihat Pasal 3 dari Surat Keputusau 

Direksi Bank Indonesia SE. No. 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996). 

Kemungkinan akan terjadi kekurangan bahwa penerbit tidak akan 

memenuhi kewajibannya setelah bilyet gironya tersebut berlaku efelctif, 

maka dalam hal ini penerbit sudah barang tentu hams bertanggung jawab. 

Ia telah menerbitkan bilyet giro kosong dan pihak bank mengatur tentang 

sanksi ad~ninistratifh~a'~~. Mengenai bilyet giro kosong ini sekarang telah 

diatur dalam peraturan tentang bilyet giro yang barn yang sebelumnya 

'02 Abdul Kadir Muhammad, op.cit., hlm 1 58. 
Irn Imam Prayogo Suryohadiiroto clan Djoko Prakoso, op.cit., hlm 292. 



adalah Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB kemudian 

disempurnakan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 

28/32/KEP/DIR. 

Selain menyediakan kewajiban menyediakan dana, penarik juga 

wajib membuat catatancatatan mengenai keadaan keuangan dalam 

rekeninpya sehingga dapat diketahui kemampuan untuk memenuhi 

kewajibannya sehubungan dengan penarik bilyet giro.lo4 Suatu arnanat 

p e m i n d a h b h  dana hanya dapat dilaksanakan jika rekening yang 

bersangkutan memiliki saldo rekening efektif yang ~ u k u ~ . ' ~ ~  

Kewajiban penyediaan dana yang cukup ini timbul pada saat amanat 

yang tersebut dalam bilyet giro menjadi efektif untuk dilaksanakan, jika 

bilyet giro yang diajukan pada tanggal sesuai tanggal efektif, tetapi saldo 

rekening yang bersangkutan tidak ada atau kurang mencukupi, maka bilyet 

giro tidak dapat diuangkan karena merupakan bilyet giro kosong. Surat 

keputusan direksi bank Indonesia nomor 28/32/KEPS/DIR tahun 1995 

tentang cek atau biiyet giro kosong mendehisikan cek atau bilyet giro 

kosong sebagai cek atau bilyet giro yang ditolak dalam tenggang waktu 

adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena dananya tidak 

cukup clan dibatalkan. 

Apabila bilyet giro kosong tersebut diajukan kepada bank, maka 

bank wajib menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak cukup atau 

'04 Muhammad Djumhana, op. cit., hlm 184- 185. 
'OS Pengertian saldo rekening efektif adalah saldo &lam rekening giro yang sudah 

siap untuk digunakan sewaktu-waktu apabila diperlukaa. Jtudahnya paling sedikit sama 
dengan jumlah yang tersebut bilyet giro yang akan dipindahbukukau tersebut. 



dananya tidak ada. Penolakan tersebut hams disertai dengan surat 

keterangan penolakan (SKP) yang antara lain memuat nama dan alamat 

penarik yang bersangkutan. 

Tenggang Waktu Bilyet Giro 

Atas dipenuhinya persymtan yang ada, maka dalam bilyet giro pun 

dapat dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan hams dalam masa 

tenggang waktu penawaran.lM Tenggang waktu penawaran bagi suatu 

bilyet giro memang perlu diterapkan agar supaya amanat atau perintah 

dalam bilyet giro yang bersangkutan tidak terlalu terus-menerus sehingga 

menyulitkan adrninistrasinya. Adapun penetapan yang dilakukan adalah 

selama 70 hari terhitung sejak tanggal penarikannya, sejak tanggal efektif 

sampai dengan dimulainya daluwarsa (enam bulan terhitung tanggal 

berakhirnya tenggang waktu penawaran) tenggang waktu penawaran ini 

sama dengan tenggang walctu penawaran pada surat cek yaitu 70 hari 

terhitung sejak tanggal penerbitannya. lo' 

Dalarn hal penarik tidak secara lengkap mengisi bilyet gironya 

kemudian ternyata dilengkapi oleh pihak lain walaupun perintahnya tidak 

sesuai dengan perjanjian yang mendasari penerbitan bilyet giro yang ada, 

maka penarik tidak dapat menemukan alasan bahwa perintah tersebut tidak 

'06 Muhammad Djumhana, op.cit., hlm 158 dan lihat Pasal 2 ayat (2), apabila tidak 
ada tanggal efektif maka tanggal penarikannya berlaku sebagai tanggal efektif (Pasal 3 ayat 
(2)). 

'07 Abdul Kadir Muhammad, op.cit., hlm 182. Pasal 6 ayat (1) Surat Keputusan 
Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR, tanggal 4 Juli 1995 menentukan bahwa 
tenggang waktu berlakunya suatu bilyet giro adalah 70 hari sejak tanggal penerbitan. 



berlaku. Hal tersebut dapat dikecualikan apabila bilyet giro yang diperoleh 

secara melawan hukurn.lo8 

Perhitungan bilyet giro, pembayarannya hanya dapat dilakukan bila 

penarik atau pemegang memiliki rekening giro baik di bank yang sama 

atau berlainan. Apabila rekening giro penarik dan pemegang ada pada 

bank yang sama pemindahbukuannya dapat dilakukan secara langsung 

oleh pihak bank (tertarik), yakni dengan mengurangi jumlah rekening 

(didebet) penarik yang kemudian dipindahkan ke dalam rekening 

pernegang (dikredit). '09 

Tenggang waktu yang dikenal pada bilyet giro ada dua macam, 

yaitu; 

a. Tenggang waktu dari tanggal penerbitan sampai pada tanggal efektif. 

Dalam hal ini kesempatan yang diberikan kepada penerbit untuk 

mempersiapkan dana guna membayar bilyet giro dengan 

pernindahbukuau. Makin lambat tanggal efektif ditentukan makin 

banyak waktu bagi p e r b i t  untuk mengusahakan dana, karena dalam 

tenggang waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal efektif, 

pemegang bilyet giro belurn diperkenankan menawarkan kepada bank 

tersangkut, jika ia menawarkan juga, bank tersangkut tidak akan 

menerima bilyet giro untuk pemindahbukuan. Dalarn tenggang waktu 

ini bilyet giro sudah beredar, jika diperhatikan dengan benar, maka 

'08 Lihat Pasal4. 
'09 Ridwan Khairandy, op. cit , hlm 177. 



bilyet giro dalam tenggang waktu semacam ini adalah mirip dengan 

surat wesel, yaitu sebagai alat bayar kredit. 

b. Tenggang waktu dari tanggal efektif sampai berakhirnya tenggang 

waktu 70 hari. Dalam ha1 ini kesempatan diberikan kepada pemegang 

untuk menawarkan kepada bank tersangkut guna pemindahbukuan 

dana. Setiap saat pemegang bilyet giro menawarkannya kepada bank 

tersangkut, bank tersebut hams menerima untuk pemindahbukuan 

kecuali jika bilyet giro itu kosong atau tidak ada dananya. 

Jika diperhatikan maka bilyet giro dalam bilyet giro dalam tenggang 

waktu seperti ini adalah mirip dengan surat cek, yaitu sebagai alat bayar 

tunai. Oleh karena itu bilyet giro harnpir sama dengan cek yaitu 

merupakan alat pembayaran dengan cara pemindahbukuan (tidak 

diperalihkan) maka surat tersebut tidak mempunyai klausulal lo 

Baik swat cek maupun bilyet giro termasuk surat berharga jangka 

pendek sebab tenggang waktu penawarannya hanya 70 (tujuh puluh) hari. 

Surat berharga jangka pendek adalah surat berharga yang tenggang waktu 

peredarannya kurang dari tiga bulan."' Bilyet girotidak dapat dibayar 

dengan uang tunai melainkan hanya sebagai alat pemindahbukuan dana 

dari rekening giro. Karena itu bilyet giro dibebaskan dari bea materai. ' l2 

lo Zbid. 
'I1 Menurut ketentuan Pasal 69 ayat (3) 1921 aturan bea materai, surat berharga 

jangkaydek yang dapat dibayar dengan uang tunai, dikenakan bea materai. 
l2 Abdul Kadir Muhammad, op.cit., hlm 183. 



G. Bilyet Giro Kosong dan Pembatalannya 

1. Bilyet Giro Kosong 

Bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang telah berlaku secara 

efektif dan pada saat diajukan kepada bank tertarik untuk di uangkan, 

ternyata tidak tersedia dana yang cukup pada rekening nasabah penarik 

bilyet giro tersebut. Bank dalarn menghadapi masalah bilyet giro kosong 

seperti banyak orang yang beriktikad tidak baik, maka bank hams 

bertindak untuk menolak pembayaran bilyet giro kosong tersebut. 

Penolakan tersebut disertai dengan surat tan& penolakan dan bilyet 

giro kosong tersebut dikembalikan kepada pemegangnya untuk 

diselesaikan dengan penariknya. Dengan dikembalikannya bilyet giro 

kosong tersebut kepada pemegang untuk diselesaikan dengan penarik, 

maka penyelesaian pembayaran bilyet giro kosong tersebut tidak lagi hams 

dilakukan melalui bank, dan dengan demikian maka dana atau saldo 

rekening penarik (tidak ada) tidak perlu diblokir. 

Selain itu, bank wajib menyampailcan satu lembar tanda penolakan 

bilyet giro tersebut kepada bank Indonesia. Bank juga hams memberikan 

peringatan tertulis kepada pemegang rekening yang bersangkutan untuk 

setiap penolakan bilyet giro kosong, supaya perbuatan mereka yang 

beriktikad tidak baik tersebut tidak mengulang perbuatan tersebut lagi. 

Bila nasabah tersebut melakukan penarikan bilyet giro kosong tiga kali 

berturut-turut dalam jangka waktu enam bulan, maka rekeningnya akan 

ditutup oleh pihak bank. 



Penutupan rekening tersebut, harus segera dilaporkan kepada pihak 

bank Indonesia yang membawahi kantor CabZmg bank yang bersangkutan 

dimana rekening nasabah berada cq. bagian lalu lintas pembayaran giral, 

cabang bank Indonesia akan segera meneruskan laporan penutupan 

rekening yang ada. Atas laporan tersebut, bank Indonesia menyusun suatu 

daftar hitam gabungan penarik bilyet giro kosong dan disebarkan kepada 

semua bank urnurn di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya bank-bank 

tidak diperkenankan mengadakan hubungan perjanjian antara pemilik 

rekening koran dengan orang atau badan usaha yang namanya tercanturn 

dalam d& hitam tersebut.' l3 

Sebenarnya sebelum adanya S.E.B.I. nomor 4/670/UPPB/PbB 

tanggal 24 Januari yang disempurnakan dengan S.E.B.I. Nomor 

28/32/UPG terdapat peraturan yang menyangkut bilyet giro kosong, yaitu 

melarang bank untuk tetap mempertahankan sebagai relasi giro setiap 

orang atau badan yang menarik atau menerbitkan bilyet giro, padahal dana 

untuk itu tidak cukup tersedia pada bank yang bersangkutan. Peraturan 

tersebut dikeluarkan oleh Dewan Moneter yang berbentuk Surat 

Keputusan nomor 53 clan mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 1962. 

Sehubungan dengan adanya keputusan tersebut maka dikeluarkan S.E.B.I. 

nomor 10169-UM/PU tanggal 25 April 1962, sebagai peraturan 

pelaksanaan dari keputusan Dewan Moneter tersebut. Peraturan 

pelaksanaan terakhir atas keputusan dewan tersebut diatur dalam S.E.B.I. 

l3 Abdul Kadir Muhammad, up. cit., hlm 108. 



nomor 4/437/UPPB/PbB tanggal 5 Oktober 1971 mengenai penolakan 

pembayaran dengan cek (bilyet giro) yang diajukan pada bank karena 

tidak cukup dana atau tidak ada dananya. 

Penolakan terhadap bilyet giro dapat terjadi pada penerima dan bank 

tertarik, yaitu; 

a. Penolakan oleh bank penerima terjadi apabila; 

1) Suatu bilyet giro tidak memenuhi syarat-syarat formil, 

2) Ditawarkan kepada bank sebelurn tanggal penarikan atau sebelum 

tanggal efektif, 

3) Tanggal efektif dicantumkan tidak dalarn tenggang waktu 

pemwaran, 

4) Terdapat perubahan pada bilyet giro tersebut namun tidak ditanda- 

tangani oleh penarik, 

5) Telah daluwarsa (70 hari penawaran ditambah 6 bulan). 

Bilyet giro yang ditolak hams dikembalikan kepada pemegang 

dengan surat keputusan penolakan dalam rangkap 3 (tiga), masing- 

masing untuk pemegang, penarik clan arsip yang bersangkutan. 

b. Penolakan oleh bank tertarik terjadi apabila; 

1) Suatu bilyet giro tidak memenuhi syarat-syarat formil 

2) Ditawarkan kepada bank sebelum tanggal penarikan aatau sebelum 

tanggal efektif 

3) Tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang waktu 

p e n a m  



4) Terdapat perubahan pada bilyet giro tersebut namun tidak ditanda 

tangani oleh penarik 

5) Telah daluawarsa (70 hari penawaran ditambah 6 bulan) 

6) Saldo rekening penarik tidak cukup. 

7) Ditawarkan pada tertarik setelah melarnpaui batas tenggang waktu 

penawaran dan telah diterima swat pembatalan bilyet giro oleh 

bank yang bersangkutan. 

Mengenai beberapa alasan penolakan tersebut sama seperti pada 

keterangan sebelumnya tetapi akan lebih rinci disebutkan sebagai berikut 

yaitu berdasarkan keterangan Bank Indonesia, sesuai angka IV dalam 

S.E.B.I. No. 2110lDAS.P tanggal 8 Juni 2000 yaitu 'I4; 

1. Saldo tidak cukup 

2. Rekening telah ditutup 

3. Persyaratan formal cek dan bilyet giro tidak dipenuhi; 

a) Tulisan cekhilyet giro 

b) Nomor cekhilyet giro tersebut 

C) Nama tertarik 

d) Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk membayar atau 

memindahbdcukan dana atas beban rekening penarik 

e) Nama dan nomor rekening pemegang surat berharga (khusus 

untuk bilyet giro) 

f) Nama bank penerima 

- 

'I4 http://www.bi.go.idfweb/id. 9 April 2007,23.45. 



g) Jurnlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka 

maupun dalam huruf dengan selengkap-lengkapnya 

h) Tempat dan tanggal penarikan 

i) Tanda tangan, nama jelas clan atau dilengkapi dengan cap 

atau stempel sesuai dengan persyaratan rekening (khusus 

bilyet giro) 

4. Tanggal efektif bilyet giro belum sampai 

5. Cek ditarik kembali oleh penarik setelah berakhirnya tenggang 

waktu pengajuan 

6. Bilyet giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang 

waktu penawaran 

7. Sudah kedaluwarsa 

8. Coretan atau perubahan tidak ditandatangani oleh penarik 

9. Bea materai belum dilunasi 

10. Tanda tangan tidak cocok dengan yang aslinya 

1 1. Stempel Hiring tidak ada 

12. Stempel Hiring tidak sesuai dengan bank penerima 

13. Endosemen pada cek atas nama atau cek atas order tidak ada 

14. Warkat diblokir pembayarannya (surat keterangan keolisian 

terlampu) 

15. Perhitunganlencode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya 

16. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (surat 

pemblokiran terlampir) 



Dengan memperhatikan alasan-alasan penolakan terhadap suatu 

warkat gird tersebut, maka alasan pada butir keiima, sembilan dan tiga 

belas tidak berlaku bagi bilyet giro. Untuk alasan yang kesembilan 

disebabkan karena biiyet giro tidak dikenakan bea materai.l15 Dalam 

praktik terhadap setiap alasan penolakan suatu warkat pembayaran gird 

khususnya biiyet giro ataupun cek, bank akan memeriksa terlebih dahulu 

apakah penarik mempunyai dana yang cukup terhadap warkat yang 

ditawarkan tersebut, apabila ada alasan penolakan lain tetapi temyata dana 

penarik tersebut tidak ada atau tidak mencukupi maka bank 

menggolongkan warkat tersebut sebagai cek atau bilyet giro kosong. 

Bilyet giro yang ditolak hams dikembalikan kepada pemegang 

dengan swat keputusan penolakan dalam rangkap 4 (empat), masing- 

masing untuk penerima, pemegang, penarik dan arsip yang bersangkutan. 

2. Pembatalan Bllyet Giro 

Yang dimaksud dengan pembatalan adalah menarik kembali bilyet 

giro yang sudah diterbitkan dan sudah berada di tangan penerima atau 

pemegangnYa.'16 Menurut ketentuamya, penarikan kembali bilyet giro 

hanya mempunyai ketentuan apabila pada saat bank menerima 

'" Dalam perkembaagannya, Peratman Bea Materai tersebut dipandaug tidak sesuai 
lagi dengan keperluan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu disesuaikan dan 
disederhanakan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena untuk mengganti Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1%9 tentang Bea Materai yang pada pelaksanaannya lebih dikenal dengan 
Aturan Bea Materai 1921 (ABM 1921) saat ini telah diundaugkan Undang-undang Nomor 
13 Tahun 1985 tentang Be. Materai (UU BM).. 

Dapat dilihat dalam angka 7 S.E.B.I. nomor 41670 yang isinya "sesuai dengan 
sifabnya sebagai surat perintah pemindahbukuan dana kepada bank, maka bilyet giro dapat 
dibatallcan oleh penariknya (penerbitnya) sepanjang pada walctu penerimaan pemberitahuan 
tertulis oleh bank yang bersangkutan, amanat dalam bilyeet giro -but belum 
dilakxmhd"' 



pemberitahuan penarikan kembali itu secara tertulis, perintah dalarn bilyet 

giro belum d i l h a k a n .  ' l7 
Penerima bilyet giro dalam hal ini sama sekali tidak dapat berbuat 

apa-apa terhadap bank tertarik, bahkan tidak berhak untuk menerima 

pemberitahuan tentang penarikan kembali bilyet giro tersebut, karena 

antara bank tertarik dengan penerima bilyet giro tersebut secara yuridis 

tidak mempunyai hubungan apa-apa selain melalui penerbit. Apabila 

pemindahbukuan dana tersebut telah dilaksanakan oleh bank tertarik 

sedangkan mengenai adanya penarikan kembali, belum sampai ke tangan 

bank tertarik, maka mengenai ha1 ini terdapat ketentuan di dalam S.E.B.I. 

No. 41670 angka 5 yang menentukan sebagai berikut; . . . "sepanjang pada 

waktu pemberitahuan tertulis oleh bank yang bersangkutan, amanat dalam 

bilyet giro tersebut belum dilaksanakan7'. ' l8 

Dengan demikian bahwa penarikan kembali tersebut haruslah 

berlaku setelah bank yang bersangkutan menerima pemberitahuan tentang 

adanya penarikan kembali, pemindahan dana yang telah dilaksanakan oleh 

bank yang bersangkutan sebelum penerima memberitahu pembatalan 

secara tertulis. adalah tetap sah. Keadaan ini sesuai dengan ketentuan 

S.E.B.I. yang mengatakan bahwa pihak bank tidak dapat dikenakan sanksi 

apapun, bertalian dengan adanya penerbitan bilyet giro tersebut tetap 

menjadi tanggung jawab penerbit sepenuhnya, atau dengan perkataan lain 

'I7 Abdul Kadii Muhammad, o~.cit.~ hlm 187. 
Ibid. 



pihak bank dalam ha1 ini tidak bertanggung jawab atas masalah yang 

terjadi antara kedua belah pihak yakni penerbit dan penerima bilyet giro.1 l9 

Ketentuan pembatalan bilyet giro seperti yang diuraikan sebelumnya, 

sebenarnya terlalu umum sehingga tidak mustahil memberi kesempatan 

kepada mereka yang beriktikad tidak baik untuk memperdayai pihak lain 

yang beriktikad baik atau jujur. Dalam ketentuan pembatalan itu tidak 

disebutkan alasan-alasan apa penerbit dapat membatalkan atau menarik 

kembali perintah atau amanat dalam bilyet giro tersebut. 

Secara jujur memang dapat diraba bahwa maksud bank Indonesia 

memberikan ketentuan itu tidak lain untuk melindungi penerbit yang jujur 

misalnya apabila dalam transaksi yang menjadi latar belakang terbitnya 

bilyet giro ternyata tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh pihak 

lawaunya, sehingga penerbit bilyet giro yang telah membayar dengan 

menyerahkan bilyet giro supaya dipindahbukukan dananya ke rekening 

penerima, menarik kembali perintah p e m i n d a h b h  tersebut. Dalam arti, 

penerbit ini tidak akan menyerahkm dananya (uangnya) jika pihak lainnya 

tidak berprestasi sebagaimana mestinya. '" 
Menurut ketentuan Pasal 7 pada Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tentang bilyet giro menyebutkan, penarik 

tidak boleh membatalkan bilyet giro selama dalam tenggang waktu 

penawaran, pembatalan hanya dilakukan setelah memasuki tanggal 

berakhirnya tenggang waktu penawaran dan dengan suatu surat 

'I9 Imam Prayogo Suryohadi'broto clan Djoko Prakoso, op.cit., hlm 304-305. 
Abdul Kadiu Muhammad, op. cit., hlm 188. 



pembatalan yang ditujukan kepada tertarik dengan menyebutkan, nomor 

bilyet giro, tanggal penarikan dan jurnlah dana yang dipindahbukukan. 

Sedangkan pada pada Pasal yang lain1*' menyebutkan bahwa, Perintah 

pemindahbukuan dalam bilyet giro tidak berakhir apabila kemudian hari 

penarik meninggal dunia atau menjadi tidak cakap menurut hukurn. 

Ini disebutkan karena dalam perintah pemindahbukuan tersebut tidak 

akan berakhir walaupun setelah kemudian si penarik sudah tidak cakap 

menurut hukurn karena melihat ha1 tersebut adalah untuk kepentingan atau 

memberikan hak dan kewajibannya untuk memberikan atas utang kepada 

yang berhak, ini bisa dilakukan dengan cam mewakilkan atau menggunakan 

swat kuasa, kalau dengan ha1 ini dirasa tidak bisa juga maka akan 

digantikan oleh ahli warisnya dengan menunjukkan surat bahwa orang yang 

ditunjuk adalah ahli warisnya untuk menanggungnya, ini sebagai tindak 

lanjut dari utang yang mana itu adalah suatu janji untuk membayar. 

12' Lihat S.E.B.L. No. 28132lKEPlDIR Pasal 10. 



BAB I11 

KEWAJIBAN BANK TERHADAP PENGGLTNAAN BILYET GIRO 

SEBAGAI SARANA BUKTI PEMBAYARAN 

A. Penggunaan Bilyet Giro sebagai Sarana Bukti Pembayaran 

Berkaitan dengan penggunaan bilyet giro, pada tahun 196611 967, 

Kementerian Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta menyadari dan 

mengetahui bahwa kurang sekali perhatian dari bank-bank umum dan swasta 

untuk melaksanakan pembayaran-pembayaran dengan cara pemindahbukuan. 

Bank-bank umum dan swasta sebagian masih banyak yang tidak 

mengeluarkan bil yet giro untuk beberapa transaksi. l2 

Berhubungan dengan itu semua Pemerintah melalui Deputi Menteri 

Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dengan surat Nomor 

09 1/DMCrPBMS/66 tanggal 16 Juli 1966 mengingatkan bahwa semua bank 

swasta diwajibkan untuk mengeluarkan bilyet giro disamping alat perintah 

membayar lainnya Bank-bank diminta mengusahakan agar pembayaran- 

pembayaran dilakukan secara gird (pemindahbukuan) serta mengaajurkan 

kepada nasabahnya agar membiasakan diri menggunakan pembayaran secara 

gird pula. Khusus untuk transaksi di pasar uang antar bank (PUAB) atau 

interbank call money, Bank Indonesia memberikan bilyet giro khusus kepada 

bank-bank peserta interbank call money. Bentuknya sama dengan biiyet giro 

biasa, namun dibubuhi cap "khusus untuk transaksi interbank call money".' l 3  

hffp:ll~~~.bi.go.id~'web/idldefauIt.asp. 9 April 2007,23.45. 
la Ibid. 



Diterbitkannya selembar kertas surat berharga tentunya mempunyai 

latar belakang tersendiri yakni suatu perikatan yang menyebabkan 

penerbitannya surat tersebut terjadi. Sehingga surat itu mempunyai peranan 

yang sangat penting sebagai alat bukti dari perikatan tersebut yang menjadi 

dasar diterbitkannya surat berharga. Penerbitan sehelai surat berharga itu 

hanyala. bermaksud untuk melakuka. pembayaran dari suatu hutang yang 

telah ada sebelumnya, sehingga fungsi dari surat berharga adalah sebagai alat 

bukti terhadap hutang yang telah ada. l4 

Surat berharga yang dimaksud selain dapat berfungsi sebagai alat 

bukti, juga dapat b e h g s i  sebagai surat legitimasi.'15 Bagi pemegang suatu 

surat berharga tersebut, surat itu merupakan satu-satunya surat legitimasi 

baginya, sehingga kalau ia kehilangan surat tersebut, maka tidak lagi dapat 

meminta pemenuhan kembali haknya kepada penerbitnya, kecuali dalam hal- 

ha1 yang lain diatur oleh undang-undang. Sebagaimana telah diterangkan di 

atas, Undang-undang menganggap bahwa pemegang surat kha rga  

dianggap sebagai pemegangnya yang sah (legitinmi formeel), kecuali &pat 

Peraturan yang dimaksud tersebut tidak mengharuskan Tertarik 

sebelurn membayar surat berharga tersebut, tapi terlebih dahulu harus 

menyelidii apakah Pemegang yang menagih pembayarannya benar-benar 

'I4 Surat hutang tersebut mempunyai kewajiban pa& si penanda tangan swat 
berharga itu bukan saja terhadap pemegang yang menerima surat, melainkan juga terhadap 
pemegang yang menerima surat itu melainkan j u g  terhadap pemegang terakhir yang 
menerima penyerahan surat berharga secara jujur. 

'I5 Swat legitimasi adalah suatu surat yang diberikan pada siapa yang menguasai 
surat berharga itu, ia berhak untuk meminta dipenuhiiya atas hak tanpa memerlukan lagi 
pembuktian lebih lanjut kepada penehitnya. 



adalah pemegang yang sungguh-sungguh berhak (legitimasi materieel)?. 

K a n a  kalau setiap kali pembayaran suatu surat berharga diharuskan terlebih 

dahulu memeriksa apakah pemegangnya adalah pemegang yang sungguh- 

sungguh berhak atau tidak, karena ini dikhawatirkan akan menghambat 

kelancaran fimgsi utarnanya, yakni dapat diperdagangkan. 

Berkenaan dengan hal tersebut, yang menjadi pokok permasalahan 

tentu saja siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan 

dari penggunaan bilyet giro yang ada Dengan kata lain sanksi apa yang 

dapat diberikan terhadap penyalahgunaan bilyet giro sehingga pihak yang 

merasa dirugikan mendapat perlindungan hukum yang layak atau 

mendapatkan haknya?. ' ' 
Dalarn praktik keseharian, perkembangan bilyet giro yang ada, sering 

tidak dikenal atau jarang disebut dalam peratwan perundang-undangan 

perbankan di Indonesia Beberapa contoh cek dan bilyet giro yang tirnbul 

dalam perkernbangan praktik di perbankan Indonesia diantaranya adalah 

"Cashir's Cheque" (Ofleer's Cheque), "Banker's Cheque" (Bank DraJt), 

"Traveler's Cheque" (Cek Perjalanan), "CertiPed Cheque", Bank Money 

Order", Teller 's Cheque" dan Certgcate of ~ e ~ s i t " . ~  l7 Salah satu fungsi 

bilyet giro adalah sebagai alat pembayaran dan di negara-negara common- 

Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. Manajemen Perbankan (Teori &n Aplikasi). 
BPFE UGM, Jogjakarta. 2002, hlm 29-50. 

'I' Sri Rejek. H., Maria SW. Sumardjono, Nindyo P., dkk., op.cit, hlm188-189. 
Temyata kolapnya beberapa bank di Indonesia sering diawali dengan adanya pelanggaran 
oleh baakir terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan tersebut. Karena itu 
operasional bank harus diawasi secara ketat dan ha1 tersebut sudah merupakan hukum yang 
berlaku seacara universal. 



law seperti Indonesia secara teoritis bilyet giro masih banyak menghadirkan 

resiko, baik yang disengaja maupun yang tidak. 

Menurut ketentuan Bank Indonesia, dalam hal yang berhubungan 

dengan tanggung jawab dan kewajiban suatu bank, kewajiban bank dalam 

penggunaan bilyet giro adalah sebatas pada pelaksanaan perintah yang 

berhubungan dengan bilyet giro tersebut. Kepada pemegang tanggung jawab 

bank dibatasi oleh dana yang tersedia hanya sebesar nilai dari bilyet giro 

yang memenuhi syarat formil, perintahnya telah aktif, dalam waktu tenggang 

penawaran ataupun telah melampaui tenggang waktu penawaran namun 

belurn kedaluawarsa. Sedangkan bagi penerbit adalah melaksanakan perintah 

dari bilyet giro yang cukup tersedia dananya dan telah memenuhi syarat- 

syarat sebagai bilyet giro sesuai dengan ketentuan yang ach118 

Disamping itu menurut ketentuan yang disebutkan, dalam perjanjian 

pembukaan rekening wajib dicantumkan beberapa klausula, diantamnya 

adalah bahwa setiap penyalahgunaan bilyet giro merupakan tanggung jawab 

seorang pemilik blanko bilyet giro tersebut. ' lg 

Apabila terjadi penerbitan bilyet giro yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang a&, maka Bank Indonesia telah memberikan kewajiban dan 

kepercayaan kepada beberapa Kantor Cabang Perbankan yang ada di seluruh 

pelosok negeri untuk menolak bilyet giro tersebut. Mengena. beberapa alasan 

Abdul K. Muhammad, op.cit., hlm 158. 
'I9 Muhammad Djumhana, op.cit., hlm 184-185. 



penolakan tersebut sarna seperti pada bab sebelumnya tetapi akan lebih rinci 

disebutkan sebagai berikut yaitu berdasarkan keterangan Bank ~ndonesia'~~; 

TABEL 111 

Beberapa Alasan Penolakan atas Bilyet Giro 

lm Liat S.E.B.I. No. 9/15/DAS.P tanggal 29 Juni 2007 

Pihak yang Dikenakan Sanksi 
Kewajiban Membayar ') 

Bank pena@h2) Bank 
(Penerima atau 

Pemegang) (Penerbit) 

4 

Tidak ada d i  kewajiban 
membayar 

4 

4 

4 

4 

d 

4 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Penolakan 

Alasan Penolakan 4, 

Saldo Rekening Giro atau 
Rekening Khusus tidak cukup. 
Rekening Giro atau Rekening 
Khusus telah ditutup 
Unsur CeWsyarat formal Bilyet 
Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak 
terdapat penyebutan tempat dan 
tanggal Penarikan 
Unsur Cek tidak dipenuhi, yaitu 
tidak terdapat tanda tangan 
Penarik 
Syarat formal Bilyet Giro tidak 
dipenuhi, yaitu tidak terdapat 
nama clan nomor Rekening Giro 
Pemegang 
Syarat formal Bilyet Giro tidak 
terpenuhi, yaitu tidak terdapat 
nama Bank penerima. 
Syarat formal Bilyet Giro tidak 
terpenuhi, yaitu tidak terdapat 
jumlah Dana Yang 
dipindahbukukan baik dalam 
angka maupun dalarn huruf 
selengkap-lengkapn ya. 
Syarat formal Bilyet Giro tidak 
terpenuhi, yaitu tidak terdapat 
tanda tangan, nama jelas danlatau 
dilengkapi dengan caplstempel 



4 

sanksi kewajiban 
membayar 

4 

Tidak ada sanksi kewajiban 
mernbayar 

4 

4 

Tidak ada sanksi kewajiban 
membayar 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

- 
16 

Bilyet Giro ditunjukkan sebelurn 
tanggal Penarikan atau sebelum 
Tanggal Efektif, atau Tanggal 
Efektif dicantumkan tidak dalarn 
Tenggang Waktu Pengunjukan 
Cek dan/atau Bilyet Giro 
dibatalkan oleh Penarik setelah 
berakhirnya Tenggang Waktu 
Pengunjukan berdasarkan surat 
pembatalan dari Penarik 
Cek M a t a u  Bilyet Giro sudah 
daluwarsa 

Perubahan tekslperintah yang 
telah tertulis pada Bilyet Giro 
tidak ditandatangani oleh Penarik. 
Tanda tangan tidak cocok dengan 
spesimen. 

Bank penagih bukan merupakan 
Bank penerima yang disebut 
dalam Cek Silang Khusus atau 
Bilyet Giro sebagai Bank 
penerima Dana 
Cek M a t a u  Bilyet Giro diblokir 
pembayarannya oleh Penarik 
karena hilang atau dicuri (harus 
dilampiri dengan surat keterangan 
dari keplisian). 
Cek M a t a u  Bilyet Giro diblokir 

17 

18 

pembayarannya oleh instansi yang 
berwenang karena diduga terkait 
dengan tindak pidana yang 
dilakukan oleh Penarik (harus 
dilampiri dengan surat 
pemblokiran dari instansi yang 
berwenang). 
Rekening Giro diblokir oleh 
instansi yang berwenang (ham 
dilampiri dengan surat 
pemblokiran dari instansi yang 
berwenang). 
Perintah dalam DKE Debet tidak 
sesuai dengan perintah dalam 
Warkat Debet yang befsangkutan 

Tidak ada sanksi kewajiban 
membayar 

Tidak ada sanksi kewajiban 
membayar 

.( 



Keteran~an; 

1) Bank Indonesia mengenakan sanksi kewajiban membayar 

dimaksud kepada Bank Penagih atau Bank Tertarik yang 

merupakan pihak yang menyebabkan timbulnya penolakan atas 

warkat debet danlatau DKE debet. Dalam ha1 ini pihak yang 

menyebabkan terjsdinya penolakan tersebut adalah nasabah, Bank 

Penagih atau Bank Tertarik dapat membebankan sanksi kewajiban 

membayar dimsksud kepada nasabah sesuai dengan d a f k  alasan 

penolakan dan sanksi kewajiban membayar atas penolakan warkat 

debet danlatau DKE debet. 

2) Bank Penagih addah Bank yang melakukan penagihan warkat 

debet ddatau  DKE debet kepada Bank Tertarik melalui Kliring 

penyerahan untuk kepentingan Pernegang. 

Tidak ada sanksi kewajiban 
membayar 

Tidak ada sanksi kewajiban 
membayar 

d 

d 

19 

20 

21 

22 

23 

Penerirnaan DKE Debet tidak 
disertai dengan penerimaan fisik 
Warkat Debet. 
Cek danlatau Bilyet Giro diduga 
palsddimanipulasi. 

Warkat Debet yang diterima oleh 
Bank Tertarik bukan ditujukan 
untuk Bank Tertarik. 
Tidak ada Endosemen pada Cek 
atas nama yang dialihkan pada 
pihak lain5) 
Nota Debet tidak sesuai dengan 
ketentuan danlatau perjanj ian 
yang mendasarinya. 



3) Bank Tertarik adalah Bank yang menerima perintah pembayaran 

atau pemindahbukuan atas sejumlah dana dari si-penarik dengan 

menggunakan warkat debet danlatau DKE debet dalarn Wiring 

penyerahan. 

4) Untuk memudahkan petugas operasional Wiring di Bank untuk 

melakukan pilihan alasan penolakan cek danlatau bilyet giro, maka 

beberapa persyaratan cek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 

KUHD clan beberapa syarat formal bilyet giro sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 Suat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

No. 28/32/KEP/DLR tanggal 4 Juli 1995 tentang bilyet giro yang 

secara mum telah ada secara tercetak (preprinted) pada blanko 

warkat cek dan/atau bilyet giro, tidak disertakan lagi dalam alasan 

penolakan warkat debet dalam ketentuan ini. 

5) Alasan 22, hanya berlaku untuk cek atas nama yang dialihkan pada 

pihak lain yang diunjukkan secara langsung kepada Bank Tertarik 

(over the counter), sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 

Indonesia mengenai DHN Penarik cek dan/atau bilyet kosong. 

Pelaksanaan penggunaan bilyet giro adalah sebagai alat pembayaran 

oleh masyarakat yang diharapkan berjalan dengan lancar, arnan serta tetap 

sesuai dengan maksud dan tujuannya. Namun ada kalanya kenyataan yang 

dimaksud tersebut tidak selalu sama seperti apa yang diharapkan kita semua, 

ini karena adanya pelanggaran atau penyalahgunaan bilyet giro tersebut yang 



tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan sehingga dapat 

menimbulkan kerugian bagi para pihak. 

Telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa penggunaan bilyet giro 

ataupun juga cek yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan 

diikuti dengan ditolaknya bilyet giro atau cek yang ditawarkan oleh bank 

yang bersangkutan tersebut.12' Dari ketentuan yang didapat, penolakan yang 

paling sering terjadi adalah disebabkan karena pengajuan bilyet giro yang 

ti& ada dananya atau k o ~ o n ~ . ' ~ ~  Selain itu penolakan dengan alasan 

lainpun ti& sedikit jumlahnya, yang sebagian besar dapat dikategorikan 

sebagai pelanggaran dalam hal pengisian terhadap sepucuk surat warkat 

bilyet giro. 123 

Penggunaan sistem giral khususnya bilyet giro yang mengalami 

peningkatan dari tahun ke t a h ~ n . ' ~ ~  Peningkatan ini disebabkan karena mulai 

bergeraknya laju perdagangan yang sempat terhenti dan mengalami 

hambatan karena adanya krisis moneter pada tahun 1997, disamping itu juga 

memang uang giral merupakan suatu alat pembayaran guna mempemudah 

sistem perdagangan dalarn dunia b i ~ n i s . ' ~ ~  

Berdasarkan data yang ada, pada seluruh kantor cabang pembantu .&- 

wilayah kerja seluruh pelosok Indonesia, penggunaan bilyet giro mengalami 

12' Penolakan tersebut disertai dengan surat tanda penolakan dan bilyet giro kosong 
tersebut dikembalikan kepada pemegang untuk diselesaikan dengan penariknya. Dengan 
dikembalikannya bilyet giro kosong tersebut kepada pemegang untuk diselesaikan dengan 
penarik, maka penyelesaian pembayaran bilyet giro kosong tersebut tidak lagi harus 
dilakukan melalui b& 

'" Lihat S.E.B.I.. 41670 nomor 7. 
'" Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, opxit., hIm 304-305. 
Y4 httpll~~~.id~ikipedia.org/~lindex?tifle. 9 April 2007,23.45. 
http:llwww.bi,go,id~~eblid/sejarah~w~nt~asp?id=S. 9 April 2007,23.45. 



peningkatan dari tahun ketahun, baik dalam jumlah lembar maupun jumlah 

nominalnya Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perputaran kliring yang 

terjadi pada setiap p e r i ~ d e . ' ~ ~  Bahwa penggunaan bilyet giro dalam berbagai 

transaksi memang mengalami peningkatan, faktor utama yang 

mempengaruhinya adalah semakin bertambah luasnya bisnis para nasabah, 

ha1 ini dapat dilihat dari jumlah nasabah giro di beberapa bank yang semakin 

meningkat dengan cepat. 

Berikut yang disebutkan sebelurnnya dapat dilihat jumlah 

Penyelenggaraan kliring antar bank tersebut yaitu dimaksudkan untuk 

mempermudah cara pembayaran dalam upaya memperlancar transaksi 

perekonomian dengan perantaraan perbankan (bank peserta kliring) dan 

Bank Indonesia yang bertindak sebagai penyelenggara l ~ l i r i n ~ . ' ~ ~  Dengan 

adanya kliring diharapkan penggunaan alat-alat lalu lintas pembayaran gird 

di masyarakat dapat meningkat, sehingga otomatis akan meningkatkan 

simpanan dana masymkat di Bank yang dapat dipergunakan oleh bank 

untuk membiayai sektor-sektor produktif di masyarakat. 

Tidak lama setelah meluncurkan fasilitas kliring elektronik, pada 

akhir bulan Januari 2003 tahun lalu, Bank Indonesia, kembali meluncurkan 

fasilitas airing antarkota (intercity clearing).12* Menurut Direktur Akunting 

dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia yakni Mohamad Ishak, sebenarnya 

fasilitas ini l e a  merupakan enhancement eliring yang telah ada pada tahun 

hftP://www.bi.go.id/web/id/defauIt.asp. 9 April 2007,23.45. 
12' Pelaksa~aan penyelenggaraan jasa sistem pembapran sebagaimana dimaksud 

d a h  Pasal 16 Undang-undang Bank Indonesia m e n y e b h  Bank Indonesia benvenang 
mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing. 

12' Suara Merdeka, Rabu, 29 Januari 2003. 



1997 lalu dan tinggal dioptimalkan yang sudah dimiliki ~ 1 . l ~ ~  Fasilitas ini 

sudah lama direncanakan dalam pengembangan sistem pembayamn yang 

sudah dimiliki BI sejak tahun 1997, Semua sistem pembayamn yang dikenal 

kalangan perbankan nasional saat ini, sudah tercanturn dalam cetak biru. 

Setahun sebelum penggelarannya, BI melakukan upaya sosialisasi dan 

survai atas kebutuhan akan fasilitas tersebut. Melalui Forum Komunikasi 

Sistem Pembayamn, rencana penggelaran mulai dibicarakan dengan 

kalangan perbankan. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter, 

tidak hanya mensosialisasikan rencananya, tapi juga mengartikulasi dan 

mengakomodasikan kepentingan perbankan nasional dalam program 

tersebut. 

Di Jakarta setiap harinya terjadi 200.000 transaksi dengan nilai Rp 4 

triliun dan Surabaya 60.000 warkat per hari dengan volume Rp 1,2 triliun, 

sedangkan di Jogjakarta kurang lebih mencapai 800 juta rupiah. Sedangkan 

pembedaan volume kliring dibagi dalam dua bagian, yaitu kliring besar 

dengan nilai Rp 100 juta dan kliring kecil di bawah Rp 100 juta. (Kliring 

besar diproses pada hari yang sama, tapi kliring kecil diproses keesokan 

harinya). 

Pada saat awal pengimplementasian, tercatat tiga puluh lima bank 

bergabung dalam program tersebut, sesaat setelah implementasi dilakukan, 

129 Ibid. Implementasi dari rencana tersebut memang ham disesuaikan dengan 
dengan kondisi yang ada, di Amerika Serikat misalnya yang para bankimp highly educated 
dan para nasabahnya bahkan sangat banking minded, operasional suatu bank diawasi secara 
super ketat, dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 
setempat Ditingkat pemerintah pusat, suatu bank malah diawasi seacara berlapis oleh 
Federal Reserve Board. Federal Deposit Insurance Corporation, m e  of the Comptoller of 
the Currency, Securities and Exchange Commision dan Departement of Justice. 



jumlah tersebut bertambah menjadi tiga puluh enarn. Kini, ada lebih dari itu 

yang menyatakan keinginannya untuk memanfitakin fasilitas tersebut. 

Hanya saja tidak satupun bank-bank pemerintah dan bank swasta besar yang 

telah terdaftar sebagai pengguna fasilitas ini.130 

Fasilitas ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam 

penyelesaian transaksi cek atau bilyet giro antar kota. Selarna ini, transaksi 

serupa ti& bisa dikliringkan karena itu biasanya diselesaikan dengan 

inkaso. Dengan sistem ini, waktu penyelesaian yang dibutuhkan berkisar 

antara lima sampai dengan tujuh hari, namun ti& jarang bisa mencapai 

tigapuluh hari. 

GAMBAR IV 

Perputaran K l i ~ g  pada Suatu Perbankan 

Pola Transaksi Antar 
Bank Non-Kliring 

Pola Transaksi Antar 
Bank Melalui Kliring 

n 

-- - 

130 Menurut M. Ishak, memang sampai sekarang BI sebagai otoritas moneter tidak 
mewajibkan seluruh bank di Indonesia untuk mengikuti program tersebut. "Masalahnya 
adalah kesiapan teknologi di masing-masing bank itu sendii .  Dengan platform dan 
kebijakan pengembangan teknologi yang berbeda dari satu bank ke bank laiiya, maka BI 
memilih untuk menyerahkan pilihan kepada masing-masing pengelola bank mtuk mengikuti 
atau tidak failitas pelayanan ini. Namun, tentu pihak perbanlcan akan kehilangan &ya saing 
koropetitiihya bila tidak segera mnjadi perla hilitas mebut, 



Dari ilustrasi gambar di atas, tampak bahwa penyelesaian transaksi 

antar bank tanpa menggunakan mekanisme kliring meskipun tetap dapat 

diselesaikan narnun tidak efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan 

biaya clan keterlambatan dalam penyelesaian transaksi (settlement lag)."' 

Adapun ilustrasi pembayaran dengan menggunakan pembayaran gird yang 

penyelesaiannya dilakukan melalui kliring adalah sebagaimana tampak dalam 

ilustrasi garnbar berikut ini. 

GAMBAR V 

Perputaran Kliring pada Suatu Perbankan 

Secara umum manfaat yang dapat ditarik oleh berbagai pihak yang 

terkait dengan sistem pembayaran dengan adanya penyelenggaraan kliring 

untuk transaksi antar bank dimaksud adalah: 

- 

13' Hal tersebut terlibat kontras dengan penyelesaian transaksi antar bank melalui 
Miring yang jauh lebib efektif dim efisien. 



a Bagi masyarakat, memberikan alternatif dalam melakukan suatu 

pembayaran (transfer of value) efektif dan efisien dan aman. 

b. Bagi bank, merupakan salah satu advantage service kepada 

nasabah, menjadi fee based income, juga dapat menjadi salah satu 

upaya dalam menggalang dana pihak ketiga (nasabah) untuk 

kepentingan portfolio find 

c. Bagi Bank Sentral sebagai penyelenggara, dapat secara cepat dan 

akurat mengetahui kondisi keuangan suatu bank maupun transaksi- 

transaksi yang terjadi di masyarakat, baik antar nasabah bank 

maupun antar bank sehingga dapat menentukan kebijakah- 

kebijakannya secara lebih akurat dan tepat. 

GAMBAR VI 

Contoh Personalisasi Nasabah pada Warkat Kliring Bilyet ~ i r o ' ~ ~  

CABAM RAW PLAZA 
KEBAYORAN BARU 

............................................. 

13* Lihat S.E.B.I. No. 8135lDAS.P tanggal 22 Desember 2006. 



GAMBAR VII 

Contoh kliring antar wilayah pada Warkat Bilyet ~ i r o ' ~ ~  

rll----l----.. "--. 
i ~ . ~ Y A U :  BILYET GIRO rcr-I 
i CAmANcUAwruu ....................................... 
i nzuvoMruw 
] s"arsrruebw3 i Wilayah .! :"-.-...." ----------- 

Diminta kepada Saudaa supaya pada l a w  ................................... 'ndahkm dana alas beban 
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Contoh Pencanhunao Nomor Sandi I Peserta  anto or B U ~  Penerbit I I 

I Cwtoh Pencanturnan hrlisan 
"Pcserla Kliring Antar Wilayah" I 

Hal-hal yang hams diperhatikan apabila membuka rekening ~ i 1 - 0 . ' ~ ~  

1. Kembalikan segera lembar pertama bukti penerimaan CeWBilyet Giro, 

agar rekening Giro Anda dapat diaktifkan oleh bank. 

2. Catat setiap pengeluaran, baik tanggal, nomor, dan jumlah uang 

dilembar sebelah kiri buku CeWBilyet Giro Anda yang akan 

berguna sebagai alat kontrol, agar pengelwan @at disesuaikan 

dengan dana yang tersedia. 

3. Berhati-hati dalam mengelwkan Cek atas Unjuk dan jangan sampai 

hilang, karena setiap Cek yang telah dibubuhi tan& tangan, serta 

- 
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hft~:/Iwww.bi.go.id. 



rnaterai yang cukup dapat segera dibayarkan oleh bank tanpa 

melakukan verifikasi kepada pembawa Cek. 

4. Jangan melakukan pembayaran dengan CeWBilyet Giro, apabila 

dananya tidak cukup, karena bank akan menolak pembayaran. 

5. Pastikan memiliki dana yang cukup, setiap kali Anda menerbitkan 

cekhilyet Giro untuk menghindari dicantumkannya nama Anda dalam 

D a f h  Hitarn Nasional yang disebarkan oleh Bank Indonesia ke 

seluruh perbankan di wilayah Indonesia 

6. Segera lapor kepada bank Anda, jika Anda kehilangan 1 (satu) lembar 

cek/bilyet Giro atau buku cekhilyet, sehingga bank dapat memblokir 

rekening Anda. Lengkapi laporan Anda dengan surat keterangan 

kehilangan dari pihak yang berwajib. 

7. Cemilyet Giro anda hanya berlaku 70 hari setelah tanggal 

penerbitan. Setelah melampaui waktu tersebut, warkat tersebut tidak 

@at digunakan w-). 
8. Untuk pembukaan rekening Giro dalam valuta asing sebaiknya 

Anda berkonsultasi dengan bank Anda. 

9. Apabila rekening Giro Anda ditutup, segera serahkan sisa lembar 

warkat Cemilyet Giro kepada bank Anda. 

Cara penulisan clan pengambilan bilyet giro dalam praktiknya, surat 

berharga tersebut mempakan suatu lembar isian yang masih kosong oleh 

seorang nasabah yang menerbitkan sepucuk kertas bilyet giro dalam setiap 



kolom isian dari fonnulir bilyet giro secara lengkap.'3s Pengisian bilyet giro 

tersebut di beberapa bank dapat diuraikan sebagai berikut; 

1. Semua perubahan perintah atau tambahan perintah penerbit hams 

ditandatangani sendiri oleh penerbit, 

2. Nama orang atau badan usaha si penerima dana harus dicantumkan. 

Seringkali terjadi dalam praktik keseharian pada kehidupan nama 

orang atau badan usaha yang menerima dana tidak dicantumkan, maka 

berdasarkan syarat fonnal dari bilyet giro tersebut oleh pihak bank 

akan ditolak. Hal ini berdasarkan bahwa bilyet giro sebagai swat "atas 

nama", apabila nama dalam surat tersebut tidak sama dengan nama 

penerima bilyet giro atau tidak mencantumkan nama penerima bilyet 

giro yang menyerahkan warkat tersebut kepada bank, maka bank wajib 

menolak surat berharga tersebut. 

3. Nama bank, dimana si penerima dana mempunyai rekening giro tidak 

dicantumkan atau tidak ditulis dalam bilyet giro maka itu berarti 

bahwa dana dapat d i p i n d a b  ke bank mana saja untuk rekening 

penerima. 

4. Tempat dan tanggal pnarikan atau penerbitan serta tanggal efektif 

mulainya bilyet giro. Dalam praktik berlaku apabila tanggal efektif 

tidak dicantumkan maka tanggal penerbitan berlaku sebagai tanggal 

efektif berlakunya amanat penerbit. Demikian juga sebaliknya bila 

tanggal penerbitan tidak ada maka tanggal efektif berlakunya amanat 

'" http://www.lippob~co.id~pgumman.htl. 9 April 2007,23.45. 



penerbit dipandang sebagai tanggal penerbitan bilyet giro. Ketentuan 

ini tidak ada dalam ketentuan cek. 

5. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik yang dinyatakan dalam angka 

maupun dalam h ~ r ~ f . ' ~ ~  Ketentuan tersebut didasarkan pada 

pertirnbangan bahwa penulisan dalam huruf lebih sulit diadakan 

perubahan tanpa disahkan oleh penarWpenerbit dibanding dengan 

penulisan angka. Dalam hal pengulangan penulisan jumlah maka 

berlaku jumlah yang terkecil, ketentuan ini sarna dengan pasal 186 ayat 

2 KUHD yang menyatakan cek yang jumlahnya beberapa kali baik 

lengkap dengan huruf-huruf ataupun dengan angka-angka jika ada 

perbedaan hanya berlaku sebesar jumlah yang terkecil. 

6. Tanda tangan penarik yang sah dan cap atau stempel badan usaha jika 

si penarik merupakan suatu perusaham yang berbentuk badan usaha. 

Tanda tangan penarik dan caplstempel adalah mutlak adanya untuk 

menentukan bahwa penerbit terikat dengan perbuatan hukum tersebut, 

perbuatan itu adalah pelaksanaan dari perilcatan dasar antara penerbit 

dan penerima bilyet giro. Dengan adanya tanda tangan penerbit, bank 

tersangkut hanya melaksanakan saja perintah untuk mernindahbukdcan 

dana kedalam rekening pemegang bilyet giro. Tanda tangan juga 

merupakan syarai mutlak adanya akta. 

'36 Jika terjadi perbedaan dalam penulisan nominal atau huruhya pada bilyet giro, 
maka dalam ha1 ini dirumuskan pada surat keputusan dinhi bank Indonesia nomor 
28132KEPDIR PA 8 ayat (1) menetapkan bahwa tertarik hams memilih jumlah yang 
ditulis &lam huruf dengan selengkap-lengkapnya. 



Disamping tan& tangan juga caplstempel perusaham yang 

berbentuk badan usaha. Pengisian bilyet giro tidak mutlak dilakukan 

penarik sendiri, maka sering terjadi seorang nasabah mengijinkan 

penggunaan formulir bilyet giro tersebut oleh orang lain baik oleh 

nasabah bank yang sama atau bank yang lain. Keadaan ini merupakan 

risiko dari pemilik bilyet giro itu sendiri, apabila orang lain tersebut 

mengalami kesulitan dalam menyedialcan dana tanggal efektif sehingga 

akan terjadi penerbitan bilyet giro kosong, dalam hal ini yang akan 

menerima peringatan adalah pemilik bilyet giro yang bersangkutan. 

Bank hanya mengenai pemilik telah mencantumkan tan& tangannya 

tetapi apabila pihak bank telah mengetahui keadaan yang demikian 

dikarenakan pemilik telah memberitahukan pa& pihak bank, maka 

pihak bank akan menolak melaksanakan pernindahbukuan pa& saat 

bilyet giro itu diajukan kepadanya. 

Dalam pelaksanaannya apabila sepucuk kertas warkat bilyet giro yang 

diserahkan oleh pemegang menyalahi aturan yaug telah ditetapkan atau 

terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan bilyet giro maka bank akan menolak 

pelaksanaan perintah bilyet giro tersebut.13' 

Setiap penolakan pembayaran terhadap tiap-tiap cek atau bilyet giro 

oleh bank, baik karena dananya tidak cukup maupun karena alasan lainnya 

h a m  disertai dengan surat keterangan penolakan yang dikeluarkan pihak 

13' Lihat S.E.B.I. No. 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996 



perbankan disertai dengan jenis alasan penolakan dengan j e l ~ . ' ~ ~  Terhadap 

bilyet giro yang ditolak bank penerirna, maka bilyet giro tersebut akan 

dikembalikan kepada pemegang dengan dilampiri surat keterangan 

penolakan beserta alasannya dalam rangkap tiga masing-masing; 

1. Pemegang 

2. PenariWpenerbit 

3. Arsip pada bank yang bersangkutan 

Kemudian kepada penerbit dikenakan biaya atas penolakan atas warkat 

tersebut, biayanya hampir semua bank mengenakan biaya sebesar Rp 

20.000,OO sampai Rp 25.000,OO untuk setiap warkatnya. 

Bagi masyarakai atau lembaga usaha apabila ingin membuka rekening 

giro untuk keperluan yang mendesak, maka ada beberapa persyaratan hams 

memenuhi, yaitu; 

Pers yaratan 

1. Bagi InstansiIDinas Pemerintahan 

a. Mengisi blanko permohonan yang tersedia 

b. Fotocopy bukti diri 

c. Fotocopy SK Pengangkatan Penunjukan dari yang berwenang 

d. Setuju dengan ketentuan Bank 

e. Bebas setoran pertama 

2. Perorangan 

a. Mengisi blanko permohonan yang tersedia 

"' Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, op.cit., hlm 292. Penolakan 
tersebut hams disertai dengan swat keterangan penolakan (SKP) yang antara lain memuat 
nama clan alamat penarik yang bersangkutau. 



b. Fotocopy bukti diri 

c. Setuju dengan ketentuan Bank 

d. Setoran pertama minimal Rp. 250.000,OO 

e. Minimal saldo perbulan Rp. 100.000,00 

3. Peddayasan/Koperasi/Organisasi clan lain-lain 

a. a. Mengisi blanko permohonan yang tersedia 

b. Fotocopy bukti diri 

d. Akte Pendirian / SK Pengurus yang sah. 

e. Setoran pertama minimal Rp. 500.000,OO 

f. Minimal saldo perbulan Rp. 250.000,OO 

g. Izin-izin perusahaan, antara lain; SIUJK, SITU, SKIP, TDP dan atau 

TDR dan lain-lain. 

h. Setuju dengan ketentuan Bank 

Setelah memenuhi semua persyaratan diserahkan kepada Bagian Pelayanan 

atau teller Nasabah untuk diproses, maka prosedur yang ham dilaksanakan 

adalah membebankan biaya tarif. '39 Pembebanan biaya tarif itu merupakan 

penclapatan operasional bagi Bank (BPDR) sebagai berikut; Bagi Nasabah 

Giro dikenakan tarif biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,00 perbulan yang 

Sekedar tambahan, bahwa ada beberapa pehedaan &lam penyetoran &lam 
pembukaan rekening giro untuk produk bilyet giro, yakni menurut ketentuan yang ada untuk 
BNI penyetoran pertama adalah Rp 500.000,00 bagi perorangan sedangkan bagi pihak badan 
usaha adalah Rp 1.000.000,00, menurut ketentuan dari pihak bank yang lain juga akan 
berbeda Menurut ketentuan ini dari pihak bank Indonesia tidak mematok berapa uang yaug 
disetor dalam pembukaan rekening &lam bilyet giro. Biasanya dalam pembukaan rekening 
giro seperti ini ada hak dan kewajiban yang h m  dipenuhi bagi nasabah pemegangnya clan 
bank yang bersangkutan, ketentuan ini akan disebutkan dibelakang (terlampir). 



dibebankan setiap akhir bulan. Tarif biaya penolakanlpembatalan cek/BG 

yang dikliringkan oleh penerima dikenakan biaya administrasi Bank sebesar 

Rp. 10.000,OO per bilyet dengan waktu penyelesaian selama satu hari. 

B. Konsekuensi Hukum oleh Perbankan apabila terjadi Pelanggaran. 

1. Kewajiban terhadap Pembatalan Bilyet Gin, 

Mengenai pengertian pembatalan bilyet giro yang telah 

dikemukakan pada bab sebelurnnya, dalam ketentuan bilyet giro yang 

lama yaitu S.E.B.I. No. 4/670AJPPB/PbB, pembatalan dapat dilakukan 

walaupun masih dalam tenggang waktu penawaran. Disebutkan dalam 

angka ke tujuh bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai surat berharga, 

bilyet giro dapat dibatalkan oleh penarik sepanjang pada waktu 

pemberitahuan tertulis kepada bank yang bersangkutan, amanat dalam 

bilyet giro belum dilaksanakan. Perintah pemindahbukuan apabila sudah 

dilaksanakan oleh bank yang bersangkutan sebelum pemberitahuan 

pembatalan diterima, maka pexintah pembatalan tersebut tidak 

berkekuatan hukum dan pemindahbdcum tetap syah. Ketentuan tersebut 

dikeluarkan untuk mencegah dan mengatasi keadaan yang sulit bagi 

.bank, yaitu apabila perintah pembatalan tersebut terlarnbat datangnya 

dalam arti pemindahbukuan sudah dilaksanakan sebelum pembatalan 

diterima. 140 

Pembatalan bilyet giro terjadi karena berbagai masalab, antara lain 

transaksi yang menjadi dasar diterbitkannya bilyet giro tersebut batal 



karena sudah dilunasi dengan cara yang lain atau pihak pemegang bilyet 

giro telah melakukan wanprestasi, tetapi dapat juga karena pemilik ingin 

memperpanjang jangka waktu "kredit" dari pemegang bilyet giro 

akibatnya pemegang menderita kerugian karena ketika telah sampai 

tanggal efektif bilyet giro tersebut, pemegang yang datang pada bank 

yang bersangkutan untuk menawarkan bilyet gironya mendapatkan 

bahwa bilyet giro tersebut telah dibatalkan oleh penerbitnya. 

Dibolehkannya pembatalan tersebut dalam ketentuan bilyet giro yang 

lama memungkinkan seorang penerbit yang tidak jujur atau penerbit yang 

sebenarnya tidak ingin membayar, seolah-olah ada niat untuk melakukan 

pembayaran. 

Pembatalan ini merupakan salah satu latar belakang 

disempurnakannya ketentuan yang lama tentang bilyet giro. Saat ini 

pembatalan bilyet giro ti& &pat dilaksanakan selama tenggang waktu 

bilyet giro dalam masa penawarau belurn berid~hir.~~' Pembatalan 

tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan suatu surat pembatalan 

yang ditujukan kepada tertarik. Surat pembatalan tersebut hams 

mencantumkan beberapa syarat formal dari bilyet giro, yaitu; tanggal 

penarikan, nomor bilyet giro, jurnlah dana yang akan dipindahbukuan. 

Jika kita perhatikan ketentuan pembatalan bilyet giro tersebut sama 

dengan ketentuan Pasal209 KUHD mengenai pencabutan atau pnarikan 

14' Hal ini sesuai dengan ketentuan Sum Edaran Bank Indonesia No. 28/32/UPG 
tahun 1995 an& II lo. Pasal 7 Swat Keputusan yang meuyebutkan bahwa pen& tidak 
boleh membatalkan bilyet giro selama tenggang waktu penawaran (70 hari sejak tanggal 
penarikan). 



kembali pada cek. Pada ketentuan cek, pencabutan kembali perintah 

langsung membayar langsung dapat berkekuatan hukum pasti setelah 

akhir tenggang waktu penawaran yaitu tujuh puluh hari. 

Ketentuan tersebut didasarkan pada pandangan mengenai 

penyediaan dana yang dihasilkan dalarn konferensi di Jenewa yaitu 

bahwa penarikan cek itu dibolehkan, akan tetapi baru berkekuatan hukum 

setelah tenggang waktu penawaran berakhir. Pandangan ini merupakan 

jalan tengah dari sistem Perancis dan sistem Jerman, yang merupakan 

perlindungan bagi pihak ketiga yang jujur. Sistem Perancis menyatakan 

dana adalah hak dari pemegang, sehingga apabila terjadi penolakan 

pembayaran maka ia dapat menuntut penerbit, endosen dan tersangkut. 

Sedangkan sistem Jerman menyatakan dana adalah urusan tersangkut dan 

penerbit, sehingga penerbit dapat membatalkan cek sewaktu-waktu. 

Ketentuan baru mengenai pembatalan bilyet giro ini merupakan 

bahwa pembatalan dapat berkekuatan hukum atau dapat dilaksanakan 

oleh bank tertarik setelah tenggang waktu penawaran berakhir. Artinya 

terhadap pernegang diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

menawarkan bilyet giro kepada bank yang bersangkutan selama tanggal 

efektif sudah berlaku dan tenggang waktu penawaran belum berakhir, 

tanpa disertai rasa khawatir bahwa billyet giro tersebut akan mengalami 

pembatala~~.'~~ 

'42 Ketentuan tersebut diiaksudkan untuk memberikan jaminaa kepastiaa h h  
kepada pemegang yang jujur yang bermaksud untuk membatalkan bilyet giro sebagai alat 
pembayaran yang sah clan disepakati dalam menyelesaikan transaksi, apabila dalam transaksi 
yang menjadi dasar diterbitkannya suatu bilyet giro pihak pemegang telah memenuhi 



Dalam praktiknya, mengenai pembatalan bilyet giro sudah jarang 

bahkan tidak pernah terjadi lagi selama peraturan yang baru 

dilaksanakan. Penolakan karena pembatalan dan masalah yang timbul 

karenanya dapat ditekan dengan adanya ketentuan baru tersebut. Dengan 

kata lain ketentuan yang baru tersebut lebih bisa menanggulangi salah 

satu pelanggaran yang sering te rjadi dalam penggunaan bilyet giro dalam 

kehidupan. Berikut adalah contoh berkurangnya pelanggaran dari surat 

berharga, yakni bilyet giro dari dari tahun 200 1 - 2004; 

TABEL VIII 

Jumlah Seluruh Penolakan Pada Bank Di Propinsi D I Y ' ~ ~  

prestasinya Namun ketentuan baru tersebut tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap 
penerbit yang jujur dalam menghadapi penerima bilyet giro yang beriktikad tidak baik Hal ini 
mungkii disebabkan h n a  dalam ketentuaa yang lama, pihak penerima atau pemegang yang 
lebih banyak menerirna keiugian, akibat dari tindakan penerbit yang dapat m e m b a t a h  bilyet 
giro yang diterbitkan sebelum amanat pemindahbukuan dilaksanakan oleh bank. 

'" Data Statistilt Keuangan D a d  Propinsi DIY Tahun 200 1-2004. 

Akbir 
Periode 

200012001 
Tr. W. I 
Tr. W. 11 
Tr.W. nr 
Tr.W. IV 

2001/2002 
Tr. W I 
Tr. W 11 
Tr. W III 
Tr. W IV 

2002/2003 
Tr. W I 
Tr.W II 
Tr. W 111 
Tr.W IV 

2003/2004 
Tr. W I 
Tr.W n 
Tr. W 111 
Tr.W IV 

Juml* 
peSerta 
kliring 

29 
29 
28 
30 

28 
30 
29 
32 

32 
27 
29 
38 

32 
37 
29 
34 

Rata-rata Penolakan CeWBilyet Giro kosong 

Lembar (Satuan) 

8 
1 1  
7 
7 

1 1  
9 
7 
6 

10 
8 
7 
7 

1 1  
9 
10 
8 

Nominal (Juta Rp) 

89 
97 
93 
90 

98 
60 
54 
50 

59 
80 
89 
97 

67 
58 
89 
98 



2. Kewajiban terhadap Pelanggaran dalam Pengisian Bilyet Giro 

Penolakan suatu warkat bilyet giro selain karena alasan bilyet giro 

kosong juga terdapat beberapa alasan lain, diantaranya alasan karena 

suatu warkat bilyet giro yang ditawarkan terdapat hal-hat yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam ha1 ini bank tentu 

akan menolak terhadap bilyet giro yang meragukan ha1 tersebut. Bilyet 

giro yang isinya meragukan akan menimbulkan risiko bagi pihak bank itu 

sendiri maupun bagi nasabah pemegang rekening giro. 

Hal-ha1 yang meragukan atau kesalahan dalam pengisian bilyet 

giro dapat menghambat fbngsi bilyet giro sebagai alat pembayaran, 

antara lain, 

a) Perubahan dalam pengisian bilyet giro yang tidak mendapatkan 

pengesahan atau perubahannya menyalahi ketentuan 

b) Tidak dipenuhinya syarat-syarat formal bagi bilyet giro 

c) Tanda tangan dan atau caplstempel atas bilyet giro tidak sesuai 

dengan specimen. 

Di dalam peraturan perundangan yakni S.E.B.I. No. 

41670lWPBPbB tahun 1972 kurang sempuma d d m  memberikan 

ketentuan dan tata cara dalam pengisian ataupun perubahan suatu bilyet 

giro. Karena itu untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan clanlatau 

pelanggaran dalam pengisian bilyet giro, S.E.B.I. No. 2813UUPG tahun 

1995 memberikan ketentuan sebagai berikut; 



a) Pasal 3 ayat (1) lebih tegas mencantumkan bahwa apabila salah 

satu syarat formal ti& dipenuhi maka sepucuk surat bilyet giro 

ti& berlaku atau ditolak. Sedangkan dalam S.E.B.I. No. 

4/670/UPPB/PbB yang secara tegas harus ditolak adalah apabila 

ti& tercantum nama penarik dan nama penerima bilyet giro 

b) Tanggal penarikan sebagai salah satu syarat formal dalam 

peraturan baru mutlak hams dicantumkan, sedangkan dalarn 

peraturan lama dalam angka (3) S.E.B.I. No. 4/670/UPPB/PbB 

tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan 

c) Pasal 4 menentukan bahwa dalarn hal penarik mengisi bilyet 

giro ti& secara lengkap kemudian dilengkapi oleh pihak lain, 

walaupun perintahnya ti& sesuai dengan isi perjanjian yang 

mendasari penerbitan bilyet giro yang dimaksud, penarik tidak 

mengemulcakan alasan bahwa perintah tersebut tidak berlaku, 

kecuali apabila pemegang terbukti memperoleh bilyet giro 

tersebut dengan melawan hukum. Ketentuan ini sebagai 

peringatan kepada panarik untuk mengisi bilyet giro selengkap- 

lengkapnya sebelum diserahkan kepada pihak lain. Sedangkan 

dalam S.E.B.I. No. 4/670/UPPB/PbB menyatakan bahwa 

pengisian surat perintah pernindahbukuan ti& mutlak harus 

dilakukan oleh penarik sendiri, seolah-oleh itu merupakan 

legitimasi bagi penarik untuk ti& perlu mengisi bilyet giro 

secara lengkap. Kemudian terjadilah masalah karena bilyet giro 



yang ditariknya menimbulkan kerugian akibat tidak sesuai 

dengan perjanjian yang mendasarinya. 

d) Pasal9 menentukan bahwa setiap perubahan perintah yang telah 

ditulis dalarn bilyet giro h a m  ditandatangani penerbit ditempat 

kosong yang terdekat dengan perubahan. Ketentuan ini 

bermaksud melindungi penarik terhadap kemungkinan 

pemalsuan isi bilyet giro atau perubahannya yang dilakukan oleh 

pihak lain yang beriktikad tidak baik, sedangkan 

penandatanganan harus ditempatkan di tempat yang kosong 

yang terdekat dengan perubahan dimaksudkan untuk 

menghindari kemungkinan adanya tanda tangan yang melintasi 

atau menutupi tulisan yang masih berlaku yang dapat 

mengakibatkan isi bilyet giro tidak dapat dibaca dengan jelas. 

Sedangkan S.E.B.I. No. 4/670/UPPB/PbB tahun 1972, 

pengesahan atau penandatanganan terhadap perubahan terbatas 

pada tambahan yang bersifat perubahan amanat. 

Dari data yang dihasilkm, dapat dikemukakan bahwa pihak bank 

tidak bertanggung jawab atas pembayaran bilyet giro yang terdapat 

kekurangan dalam pengisiannya atau yang disalahgunakan oleh pihak 

ketiga atau terdapat pemalsuan atau perubahan yang tidak sah dalam 

bilyet giro tersebut. Seperti perubahan nama, alamat, kedudukan atau 

perubahan-perubahan yang lain yang terjadi pada pemegang rekening, 

maka harus diberitahukan pada bank secara tertulis. Dalam ha1 demikian 



bank tidak akan menanggung kerugian apapun juga akibat kelalaian 

pemegang rekening untuk memberitahukan kejadian-kejadian tersebut. 

3. Kewajiban Bank terhadap Bilyet Giro yang Hilang 

Dalam penerbitan suatu bilyet giro bisa saja terjadi hal-hal diluar 

kehendak para pihak dalarn menggunakan bilyet giro. Kejadian tersebut 

bisa disebabkan karena kelalaian para pihak sendiri maupun karena 

adanya suatu pihak yang dengan ber-iktikad tidak baik akan 

memanfaatkan keadaan, rnisalnya; bilyet giro yang telah dicuri seseorang 

atau kehilangan surat bilyet giro yang diterbitkan oleh penerbit. Untuk 

mengantisipasi masalah tersebut dapat dilakukan beberapa tahap, yaitu; 

a) Pemegang rekening atau penerbit hams segera melaporkan 

kepada pihak yang berwajib yakni kepolisian setempat dan bukti 

atau tan& lapor tersebut hams diserahkan kepada pihak bank, 

b) Pihak bank kemudian melaporkan kepada bank peserta kliring 

untuk memblokir bilyet giro dengan nomor seri yang telah 

disebutkan atas rekening yang bersangkutan, 

C) Apabila bilyet giro yang dinyatakan hilang diajukan kepada 

bank, maka pihak bank akan meneliti apakah bilyet giro tersebut 

ada h y a  atau tidak. Jika dananya cukup maka pihak bank 

segera menghubungi penerbit atau kepolisian yang telah 

menerima laporan bilyet giro yang hilang tersebut. 



Dari beberapa tahap tersebut dapat diketahui bahwa apabila te jadi 

kehilangan bilyet giro maka bagi para pihak tidak dikenakan sanksi 

apapun asalkan para pihak segera melaporkan kehilangan bilyet giro 

tersebut kepada yang bersangkutan. 

Pemegang yang merasa kehilangan bilyet gironya harus segera 

melaporkan kejadiannya pada pihak penerbit dan setelah itu penerbit juga 

melaporkan juga pada pihak yang benvenang, atas kejadian tersebut 

pemegang dapat memperoleh bilyet giro yang baru atau akan digantikan 

dengan alat pembayaran yang lainnya. Sehubungan dengan kejadian 

bilyet giro hilang ini, pihak bank sama sekali tidak bertanggung jawab 

atas akibat apapun. 

4. Kewajiban Bank tehadap Bilyet Giro Kosong 

Terhadap beberapa penyalahgunaan bilyet giro, BI memberikan 

sanksi melalui peraturan yang diterbitkannya. Peraturan yang ada 

sekarang yang diterbitkan Bank Indonesia, untuk mengantisipasi terhadap 

penyalahgunaan bilyet giro Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 

2811 22lKEPlDIR Tahun 1996 melalui S.E.B.I. No. 28/137/UPG pada 5 

Januari 1996, sanksi yang diatur dalam ketentuan tersebut pada pokoknya 

adalah tindakan adirnistratif yang dilakukan terhadap para penarikan 

cektbilyet giro yang isinya adalah; 

a) Bank wajib menolak terhadap penajuan bilyet giro yang dananya 

tidak cukup disertai surat keterangan penolakan yang kemudian 



diberikan kepada pemegang untuk ditujukan kepada penerbit yang 

bersangkutan. 

Terhadap penerbit bilyet giro kosong, bank melakukan tindakan ; 

(1) Akan diberikan Surat Peringatan (SP I), sehingga tidak 

melakukan penarikan dengan bilyet giro kosong lagi karena 

ha1 tersebut akan mengakibatkan ditutupnya rekening 

penerbit bilyet giro. 

(2) Diberikan Surat Peringatan (SP 11) yang merupakan 

peringatan terakhir, maka rekeningnya akan ditutup atau 

akan terjadi pemutusan hubungan antara nasabah tersebut 

dengan bank. 

(3) Bank memberikan Surat Pemberitahuan Pernutusan 

Rekening (SP2R) kepada nasabah yang bersangkuatan, yang 

berarti telah terjadi pemutusan hubungan kepemilikan 

rekening giro antara nasabah dengan bank yang 

bersangkutan. Yang mana berarti telah terjadi pernutusan 

hubungan kepemilikan rekening giro antara nasabah tersebut 

dengan bank yang bersanglcutan. Dalam surat tersebut 

disebutkan juga bahwa nasabah yang namanya akan 

dicantumkan dalarn daftar hitam nasabah penerbit cekWilyet 

giro kosong yang diterbitkan oleh BI. Bank tetap 

melaksanakan penutupan rekening walaupun nasabah yang 



bersangkutan belum atau tidak menerima surat 

pemberitahuan pada penerbitan yang sebelurnnya. 

(4) Setiap kali bank memberikan surat peringatan (SP) dan surat 

pemberitahuan pemutusan rekening (SP2R) pada penerbit 

bilyet giro kosong, maka satu tembusannya harus 

disampaikan kepada bank Indonesia bagian lalu lintas gird 

setempat agar BI dapat mengetahui dan mengawasi setiap 

pelanggaran bilyet giro kosong yang terjadi. 

(5) Bank akan meminta pengembalian sisa buku bilyet giro yang 

masih berada ditangan nasabah penerbit bilyet giro kosong 

tersebut. Hal ini adalah untuk menghindari beredarnya bilyet 

giro oleh nasabah yang tidak lagi mempunyai rekening pada 

suatu bank karena sudah ditutup. 

c) Nasabah yang telah tiga kali menerbitkan bilyet giro kosong dalam 

jangka waktu 6 (enam) bulan atau menerbitkan bilyet giro kosong 

satu lembar dengan nominal satu milyarllebih narnanya akan 

dicantumkan dalam daftar hitam yang diterbitkan oleh BI. Daftar 

hitam tersebut berlaku diwilayah Hiring lokal setempat dan 

mempunyai jangka waktu satu tahun. Dengan dicmtumkannya 

seseorang nasabah dalarn daftar hitam, maka seluruh bank 

diwilayah Hiring lokal tersebut dilarang untuk menerimanya 

sebagai nasabah giro sampai masa berlakunya daftar hitam tersebut 

habis. Jangka waktu satu tahun tersebut berlaku kembali dari awal 



apabila seseorang nasabah yang telah dicantumkan namanya dalam 

daftar hitarn, pada waktu berikutnya menerbitkan bilyet giro 

kosong kembali. 

d) Apabila terjadi kekeliruan penolakan terhadap cekhilyet giro yang 

semestinya cukup dananya, tetapi karena kesalahan administmi 

bank terlanjur menolak dengan alasan dananya tidak cukup, rnaka 

bank yang bersangkutan dapat meminta persetujuan BI agar 

penolakan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran penarikan 

cekbilyet giro kosong. Hal tersebut diajukan oleh bank secara 

tertulis kepada BI dengan dilampiri beberapa bukti tertulis yang 

mendukung adanya kesalahan administrasi bank. Segala akibat dari 

kekeliruan tersebut merupakan tanggung jawab bank yang 

bersangkutan. 

e) Bank tidak melakukan ketentuan tentang bilyet giro kosong 

tersebut dapat dikenakan sanksi dalam ran& pembinaan dan 

pengawasan bank karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang 

berlaku. 

Penerbitan bilyet giro yang tidak ada atau yang kurang dananya dapat 

terjadi secara sengaja maupun tidak disengaja, apabila dilakukan dengan 

tidak sengaja maka penyelesaiannya dilakukan diantara penerbit dan 

pemegang itu sendiri secara kekelwgaan. Bank dalam ha1 ini hanya 

memberikan bantuan terhadap pihak yang dirugikan dengan m e m b e b  

surat keterangan penolakan kepada pernegang untuk ditemkan kepada 



penerbit, sehingga pemegang mempunyai bukti bahwa bilyet giro tersebut 

tidak syah dan tidak dapat digunakan. 

Sanksi yang dikenakan bagi penerbitan bilyet giro kosong memang 

hanya terbatas pada sanksi administratif, tapi sanksi tersebut dapat meningkat 

ke sanksi pidana manakala penerbitan bilyet giro kosong itu dilakukan 

dengan sengaja, karena ha1 ini berarti ada unsur penipuan dan bisa dituntut 

berdasarkan Pasal 378 KUHP. Penerapan pasal tersebut didasarkan pada 

perbuatan penerbit yang menerbitkan suatu bilyet giro sedangkan ia tidak 

mempunyai simpanan dana di bank yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan 

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 1 November 1975 

Nomor 1 33 K.1~511 975'44 yang isinya adalah; 

"bahwa seseorang yang meyerahkan bilyet giro padahal ia mengetahui 

bahwa ceWbilyet giro itu tidak ada dananya, perbuatanrrya merupakan tipu 

muslihat sebagaimuna teraktub dalam pasal3 78 KUHP. ". 

Berdasadcm keterangan dari banyak pihak, untuk menghindari 

terjadinya bilyet giro kosong, maka bank akan melakukan pemantauan 

rekening giro dan mengadakan pembinaan nasabah dengan kewajiban 

nasabah untuk membuat catatan mengenai keadaan keuangannya. Ketentuan 

mengenai kewajiban mempunyai catatan tentang keadaan keuangan tersebut 

setidaknya menjadi kekuatan bagi pemegang untuk melakukan perlawanan 

terhadap beberapa alasan, bahwa penerbit pada mulanya telah menunjukkan 

iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya terhadap pemegang dengan 

'*O Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1993, hlm 34. 



menyerahkan bilyet giro tetapi sebenarnya penerbit beriktikad tidak baik 

yaitu bermaksud untuk menerbitkan bilyet giro kosong. 

Terhadap nasabah giro yang telah dimasukkan daftar hitam karena 

telah menerbitkan bilyet giro kosong, maka Bank Indonesia akan melakukan 

pemeliharaan data cekhilyet giro kosong dengan cam; 

a) Penyimpanan Data 

Data nasabah yang telah direkam dalam _file daftar hitam disipan selama 

dua tahun dan setelah itu data tersebut hams dihapus. Data penyimpanan 

tersebut dimaksud sebelum dihapus hams dicetak terlebih dahulu untuk 

dishpan sebagai arsip sesuai jadwal retensi. 

b) Pembetulan Data 

Data nasabah yang telah tercaiat perlu diteliti kembali kebenaran 

penulisan nama, alamat dan yang lainnya 

(1) Nasabah yang tercatat dengan beberapa penulisan yang berbeda 

(nama, alamat, nomor rekening) setelah diteliti terbukti menunjllklran 

nasabah yang sama maka penulisan nama clan alamat disamakan. 

(2) Penulisan nasabah perorangan dengan gelarnya perlu dibetulkan 

rekaman natanya, dengan meletakkan gelar yang dimaksud 

dibelakang nama diri. 

(3) Penulisan nasabah yang berbentuk/berbadan hukum, seperti PT., CV., 

Fa, Yayasan, Koperasi perlu dibetulkan rekaman datanya dengan 

meletakkan bentuk hukum dimaksud dibelakang namanya. 



(4) Usaha-usaha yang lain yang berbentuk hukurn, perlu dilakukan 

pembetulan rekaman penulisannya. 

(5) Setiap ada pembetulanlpenambahan data nasabah hams dilakukan 

kembali proses penghitungan tiga kali. 

(6) Data yang telah dibetulkan, diteliti/diperiksa kebenarannya oleh 

editor data, kemudian dilakukan penguncian dengan kunci dan sandi 

(password) yang berlaku sebagai pengganti tanda tangan pada kartu. 

Apabila diperlukan, editor data dapat membuka kembali penguncian 

tersebut. 

c) Penyiangan Data 

Secara berkala dilakukan penyiangan data yang sudah tidak berpotensi 

masuk daftar hitam, yaitu yang tanggal penolakannya lebih dari enam 

bulan. Dilakukan setelah proses perhitungan tiga kali dan setelah 

penerbitan dafh hitam yang baru. 

d) Cadangan Data 

Data yang ada didalam databess (hard drive) harus direkam ulang ke 

databess yang lain (back up). Perekaman back up data harus dilakukan 

secara teratur. 

(1) Setiap kali ada penambahan atau pengurangan data 

(2) Setelah penerbitan daftar hitam (black list). 



C. Penyelesaian Hukum Apabila Pelanggaran atau Penyalahgunaan terjadi 

dalam Penggunaan Bilyet Giro 

Pasal2 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004, menyatakan bahwa 

satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah (Rp). Selain uang 

rupiah tersebut ada juga surat berharga lainnya adalah sebagai alat 

pembayaran yang sah di Indonesia, seperti halnya cek ataupun bilyet giro.14S 

Perdasarkan data bank Indonesia, menunjukkan sejak 2003 sampai 

dengan bulan Februari tahun ini (2008), tren penerbitan surat berharga yang 

berupa cek atau bilyet giro kosong terus mengalami peningkatan. Pada 2003 

terdapat sekitar 400.000 warkat atau 1,2 persen dari total perputaran kliring 

cek dan bilyet giro, atau secara nominal mencapai Rp 5 triliun.'& Pada 2005, 

norninalnya meningkat menjadi Rp 8,l triliun atau sekitar 0,7 persen dari 

total cek dan bilyet giro yang beredar pada bulan November 2006 data 

tersebut melonjak dengan tajarn. Selama November 2006 hingga Mei 2007, 

rata-rata penarikan cek kosong mencapai Rp 244,29 miliar per bulan, jauh di 

atas rata-rata selama periode Januari sampai dengan Oktober yang hanya Rp 

5,37 miliar per bulan. 

'" Dalam fungsinya sebagai alat pembaym yang sah, maka setiap perbuatan yang 
menggunakan uang atau swat W g a  lainnya mempunyai tujuan pembayaran atau ada 
suatu kewajiban yang harus dipenuhi, harus menggunakan seperti yang disebutkan, kecuali 
ditetapkan secara lain. Demikian juga setiap orang atau badan yang berada di wilayah 
Indonesia dilarang menolak untuk menerimanya yang penyerahannya dimaksudkan sebagai 
pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang atau sesuatu yang 
bernilai dengan uang. 

14' hffp://www.hUkumonline.com. 



Sementara itu, rata-rata penarikan bilyet giro kosong melonjak dari Rp 

27,23 miliar per bulan menjadi Rp 569,25 miliar.14' Data itu menunjukkan 

bahwa pada 2006 Porsinya meningkat menjadi sebesar 1,25 persen atau 

setara dengan Rp 8,8 triliun. Sejak bulan Januari sampai dengan Mei 2007, 

besar cek dan bilyet giro kosong yang beredar mencapai Rp 3,7 triliun atau 

sekitar 1,03 persen dari total cek atau bilyet giro yang beredar. 

Pada hakekatnya, tidak selamanya perjanjian yang ada dapat 

dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh 

pihak bank dan para nasabahnya, salah satu penyebab adanya pelanggaran 

atau penyalahgunaan adalah karena adanya kelalaian dan wanprestasi yang 

dilakukan oleh salah satu pihak dalam kesepakatan yang ada. Di dalam 

praktiknya, penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran semakin 

meningkat sejalan dengan perkembangan dalam dunia bisnis dan 

perdagangan. Narnun peningkatan tersebut juga dibarengi dengan 

bertambahnya praktik dalam penggunaan bilyet giro yang tidak sesuai 

dengan peraturan yang ada, misalnya mengenai pembatalan bilyet giro 

sebelum waktunya, bilyet giro kosong, pemalsuan lembaran, pemanfkatan 

.oleh pihak-pihak yang b-eriktht tidak baik. 

Masalah yang dihadapai masyarakat dalam menggunakan alat 

pembayaran khususnya tentang penyalahgunaan ataupun pelanggaran cek 

.danlatau bilyet giro seperti daiam kasus pada bab sebelumnya yaitu kasus 

penipuan yang merugikan banyak orang yang dilakukan oleh Andi Winata dan 

14' Ibid 



kerugian akibat kelakuannya hampir satu milliar rupiah, dia adalah sebagai 

tergugat sedangkan sebagai penggungat I yakni Johanus Enggarso dan Randi 

sebagai penggungat 11. Kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan 

penanganan Kepolisian Daerah Semarang dan masih dalam penyelesaian 

Pengadilan Negeri setempat, saat ini yang penulis dengar agenda dari 

pengadilan kasus tersebut adalah pembuktian dan mendengarkan keterangan 

dari beberapa saksi. 

Selma ini penyalahgunaan dan pelanggaran bilyet giro dalam 

penyelesaiannya dengan menggunakan jalur non litigasi yakni diluar jalur 

pengadilan dengan kata lain diselesaikan dengan jalan kekeluargaan untuk 

mencapai kesepakatan (jalan perdamaian) antam pihak pemegang dan 

penerbit bilyet giro, setelah dikembalikan oleh pihak bank yang menyatakan 

bilyet giro tersebut ternyata kosong yang disertai dengan surat keterangan 

penolakan (SKP). Hal ini seperti ini sering dilakukan karena aspek 

kerahasiaanya adanya sengketa lebih terjaga, antara bank dan para nasabah 

bahkan masyarakat sama-sama tidak menginginkan mengetahui adanya 

sengketa kecuali sengketa yang dilakukan salah satu nasabah benar-benar 

merugkan pihak lain atau pihak pabankan sehingga jalur hukum atau 

pengadilanlah yang lebih baik. 

Bilyet giro selama ini adalah sebagai salah satu alat pembayaran gird 

di Indonesia, penggunaan bilyet giro dalam pelaksanaannya menghadapi 

banyak hambatan yang dilakukan oleh orang yang beriktikad tidak baik dan 

tidak jujur. Hal ini yang akan dapat mengakibatkan semakin enggannya 



masyarakat menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran. Hambatan- 

hambatan tersebut diantaranya adalah; 

1. Kurang tegasnya peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. 

Hal ini menyangkut mengenai sanksi yang kurang tegas yaitu berupa 

sanksi administratif, yang terbatas hanya terhadap penarikan bilyet giro 

kosong. Kenyataan ini mengakibatkan semakin beraninya orang-orang 

yang beriktikad tidak baik untuk menyalahgunakan bilyet giro tersebut 

dan akan merebaknya kasus-kasus yang lain dari permulaan bilyet giro 

kosong. Dari hasil investigasi, jika terjadi perselisihan dikemudian hari 

yang kemudian berlanjut dan berakhir di pengadilan maka pihak bank 

dan Bank Indonesia dan pihak perbankan yang terkait sudah tidak 

terlibat dalam hal ini, artinya perselisihan tersebut harus diselesaikan 

sendiri antara para pihak yang terlibat yakni pihak penerbit dan pihak 

pemegang. 14* 

2. Tindakan para pihak dalam bilyet giro yang menyalahi ketentuan yang 

berlaku. Dalam praktik sehari-hari banyak dijumpai kasus bilyet giro 

kosong yang mengakibatkan karena adanya tindakan spekulasi dari 

penarik. Tindakan ini merupakan tindakan dari penarik yang 

mengharapkan dapat memperoleh dana untuk membayar bilyet giro 

pada tanggal efektif atau penerbit memang sengaja beriktikad tidak 

baik dengan menerbitkan bilyet giro yang tidak dananya Tindakan 

spekulatif lainnya yaitu tindakan penerbWpenarik yang 

http//m~le.wordpres.~~m/bank-&php 9 April 2007,23.45. 



menggantungkan diperolehnya dana pada bilyet giro yang sedang 

ditagihnya untuk membayar bilyet giro yang ia terbitkan ternyata 

kosong atau tidak ada dananya, tindakan ini dilcenal dengau sebutan 

cross clearing. 149 

3. Disamping itu juga sering ditemui dalarn praktik perbankan, penerbit 

yang telah ditutup rekeningnya oleh pihak bank tetapi tidak mau 

menyerahkan sisa buku bilyet giro yang masih ada padanya sehingga 

memungkinkan beredarnya kembali bilyet giro k o ~ o n ~ . ' ~ ~  Selain 

tindakau ini, hal lain dalam penggunaan bilyet giro adalah tindakan 

pemegang yang mempunyai iktikad tidak baik seperti tindakan 

mernalsukan bilyet giro baik warkat maupun isinya. Hambatan ini 

dialami karena sering terjadi kesalahan administratif baik terhadap 

rekening ataupun dalam pelaksanaan pemindahbdcuan yang dilakukan 

oleh pihak bank. 15' Hal ini pemah terjadi pada salah seorang nasabah 

pada waktu gempa bumi yang menimpa Jodakarta beberapa tahun 

sebe1umnYa.'" 

'49http://www.bi.go.idmsmbiweb/idsejaraharah~ntent.asp?id=24. 9 April 2007,23.45. 
lm h t t p / / w w w . ~ a n d i r i . g o . i d / / a r t i c l e / ~  
lS1 Ibid 
lS2 Direktur Manager PO. Padi Mas Travel dan Nasabah BPD Jogjakarta ah Sobirin. 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dan dipaparkan sebelurnnya dari 

masing-masing bab, ada beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dan saran 

untuk menjelaskan mengenai "Kewajiban Bank terhadap Penggunaan Bilyet 

Giro sebagai Sarana Bukti Pembayaran": 

1. Bilyet giro mempunyai banyak manfaat, yaitu bagi nasabah giro, bank, 

masyarakat. Bagi penerima atau pemegang bilyet giro juga mempunyai 

tujuan, yaitu dapat menunjang kelancaran aktifitas bisnis masyarakat 

Indonesia serta ikut membatasi uang cash yang beredar dalam masyarakat, 

disamping itu juga transaksi bisnis semakin mudah dengan tersedianya 

berbagai fasilitas dari perbankan, yang saat ini bisa dilakukan dengan 

online. Mengingat bilyet giro tersebut adalah produk dari perbankan maka 

pelaksanaan penggunaan bilyet giro sebagai sarana pembayaran pada 

suatu bank, yang dilakukan oleh nasabah/masyarakat sehingga nasabah 

yang memiliki rekening giro lebih menyukai produk ini sebagai sarana 

bukti pembayaran, dan hampir sebagian besar transaksi yang 

dilakukannya, karena mereka memandang produk ini lebih nyarnan 

dibanding dengan cek ataupun alat pembayaran lainnya. 



2. Pihak perbankan dalam mengatasi berbagai pelanggaran atau 

penyalahgunaan dalam penggunaan bilyet giro atau yang tidak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku maka pihak perbankan lewat Bank 

Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang bilyet giro dengan tujuan 

memberikan perlindungan hukum bagi penerbit ataupun pemegang, 

selama ini banyak yang melakukan kecurangan baik yang dilakukan oleh 

pemegang ataupun penerbit yang mempunyai iktikad tidak baik demi 

kepentingan sendiri. Peraturan yang terakhir keluar adalah SEBI No. 

28/32/UPG pada tanggal 4 Juli 1995 yang diharapkan dapat memberikan 

jaminan kepastian hukum demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia. 

Peraturan tersebut dalam ketentuannya sudah merujuk. pada peraturan 

tentang wesel dan cek yang diatur dalam KUHD sehingga jika terjadi 

perbuatan pelanggaran oleh nasabah dalam menggunakan bilyet giro maka 

akan dikenakan sanksi administratif dan dapat dipergunakan beberapa 

Pasal dalam kitab undang-undang hukurn dagang (KUHD) dan kitab 

undang-undang hukum pidana (KUHP) untuk menyelesaikannya apabila 

penyalahgunaan atau pelanggaran tersebut berlebihan. 

B. Saran 

Ketentuan tentang swat berharga yang ada di KUHD, khususnya tentang 

cek dan bilyet giro, memang sudah tidak memadai lagi. Perlu dilakukan 

pembaharuan, jika kita telah berhasil melahirkan undang-undang tentang 



perseman terbatas, tentang perbankan, tentang pasar modal, tentang kepailitan, 

maka sekarang hams bekerja keras untuk melahirkan undang-undang tentang 

surat berharga yang baru. Perbankan di seluruh Indonesia perlu di back-up oleh 

bank sentral (Bank Indonesia). UU No. 10 Tahun 1998 sebagai revisi atas UU 

No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ini perlu ditinjau kembali, mengingat 

dewasa ini semakin tumbuh dan berkembangnya iklim perekonomian yang 

berbasis perdagangan, karena tingginya motivasi dan potensi masyarakat 

Indonesia terhadap ha1 tersebut, maka diperlukan perangkat peraturan 

perundang-undangan tersendiri untuk perbankan di Indonesia 

Dengan keluarnya surat edaran bank Indonesia (SEBI) No. 23132iUPG 

dirasakan memang lebih bisa mengatasi berbagai peIanggaran terhadap 

penggunaan bilyet giro, narnun tidak menutup kemungkinan kejadian 

pelanggaran akan timbul lebih banyak lagi. Dalarn melaksanakan bilyet giro, 

pihak pemegang sering menderita kerugian akibat tindakan spekulasi dari 

penerbit, untuk itu bagi pemeganglpenerirna bilyet giro sebaiknya memeriksa 

terlebii dahulu sebelum menerima bilyet giro dari penerbit, apakah penerbit 

mempunyai cukup dana atau tidak, ha1 ini untuk menghindari pelanggaran dan 

penyalahgunaan alat pembayaran khususnya bilyet giro. 
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SYARATIKETENTUAN MENGENAI 
HUBUNGAN REKENING KORAN 

PADA 
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK 

(SELANJUTNYA DISEBUT 'LBANK") 

HAK DAN KEWAJIBAN GIRAN DAN BANK 

1. Bank bersedia merr~buka rekening baik atas nama Perorangan, atas nama Penrsahaan 
ataupun atas nama Rekening Gabungan yang selanjutnya disebut GIRAN. Atas 
pern bukaan rekening tersebut, GlRAN wajib mematuhi syarauketentuan ini. Rekening 
yang dibuka tersebut baru berlaku efektif bila GlRAN telah melakukan penyetoran pertama 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank. Kepada GlRAN perorangan secara 
otomatis diberi kartu ATM BNI yang disebut "BNI CARD sebagai sarana penarikan di 
ATM yang wajib memenuhi syarauketentuan ini. 

2. Untuk membuka rekening gabungan (joint account), GlRAN wajib menandatangani "Surat 
Perjanjian Pembukaan Rekening Gabungan (ioinf account)", yang merupakan lampiran 
dan bagian yang tidak terpisahkan dari syarauketentuan ini. 

3. Pengambilan uang tunai dapat dilakukan dengan memakai cek dadatau memakai BNI 
CARD, dan untuk perintah pemindahan uang atas beban rekening GIRAN dapat dilakukan 
dengan menyerahkan bilyet giro, atau dengan surat perintah biasa. 

4. Dalam menggunakan sarana BNI CARD GIRAN diberikan PIN (Personal Idmtif'ication 
Number) yang merupakan nomor rahasia yang 'hanya diketahui oleh GIRAN. Dalam 
menggunakan sarana cek/bilyet giro untuk melakukan pengambilan, GIRAN h a m  mengisi 
ceidbilyet giro sedemikian rupa sehingga tidak mudah ditiruldipalsukan, jumlah uangnya 
harus ditulis sedernikian rupa sehingga tidak mungkin diadakan perubahanlpenambahan 
huruf dan angka. Jika jumlah-jumlah dalam huruf dan angka tidak cocok, .maka warkat lalu 
lintas pembayaran giral tersebut ditolak pem bayarannya. Penggunaan data dengan 
menggunakan cheque wiifer dianggap tidak ada dan Bank t i a k  akan mengindahkannya. 
Akibat yang timbul atas kelalaian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab GIRAN. 

5. Buku-buku ceWbilyet giro yang dikeluarkan oleh Bank hanya boleh dipergunakan untuk 
keperluan GlRAN sendiri dan GIRAN bertanggung jawab penuh terhadap pemakaian dan 
akibatnya oleh orang-orarlg yang tidak berhak 

6. Jika BNI CARD, atau ceklbilyet giro hilang, haka GIRAN diwajibkan : 
- memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan rnenyebutkan nomor-nomomya 
- melampirkan surat keterangan dari pihak Kepolisian setempat, bahwa kejadian 

kehilangan tersebut telah dilaporkannya, 
Bank akan mencatat hal-ha1 tersebut dan tidak bertanggung jawab atas pembayarannya. 

7. GIRAN wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai ceklbilyet giro, 
antara lain mengenai penandatanganan cekbilyet giro, pelunasan bea meterai, serta 
penarikan cekbilyet giro. 

8. GI RAN waji b meng informasi kan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara 
lain nama, alamat, nomor telepon dadatau NPWP. 

9. Apabila terjadi kesalahan pengkreditan dana oleh Bank, maka Bank berhak mendebet 
kembali dana tersebut dari rekening GIRAN. 



10. GIRAN wajib mengembalikan dana yang telah djambil yang berasal dari kesalahan 
pengkreditan atau kelebihan pembayaran oleh Bank. 

1 1. Dalam ha1 terjadi sengketa yang berkaitan dengan kepernilikan rekening giro, maka Bank 
berhak memblokir atau menolak setiap transaksi atas rekening tersebut atau melakukan 
tindakan lain yang dianggap perlu oleh Bank sesuai ketentuan yang berlaku sampai ada 
kepastian hukum mengenai pemilik rekening giro yang sebenarnya. 

12. Giran wajib mengembalikan sisa blanko Cek danlatau Bilyet Giro kepada Bank j i b  hak 
penggunaan Cek danlatau Bilyet Gironya dibekukan, identitas Giran dicantumkan dalam 
Daftar Hitam Nasional, atau Rekening Giro ditutup atas permintaan sendiri. 

PENYETORAN, PENGAMBILAN DAN PEMINDAHAN 

13. Yang dirnaksud dengan DANA hanyalah saldo kredit dari rekening giro atas mana 
ceklbilyet giro tersebut ditarik dadatau fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank 

14. GIRAN bertanggung jawab terhadap penarikan cewbilyet giro termasuk blanko ceklbilyet 
giro yang diperoleh dari Bank 

15. Penyetoran, pengambilan dan pemindahan dana keldari rekening GlRAN dapat dilakukan 
pada hari-hari kerja dimana rekening itu berjalan aktif atau pada Bank ditempat lain sejauh 
sarana untuk pelaksanaan ha1 tersebut memungkinkan. Penyetoran selain dari uang tunai 
yang dikreditkan ke dalarn rekening GIRAN, baru dianggap berlaku setelah dananya 
telah diterima oleh Bank. 

16. Jika GIRAN selain mempunyai rekening giro juga mempunyai rekening pinjaman atas 
namanya, maka reker~ing pinjaman tersebut rnerupakan bagian dari keseluruhannya. 

17. Suatu cek yang disemhkan kepada Bank untuk dibayar sebelum tanggal cek itu, harus 
dianggap seolahlolah mempunyai tanggal hari itu, artinya pernberian tanggal mundur 
pada cek tidak berlaku. 

18. Bunga, provisi, biaya pembelian buku ceklbilyet giro, materai, biaya pemeliharaan 
rekening dan biaya lain-lain yang berkaitan dengan rekening koran GlRAN menjadi beban 
GIRAN. Ketentuan mengenai bunga, provisi dan biaya-biaya lain tersebut akan 
diinformasikan melalui kantor-kantor cabang. 

JASA G I RO 

19. Bank mernberikan jasa giro yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
yang ditetapkan menurut perkembangan pasar. Jasa giro diberikan setiap bulan dan 
diperhitungkan berdasarkan saldo rata-rata harian dalam satu bulan takwim dan akan 
dikreditkan langsung pada rekening giro GIRAN. Khusus untuk rekening giro Pemerintah, 
jasa giro yang diberikan oleh Bank akan dikreditkan langsung kepada rekening Kas 
Negara. 

20. Meskipun rekening giro GlRAlU diblokir atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan atau 
berdasarkan Putusan Hakim dalam suatu perkara atau peristiwe lain yang menyangkut 
GIRAN, rekening giro yang diblokir tersebut tetap dibetikan jasa giro. 



LAPORAN SALDO REKENING KORAN 

21. Bank akan menebitkan mutasi rekening koran giro setiap bulan. Apabila ada sanggahan 
atas segala sesuatu yang termuat dalam rekening koran tersebut hams dilakukan dalam 
waktu 14 hari setelah rekening koran tersebut diterima. Bank berwenang untuk melakukan 
koreksi terhadap mutasi dan saldo rekening bila terjadi kekeliruan pernbukuan oleh Bank 

PENGHENTIAN HUBUNGAhl REKENING KORAN 

22. GlRAN wajib memelihara saldo minimal dalam rekening yang besamya sesuai dengan 
yang ditentukan oleh Bank. .lika saldo rata-rata harian selama satu bulan menunjukkan 
jumlah dibawah saldo minimal, kepada GlRAN pada akhir bulan dikenakan denda yang 
besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila rekening bersaldo nihil selama 6 
bulan berturut-turut maka secara sistem rekening akan ditutup. 

23. GlRAN berhak untuk menutup rekening korannya dengan terlebih dahulu memberitahukan 
secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 24 jam sebelum penutupan rekening 
tersebut dan terhadap GlRAN akan dikenakan biaya administrasi. Bilamana rekening 
koran ditutup maka GlRAN wajib rnenyerahkan kembali buku-buku cek/bilyet giro yang 
rnasih ada pada GlRAN kepada Bank dalam waktu selarnbat-lambatnya tiga hari terhitung 
sejak tanggal penutupan tersebut. 

24. Apabila rekening telah ditutup, maka ceWbilyet giro yang masih beredar tidak dapat 
di bayarkan oleh Bank. 

25. Apabila pada penghentian suatu rekening bakinya menunjukkan sisa hutang pada Bar/& - maka Bank berdasarkan buMi-bukti yang ada pada Bank berhak rnenetapkan jumlah 
tagihannya berupa hutang pokok, bunga, propisi dan ongkos-ongkos lain dan akan 
memperhitungkan jumlah tersebut dengan hasil penjualan barang jarninan yang ada. 
Apabila hasil penjualan barang jaminan tersebut mekbihi jumlah kewajiban GIRAN, 
maka Bank wajib mengembalikan kelebihan tersebut 

26. Apabila sesudah penghentian rekening koran masih terdapat transaksi berkala yang 
masih berjalan atau perjanjian-perjanjian lain atau hutang-hutang lainnya yang dibuat 
Bank atas nama GlRAN dan baru kemudian dapat diselesaikan, maka atas permintaan 
Bank GlRAN harus memberi jaminan sejumlah yang telah ditetapkan oleh Bank atau Bank 
berhak menahan sejumlah saldo ji ka G IRAN tidak memenuhi permintaan tersebut dalam 
waktu yang ditentukan. Apabila GlRAN tidak memenuhi permintaan tersebut dalam waktu 
yang ditentukan, maka GlRAN bertanggung jawab atas segala kekurangan yang mungkin 
timbul karenanya. 

PENARIKAN CEK KOSONG 

27. GlRAlV tidak diperkenankan melakukan penarikan cek/bilyet giro yang tidak ada dananya 
atau dananya tidak cukup dengan alasan apapun. 

28. Apabila Giran menarik cektbilyet giro yang tidak ada dananya atau dananya tidak cukup atau 
Giran telah menarik cekJbilyet giro kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar afau Mjh 
dengan nihi nominal masing-masing di bawh Rp. 500.000.000,- (fjma rahrs juta rupiah) 
pada Bank dalam jangka waMu 6 (enam) bulan atau ? (satu) lembar dengan niki m i n a l  
Rp. 500.000.000,- (lima mkrs juta rupiah) atau Mih ,  maka Bank akan melaporkan kepada 
Bank Indonesia tentang tindakan Giran tersebut. Selanjutnya Giran dikenakan sanksi 
pernbekuan hak penggunaan cek/bilyet gironya danjatau dicantumkan identitasnya dalarn 
Daftar Hitam Nasional. Buku-buku ceklbilyet giro yang masih ada pada Giran harus segera 
dikembalikan kepada Bank 



29. Sanksi pembekuan hak penggunaan cekhilyet giro berlaku juga apabila identitas Giran 
dicanturnkan dalam Daftar Hitarn Nasional oleh bank lain. 

30. Terhadap sernua ceWbilyet giro yang ditolak karena ketidak-cukupan dana akan 
disarnpaikan kepada Giran melalui surat pemberitahuan dan akan dilaporkan kepada Bank 
Indonesia. 

31. Apabila dalam masa pengenaan sanksi Daftar Hitam Nasional sebagaimana diatur pada 
butir 28 dan butir 29, GlRAN rnelakukan lagi penarikan 1 (satu) lembar atau lebih 
ceklbilyet giro kosong maka Bank akan rnenutup rekening Giro GIRAN. Penutupan 
dimaksud tidak berlaku bagi cekhilyet giro kosong yang bersumber dari rekening 
pinjaman. 

32. Dalam ha1 rekening Giro GlRAN dituhrp dan terdapat ceklbilyet giro yang masih beredar 
rnaka Bank akan rnembuka rekening khusus untuk menampung penyediaan dana untuk 
penyelesaian kewajiban atas pembayaran ceWbilyet giro yang masih beredar tersebut. 

33. Bank akan rnenutup rekening khusus jika kewajiban terhadap S ~ I U N ~  ceklbilyet giro yang 
masih beredar telah diselesaikan oleh GIRAN. 

34. GIRAN dapat rnelakukan permohonan pernbatalan penarikan ceklbilyet giro kosong 
kepada Bank jika kewajiban atas penarikan cekhilyet giro kosong tersebut telah 
diselesaikan oleh GIRAN dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal 
penolakan. Giran wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan 
ceklbilyet giro kosong kepada Bank 

35. Khusus untuk rekening gabungan (joint account), rnaka : 

a. Dalam ha1 salah satu atau lebih anggota GlRAN yang membentuk rekening gabungan 
rnelakukan penarikan ceklbilyet giro kosong yang bersumber dari rekening gabungan 
atau dari rekening pribadi anggota GlRAN sebagaimana diatur pada butir 28 di atas 
atau identitas salah satu atau seluruh GlRAN yang membentuk rekening gabungan 
tercantum dalarn Daftar Hitarn Nasional pada bank lain sebagaimana diatur pada butir 
29 di atas, maka Bank akan membekukan hak penggunaan ceklbilyet giro seluruh 
Rekening Gabungan maupun Rekening Pribadi anggota GlRAN pada Bank. 

b. Dalarn ha1 salah satu atau lebih GlRAN yang mernbentuk rekening gabungan 
rnelakukan lagi penarikan 1 (satu) lembar atau lebih cektbilyet giro kosong yang 
bersumber dari rekening gabungan atau dari rekening pribadi anggota GIRAN 
sebagaimana diatur pada butir 31 di atas, maka Bank akan menutup seluruh Rekening 
Gabungan yang dirniliki oleh salah satu dan atau seluruh GlRAN yang membentuk 
rekening gabungan dan Rekening Pribadi anggota GlRAN pada Bank 

36. GlRAN rnernbebaskan Bank dari segala tuntutan hukurn dan tanggung jawab yang timbul 
akibat penolakan cekhilyet giro kosong yang dilakukan GIRAN. 

AHLl WARIS 

37. Apabila GlRAN meninggal dunia, maka ahli waris GlRAN wajib rnenyerahkan kepada 
Bank suatu Surat Kernatian dan Surat KeteranganKetetapan Ahli Waris yang 
dikeluarkanldisahkan oleh pejabatlinstansi yang berwenang sesuai ketentuan yang 
berlaku, agar Bank dapat meneliti siapa yang berhak sebagai ahli waris GIRAN. 



TAIVDA TANGAN 

38. Contoh tandatangan yang berlaku hanya yang tersimpan pada Bank serta petunjuk- 
petunjuk umum yang menetapkan berlakunya tandatangan tersebut. 

FORCE MALIEURE 

39. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh keadaan memaksa 
("Force Majeure") termasuk namun tidak terbatas pada perintah dan tindakan kekrasan 
atau bersenjata, pemogokan ke j a  atau gangguan perburuhan, kebakaian, kerusuhan 
massa, sabotase, bencana alam, gangguan operasional, perubahan kebijakaniperaturan 
pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

DOM ISlLl 

40. Bila tidak diperjanjikan lain, maka setiap GlRAN memilih sebagai alamat untuk segala 
urusan dengan Bank di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mempunyai 
yurisdiksi atas Kantor Bank, dimana GlRAN telah membuka rekeningnya dan yang berlaku 
Hukum Indonesia. 

LAIN-LAIN 

41. Bank berhak merr~bekukan hak penggunaan cekhilyet giro dan atau menutup rekening 
Girc GlRAN atas pertimbangan internal bank, meskipun GlRAN t i a k  dicantumkan dalam 
DaRar Hitam Nasional. GlRAN tidak dapat menuntut Bank atas pembekuan hak 
penggunaan cekhilyet giro atau penutupan rekening Giro tersebut dengan alasan apapun. 

PASAL PENUTUP 

Giran wajib mematuhi dan memahami ketentuan yang berlaku mengenai cek, bilyet giro 
atau sarana perintah pembayaran lainnya, sehingga akibat hukum atas 
penarikanfpenerbitan warkat-warkat tersebut menjadi tanggung jawab GIRAN. 

Demikianlah Saya/kami yang bertandatangan dibawah ini rnemahamifmenyet~lj~~i dan 
berjanji mengikatkan diri terhadap syarat/ketentuan yang sebagaimana tersebut di atas 
tanpa pengecualian. 

Diketahui oleh: 

(Pimpinan Bank) 

Meterai 

(Tandatangan dan nama lengkap 
Pemegang Rekening) 

Keterangan : 
1. Naskah perjanjian ini minimal dibuat dalam ............ (............. ) rangkap (sesuai 

kebutuhan). 
2. Lembar-lembar tersebut dibubuhi meterai. 
3. Lembar kesatu (Asli) diperuntukkan bagi Bank sedangkan lembar-lembar berikutnya 

bagi yang bersangkutan (sesuai kebutuhan). 
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BAN KMANUIK 
..- a *b 

PTBANK MANDIRI (PERSERO) ~ b k .  

No. CIF ............................................ 
Cabang : ................................................................. Nomor Rekening : ........................................... 
Nama : ............................ ......................... ...................................................... :. 
Alamat : ............................................................................................................................................................. 

Dengan ini, sayalkami selaku Penabung menyatakan tunduk dan mentaati semua ketentuan yang berlaku d i  PT Bank 
Mandiri (Persero), Tbk yang selanjutnya disebut Bank Mandiri, termasuk namun tidak terbatas pada Syarat-syarat 
Umum Pemegang Rekening Bank dan syarat-syarat lain sebagai berikut : 

f. Biaya di atas dibebankan langsung kepada rekening 
Penabung pada saat kejadian atau pada setiap akhir 
bulan dan besamva ditetapkan oleh Bank Mandin'. 

~etentuan 

1.Penyetoran 
a. Penyetoran dilakukan pada saat kas buka pada sernua 

cabang Bank Mandiri. - 
b. Setoran pertama dan selanjutnya minimal sebesar 

saldo yang ditetapkan Bank Mandiri. 
c. Penyetoran dapat dilakukan dalarn bentuk tunai, 

pernindahbukuan, warkat Bank dan atau warkat kliring. 
d. Penyetoran dapat dilakukan dengan atau tanpa 

disertai buku Tabungan. 
2.Penarikan 

a. Penabung Yayasan hanya dapat rnelakukan transaksi 
penarikan di Caban Pengelola 

b. Penarikan dengan 8urat Kuasa hanya dapat dilakukan 
di Cabang Pengelola. 

c. Babs penarikan tunai dan non tunai dengan surat kuasa 
(tanpa hak substitusi) sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan Bank Mandiri yailu : 
1) Hanya diperbolehkan 1 kali lransaksi dalam sehari. 
2) Membawa Buku dan ataul Mandiri 

serta asli kartu identitas diri penerima dan pemberi 
kuasa 

d. untuk penabung Yayasan penarikan dapat dilakukan 
dengan Surat W.sa dengan syarat Surat Kuasa pada 
saal pembukaan rekening diberikan oleh Pengurus 

dengan eak substitusi atau pengel0laan 
Rekening dilakukan sendiri oleh Pengums Yayasan. 

e, penarikan tuns dan tunai dengan ~ ~ ~ d i r i  
sesuai to~.penarikan per hari yang ditetapkan oleh 
Bank Mandiri. 

3.Perhltungan Bunga 
a. Tingkat bunga Tabungan, ditentukan oleh Bank 

Mandiri dan apabila terdapat perubahan akan 
diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan 
cara yang ditebpkan oleh Bank Mandiri. 

b. Bunga dihitung berdasarkan saldo harian. 
diperhitungkan pada setiap akhir bulan dan akan 
ditarnbahkan ke rekening Penabung pada akhir bulan 
yang sarna. 

c. Terhadap bunga Tabungan dikenakan Pajak 
Penghasilan (PPh), sesuai dengan Peraturan Yang 
Berlaku. 

4:dkya 
a. Biaya adrninistrasi dibebankan setiap bulan. 
b..%utupan rekening. 
c. Biaya penggantian buku Tabungan karena hilang 
d. Biaya penggantian buku Tabungan karena msak 
e. Rekening Tabungan yang rnernpunyai saldo di bawah 

minimum dikenakan biaya saldo minimum per bulan. 

1 1 g.Biaya adrninistrai transaksi di ATM jaringan lain. 
h.Biava ~enaaantian kartu ATM karena hilandmsak. 

Syarat Khusus 

1. Tabungan diperuntukkan bagi Penabung Perorangan 
atau Yayasan. 

2. Sebagai bukti kepemilikan. Bank Mandiri (cabang 
pengelola)wajib menerbffkan : 
a.Buku Tabungan dan Kartu Mandiri untuk Penabung 

Pemrangan. 
b.Buku Tabungan untuk Penabung Yayasan.' 

3. Atas setiap rekening Tabungan Mandiri perorangan 
hanya diberikan satu Kartu Mandiri. 

4. Penabung Yayasan tidak diberikan fasilitas e-Banking 
dan Kartu blandiri. 

5. Bank Mandiri dilarang menerirna titipan buku 
Tabwan. 

6. Apabila terdapat perbedaan saldo antara buku 
Tabungan dengan said0 Yang tercatat pads 
adrninistrasi Bank Mandiri, maka yang dipergunakan 
adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank 
Mandiri, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. 

7. Bank Mandiri dibebaskan dari segala tuntutan ban 
kerugian yang timbul karena kehilanganlpernalsuan 
danlatau penyalahgynaan buku Tabungan dan atau 
Kartu Mandiri, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. 

*. Dalarn buku Tabungan hilang : 

a . ~ ~ ~ ~ { ~ ~ e l a p o r k a n  secara lisan ke Call 
Mandirilcabang pengelola, Selanjutnya penabung 
wajib melaporkan secara tertulis kepada Cabang 
Pengelola dilengkapi 'dengan surat keterangan 
kehilangan dari Kepolisian, Rekening 
tersebut harus ditutup dan dibukakan dengan 
nornor rekening Tabungan baru. 

b , ~ ~ ~ ~  N ~ ~ ~ "  : 
Penabung rnelaporkan secara lisan ke Cabang 
Luar Negeri atau Liaison Officer untuk proses 
pernblokiran. Selanjutnya Penabung wajib 
melaporkan secara tertulis kepada Cabang Luar 
Negeri yang dilengkapi dengan surat pernyataan 
kehilangan dari Penabung. Rekening Tabungan 
tersebut harus ditutup dan dibukakan dengan 
noror rekening Tabungan bam. 

9. Dalarn ha1 buku yang telah dilaporkan hilang 
diternukan kembali, Penabung harus datang ke 
cabang penerima laporan atau Cabang Pengelola 
dengan membuat surat pernyataan bahwa buku telah 
ditemukan tanpa dilarnpiri bukti kehilangan dari 
Kepolisian. 

10. Dalam ha1 Kartu Mandin hilang : 
Penabung rnelaporkan secara lisan ke Call Mandiri, 
Cabang terdekat. Cabang Pengelola, Cabang Luar 

I i. ~ i & a  matehi sesuai ketentuan vans bertaiu . - I 5. Penhantlan Buku Tabungan 
Pengsanlian buku Tabungan hanya dapat dilakukan di 

I Cabins Pengelola I 6. ~emb6klran dan Penutupan 
Pernblokiran rekenina Tabunaan Mandiri dilakukan oleh 

. Bank Mandiri atas pk in taan  : 
a.Pernilik Rekening atau 
b.Pejabat instansi yan benvenang atau 
c.Pertimbangan ~ankhandir i  
Penutupan rekening Tabungan Mandiri dilakukan oleh 
Bank Mandiri atas permintaan : 
a.Pemilik Rekening atau 
b.Pejabat lnstansi yan benvenang atau 
c. Pertimbangan ~ankhandiri. 
Penutupan Tabungan hanya dapat dilakukan di cabang 
pengelola. 

7. Fasllitas lain 
a.Tabungan dapat dirnanfaatkan untuk pembayaran 

tagihan-tagihan rutin secara otomatis dan fasilitas 
lain yang akan ditetapkan oleh Bank Mandiri. 

b.Penarikan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 
dapat dilakukan di ATM yang berlogo ATM Mandiri 
dan logo lain sesuai dengan yang tercantum didalam 
kartu ATM Mandiri. 

c.Dapat melakukan transaksi 'di merchant yang &rlogo 
Jaringan Kartu International yang bekerja sarna 
dengan Bank Mandiri. 

d.Penabung dapat menggunakan fasilitas SMS ~anki'ng 
Mandiri (hanya yang rnenggunakan operator Indonesia 
bagi Penabung Luar Negeri), I ternet Banking Mandiri. 
Call Mandiri (Penabung ~ a d m  Negeri) danlain-lain 
yang bertaku pada Bank Mandiri. ,.,. 

e.Fasilitas Sweep on LinelTransweep. . ' 
f. Penabung diperbolehkan memindahkan rekening 

tabungannya ke Cabang yang lain tanpa mengubah 
nomor rekening. 

g.Transaksi melalui Kartu MandirilATM Mandiri. SMS 
Banking Mandiri, Internet Banking Mandiri dan Call 
Mandiri berlaku Ketentuan dan Syarat Layanan Bank 
Mandiri 24 jam. 

Negeri atau Liaison Officer untuk proses 
pernblokiran. 

11. Penerbitan buku Tabungan tidak dikenakan biaya. 
sedangkan penggantian buku yang hilang atau 
rusak karena kesalahan Penabung, dikenakan 
biaya sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri. 

12. Setiap penutupan rekening harus didasarkan pada 
perrnohonan Penabung, kecuali penutupan karena : 
a.Saldo nihil. 
b.Tabungan Pasif dengan saldo nihil 
c.Alasan lain atas pertimbangan Bank Mandiri 

13. Jika Penabung perorangan rneninggal dunia, maka 
saldo Tabungan akan dibayarkan kepada ahli 
warisnya yang sah sesuai ketentuan Bank Mandiri. 

14. Apabila ada pembahan Narna. Alarnat, Tanda Tangan, 
Anggaran Dasar, Susunan Pengurus dan 
Kewenangannya, izin-izin yayasan dan Kuasa dari 
Penabung, Penabung diwajibkan untuk 
memberitahukan kepada Cabang Pengelola. 
Perubahan tersebut berlaku efektif setelah 
diterimanya pernberitahuan secara tertulis yang 
disertai dengan bukti pendukung dari Penabuyg 
kepada Bank Mandiri. I. 

15. Dalam ha1 terjadi pergantian pengurus. yayasa6 
harws rnernberitahukan dan menyerahkan kepada 
Bank Mandiri : 
a.Pembahan Anggaran Dasar yang terakhir. 
b.Daftar susunan oembina. oenaurus dan . .  " 

pengawas yang terbaru sesuai dengan 
perubahpn Anggaran Dasar yang terakhir. 

c.Tanda ter imypember i tahuan Perubahan 
Anggaran 'Dasar dari Menteri Hukum dan HAM 
(Hak Asasi Manusia). 

d.8urat Kuasa y ~ n g  diberikan oleh Pengurus 
kepada penerima kuasa untuk melakukan 
segala sesuatu yang terkat dengan Tabungan. 

Berkaitan dengan ha1 tersebut di atas maka 
rekening Tabungan .ditutup dan dibukakan 

- rekening Tabungan bam. ' 

16. Bank Mandiri berhak niengubah ketentuan dan 
syarat-syarat yang berkaitan dengan Tabungan 
yang rnengikat Penabung, dengan pemberitahuan 
dalarn bentuk dan cara yang ditetapkan oleh- Bank 
Mandiri. 

Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan Mandiri ini merupakan satu kesatuan yagn tidak terpisahkan dari Syarat- 
syarat Urnum Pembukaan Rekening Bank Mandiri dan ketentuan lainnya yang berlaku di Bank Mandiri. 

Demikian Ketentuan dan Syarat Khusus Rw Tabungan Mandiri ini telah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang 
dipahami oleh calonlpernilik rekening Tabungan and~ri dan isilrnaksudnya telah dirnengerti dan disetuju~. 

Meterai 

Narna dan Tanda Tangan , 

14000-' 
atau (021 ) 52997777 

www.bankmand~ri.co.id FFOOSS 
L 



BANKMANDIR d*& 
SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING 

Dalam Syarat-Syarat Umum ini, kecuali rangkaian kata-kata menentukao lain : 
1.1. 'Badan' berarti suatu badan atau lembaga, baik berbadan hukum atau 

tidak, yang menurut Peraturan Yang Berlaku memenuhl eyarat menjadi 
Pernilik Rekening. 

1.2. 'Bank' berarti PT. Bank Mandln (Persem) mk, yang didlrikan berdasarkan 
Akta Pendinan Perseroan Tanggal 2 Okiober 1998 yang dlbuat dlhadapan 
Suljlpto SH. Notans di Jakarta dan telah diumurnkan pada Tambehan Berita 
Negara RI Tanggal 4 Desernber 1998 No. 97 beserta perubahan- 
perubehannya, berkedudukan di Jakarta, dan berkantor pusat dl Plaza 
Mandin. Jalan Jenderal Gatot Submto Kavellng 36-38, Jakarta 12190. 

1.3. 'Pemilik Rekening' berarti pihak-pihak yang mempunyal Rekenlng pada 
Bank. baik Perorangan atau suatu Badan. 

1.4. 'Peraturan Yang Berlaku' berarti peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di Republik lndonesia khususnya di bidang perbankan, termasuk aken tetapi 
tidak terbatas pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 
dan ketentuan-ketentuan den asosiasi-asosiasi dengan siapa Bank tergabung 
serta aturan-aturan dan kebiasaan-keblasaan lain yang betiaku pada wakiu 
den tempat tindakan atau persetujuan tersebut dilaksanakan. . 

1.5. 'Perorangan" berarti orang perorangan yang memenuhi syarat Peraturan 
Yang Berlaku untuk menjadi Pernilik Rekening. 

1.6. "Rekening' beram catatan sernua transaksi keuangan yang rnemuat data 
keluar rnasuknya keuangan Pernilik Rekening pada Bank dalarn bentuk 
dan isi yang ditetapkan oleh Bank. 

Para12 : Ketentuan Umum 

2.1. Dengan dibuka dan dipeliharanya Rekening, maka Pernillk Rekening 
- .  tunduk kepada ketentuan-ketentuan Syarat-Syarat Urnum. 

2.2. Pelaksanaan semua persetujuan dan hubungan antara Bank dengan 
Pernilik Rekening dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Yang 
Berlaku. 

2.3. Ketentuan-ketentuan yang terdapat.dalam setiap jenls rekenlng berlaku 
dan mengikat secara khusus den tidak dapat dipieehkan dengan 
karakteristik jenis rekening yang bersangkutan. 

2.4. Jenls-Jenis Rekening : 
a. tabungan 
b. deposit0 
c. giro 
d. Dlniarnan den 
e. &king-rekenlng lainnya yang dladakan oleh Bank. 

2.5. Apablle terdapat perbedean antera ealdollumlahlnomlnal daiam tranmkel 
apapun yang dlcitat oleh Pernlllk ~ekening dengan yang dlcatat dalern 
elatern pencatatanlpembukuan Bank, rnaka yang dlpergunakanl 
dlperhltungkan adalah ealdoljurnlahlnomlnal yang tercatat dalam elatem 
pencatatanlpembukuan pada Bank, kecuall dapet dlbuktlkan,seballknya. 

2.6. Pemberitahuan dan atau lnstruks~ dari Bank kepada Pemllik nekenlng akan 
dilakukan rnenurut dan rnelalul care yang dlanggap balk eerta dketapkan 
oleh Bank. 

Pam13 : Krprmlllkan Rekenlng 

3.1. Dalam ha1 suatu Rekening dibuka berdasarkan perjanjlan pembukaan 
Rekening Gabungen (Joint Account) dengan bentuk 'or' maka : 
3.1.1.. Segala tindakan yang dilakukan oleh salah eatu plhak yang 

membentuk rekening gabungan tersebu! mengikat semua 
pihak secara bersama-sama, oleh karena ku masing-maslng 
bertanggung jawab renteng temadap Bank atas sernua akibat yang 
timbul pada rekening Qabungan. 

3.1.2. Penandatanganan cek/bilyet giro atau jnstruksi lainnya cukup 
ditandatangani oleh salah satu pihak yang d b e n t u k  rekening 

, gabungan tersebut dan diterima baik olehBank. 
3.1.3. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diitimbulkan 

karena perselisihan yang terdapat diantara para pihak yang 
membentuk rekening gabungan, termasuk pada akibat penutupan 
Rekening tersebut. 

3.2. Dalam ha1 suatu Rekening dibuka berdasarkan perjanjian pembukaan 
Rekening Gabungan (Joint Account) dengan bentuk "and' maka : 
3.2.1. Segala tindakan harus dilakukan oleh semua pihak yang 

membentuk rekening gabungan tersebut den rnenglkat semua plhak 
secara bersama-sama. 

3,2.2. Penandatanganan cekhilyet giro atau lnstruksl lalnnya harus 
ditandatangarii bersama-sama oleh pihak yang membentuk 
rekening gabungan tersebut. 

3.2.3. Bank tidak bertanggung Jawab atas ke~g ian yang diiimbulkan 
karena perselisihan yang terdapat dlantara para pihak yang 
membentuk rekening gabungan, termasuk pada aklbat penutupan 
Rekening tersebut. . . 

3.3. Apabih Pemilik Rekening membuka Rekening leMh dad setu atas nama 
Pernilik Rekening itu seqdin, baik pada satu kantor Bank atau .leMh, maka 
semua Rekening itu dianggap sebagai satu kesaluan apablh hal t e r n  
telah dipe janjikan sebelurnnya dan telah disetujui secara tertulis &.h Bank. 

GENERAL TERMS OF ACCOUNT OPEN IN^ 

Artlcle i: Definltlon 

In these General Terms, except the context specifies otherwise: 
1 .l. 'Body' shall mean a body or an lnstituti. either caporateor otherwise. 

that according to the ApplkaMe Regulation is quellfled to be an Account 
Owner. 

1.2. 'Bank'&~.BankMendid(Persero)~bk+whlches$blishedbyvktue 
dthe DwdofEslat4Lshmentofa CompanydatedOcbober2.1998drayn 
up belore Sutjtpo SH. Notary in Jakarta and has been promwed in the 
supplementtotheSteteOezetteofthe~ofllndawrsiadeted 
Demmber 4.1998 No. 97 lndudlng all amenbnents themd, dxnkiled in 
Jakarta, and having its Head Oflice at Jalan Jenchal Gatd Subro(o, Id 36- 
38. Jakflrta 12190. 

1.3. 'Account Owner' shall mean any party, an Individual or a Body, who has 
an Account in the Bank. 

1.4. 'ApplicaMe Regulation' shall mean Hm hws and regulations prevailing 
in Indonesia especially in banklng, including but wimout limitation to the 
regulations issued by Bank Indonesia and the regulations of assodatiom 
with whkh the Bank joints as well as the rules and other praclices 
appliide at the time and place at M i  the action or approval is performed. 

1.5. "Individual' shall mean an individual who meets the requirements in the 
Applicable Regulation to be an Account Owner. 

1.6. 'Account' shall mean the records of all financial transactions that contain 
the data about the outgoing and ~ncorning financial movements of the 
Account Owner in the form and contents specified by the Bank. 

Artlcle 2: General Condltionr 

2.1. With the opening and maintenance of an Account, the Account Owner 
shall be subject to the provisions of these General Terms. 

2.2. The executlon of all agreements and relations between the Bank and'the 
Account Owner shall be canied out with due obsewena, ofthe ApplicaMe 
Regulation. . 

2.3. The pmvielons contelned in any klnd of account shall be appllcaMe and 
blnding exclusively and inseparable from the characlerlatlce of the type of 
account concerned. 

2.4. Types of Account: 
a. Savings 
b. Deposlt 
c. Qlm 
d. Loan and 
e. other accounts made by the Bank. 

2.5. In cam of M e m m  M n  the b e l a - l l m l  of any tranfmkn 
recorded by the Account Owner and the one mmnjed In the Bank'r 
recordlndacrxxmntlry sytem, the one to be udcalculated shall be the 
b e l a ~ ~ o m l n a l  recorded In the Bank's recordlng/acewntlng ayatm. 
unlew pmhn otherwise. 

2.6. Any ndlce andlor lnetructlon from the Bank tothe customer shell be made 
by us lq  and In such a method aa the Bank may spew arid deem 
-epproprlets. 

Artlclr 3: Account Ownenhip 

3.1. In the event thet an Account is opened based on a Jdnt Aocount Opening 
Agreement in the 'or' form : 
3.1.1. Any actiongerformeU by any of the parties establishing such 

a jolnt account shall bind all of them collectively, therefore, 
each of them shall be jointly responslble to the Bank for all 
consequences occurring on the jolnt account. 

3.1.2. The signing of a checWglro note or andher otder by any one of the 
parties establishing the jolnt account will s u i b ,  pursuant to the 
authority given by the Accouh Owner and aaa@de to the Bank: 

3.1.3. The Bank shall not be responsible for any loss arising fmm the 
dispute among the parties establishing the joint a m n t ,  including 
the consequences of the Account closure. 

3.2. In the event that an Accwunt is opened based on a Joint Account Opening 
Agreement under the 'and' form : 
3.2.1. Any action shall be performed by the two parties establishing the 

jolnt account, and be binding on all parties cdlectively. 

3.2.2. The slgnlng of a check/giro note or another order shall be signed 
collecbhrely by the parties establishing such a Jcint account. 

3.2.3. The ~ a n k  shall not be responsible for any bss arising from'the 
dispute among the parties establishing the joint eax~lnt, lndudlng 
the consequences of the Account closure. 

3.3. In the event that the Account Owner opens more than one eccqul in 
the name of the Aaxwnt Owner, in one or more bank dfices, a# the accoults 
are deemed to be one Integral account if it has previausly been dealt with 
end apprared in wliting by the Bank. 



- P a u l  4 : Berlakunya Kebntuan pada Jenla Rekening 

Ketentuan-ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum ini berlaku bagi setiap jenis 
Rekenlng, akan tetapl jlka ada ketentuan-ketentuan khusus yang diatur lebih 
lanlut dalam setiap Jenis Rekening maka syarat-syarat khusus dari Rekening 
yene bersengl$utan tersebut yang akan berlaku. 

P a u l  5 : Penyetomn 

5.1. Setiap setoran ke &lam Rekening haNS disertai dengan slip atau aplikasi 
lah yang Wndalangani deh yahg menyetor dan atau dengan cara lain 
prig di$ntukan den diterima baik deh Bank sesuai Peraturan Yang 
Be*. 

5.2. Penyetom non tunai termasuk tetepi t'idak terbatas pada penyetoran dalam 
benhrk cek, Mlyet glm, atau warkat-warkat kliring lainnya baru bedaku 
eetelah denanya sacara e f W  diterirna oleh Bank. 

5.3. Apablla setoran dlterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta 
yen9 terdepat dalam Rekening, maka pengkrediian ke &lam Rekening 
mempergunakan kurs yang bedaku pa& Bank pada saat pengkreditan 
dilakukan deh Bank dan Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank 
dad tfInggUng jawab dan ke~gian sebagai akibat pe~bahan kurs valuta 
dari warkat-warkat yang msih dalam proses inkaso maupun transfer. 

5.4. Setoran dalam uang kertas asing akan diberlakukan dengan cara yang 
sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku dan ketentuan yang bedaku pada 
Bank. 

Pun1 6 : Pefmlntmn Tmnder atau Pembayaran dan Penarlkan 

6.1. Atas setlap pennlntaan transfer anlatau pembayaran atas beban reken~ng 
&lam valuta yang b e M a  maka berlaku kurs yang dietapkan oleh Bank. 

6.2. Bank befhak mendak penarikan dana dari Rekening bilamana tidak 
tenedia dana efektii dalam Rekening dan atau karena alasan lair; sesual 
dengan Peraturan Yang Berlaku. 

6.3. Pemilik Rekenlng dengan ini membebaskan Bank dari tanggung jawab 
dan ke~g lan  sebagai akibat perubahan kur3 valuta. 

6.4. Segala akibat yang ditimbulkan dari adanya penolakan pembayaran yang 
dilakukan oleh Bank berdasarken Ketentuan Yang Berlaku, merupakan 
tanggung jawab dan rlelko &rl Pemilik Rekening. 

P u r l  7 : lnrtrukol atau Perlntah Pmll lk Rekenlng 

7.1. Jike Bank telah melaksanakan perintah atau instruksi Pemilik Rekening 
b m k  Mak terbetae pada penyetoran, penarikan atau transfer 
yang dlguMkan dengan cek, bliyet giro, formullr atau dokumen lalnnya 
yang hllang, dkurl, dlselewengkan, dbunakan eecara tidak sah, dipalsukan, 
dltlnr &u dlbuat 6ecara eelah, maka semua aklbat yang Umbul dad edanya 
hakral temebut dl a$r, menjadl tang~ungan atau rlelko Pemlllk Reken:ng 
rrprnuhnya kecuall dapat dlbuktlkan seballknya. 

7.2. Bank berhak untuk dap waMu tidak melaknakan permlntaawlnstruk8l 
y a y  dlkdkan okh Pemlllk Rekenlngaebelum menedma konflrmael teriulle 
yang dlturdacvrganl oleh Pemlllk Rekenlng, Rlelko atae permlntaard 
Imtiukl ymg dlkdkan melalul ATM, atau dengan telepon, telegram, teleke, 
atru &tom kmunlkasl lalnnya yang dlkldm atau dltedma oleh Bank 
mqnjadi WIQQU~Q Mwab Pemlllk Rekenlng sepenuhnya kecuall dapat 
dbuldlkan wballknya 

7.3. T r a n W E m e a M  atau lnstrukel atau pedntah Pemlllk Rekenlng yang 
tankam h u  yang dlkelwrkan oleh earana elektmnlk dan atau sarana 
komunlhl Wnnya yart~ dlgunakan deh Bank balk berupa data eleMronlk 
mupun data yart~ tercetak wrta data yang terekam den sebagaloya yang 
mnrpakan baglan dad datem tra~aksl  yart~ dlgunakan Bank merupaken 
buldl y q  eah dan menglkat Bank &n Pemlllk Rekenlng. 

7.4. Identlflkasl Pmlllk Rekenlmg balk berupa tanda tangan baseMull8 atau 
tanda tangan deldronlk termasuk'tapl tldek terbatas pa& 'Slgnahrre 
V e m  Syotm (SVS)' atau 'Personal Identification Number (PIN)' 
atau ldentlflkasl Pemlllk Rekenlno lalnnya yana dlaunakan dalam transaksi 
pada 8 M m  bansakd ymg dlginaker; &k-me-rupakan bukU yang seh 
dan menglkat Pemlllk Rekenlng dan Bank. 

P m l 8  : Kewajlban Pemlllk Rekenlng 

8.1. Pemlllk Rekenlng berkewajlban untuk menyerahkan kepada Bank satu 
atau leblh contoh tanda tangannya dan setu atau loblh tanda tangan orang- 
orang ymg behak untuk mewaklllnya dalam hubungan dengan Bank (jlka 
ada), dlsertal dengan penjelasan lengkap mengenai hak-hak dan 
wewmang mesing-maslng. Contoh tanda tangan tersebut tetap bedaku 
selama tidak ada pemberttahuan perubahan dari Pefnllik Rekenlng yang 
disampaikan secara terlulls dan ditetima baik deh Bank. 

8.2. Apablla Pemlllk Rekening masih befhutang dan atau mempunyai kewajlban 
lalnnya kepada Bank yang timbul berdasarkan apapun juga, Bank behak 
dan dengan in1 diberl kuasa deh Pemilik Rekenlng untuk mendebet rekening 
Pemlllk Rekenlng dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas 
seUep jumlah uart~ yang setiap waMu tefhutang kepada Bank. 

8.3. Apablla dam yang tersedla &lam Rekening tidak adahldak cukup, maka . atas permlntaan peftama dad Bank; Pemilik Rekening wajlb menyetor 
kepada Bank eejumlah uang yaw dianggap cukup oleh Bank untuk 
pembayaran huteng-hutang den atau kewajlben-kewajlban laln Pemllik 
Rekenlng sebagalmana dimakeud dalam ayat 8.2. pasal Inl. 

8.4. Pemlllk Rekenlng harkewa]lban membeliGahukan secara tertulis kepada Bank 
dengen dkreltai dokumen pendukung yang seh jika terjadi perubahan data 
PemlUk Rekenlng termasuk tetapl tidakterbatas pada perubahan alamat, tanda 

om?g y a n ~  h a m  untuk menglkat Pemilik Rekening maupun 
wemmangnya, susunan pengurus den status badan hukum serfa perubahan 
-ran Dasar. Pe~bahan ini baru bedaku sejak ditedmanya perubahan 
tem&ut dengan balk oleh Bank pa& cabang pengelob rekening. Setiap 
k e ~ i a n  y a n ~  dlakibatkan karena adanya kelabian dalam membelitahukan 
PWUbahiin data tersebut dl atas rnenjadi tanggung jawab Pemillk Rekening 
sepenuhnya. 

Artlcle 4: Appllcatlon of Ro~ukt lon  to lypa of &count 
ThepmvisionsintheseGMTermsshaHbe-fwanytypedAccant, 
but 1 there am spedal terms spectfied in an Accwnt, such spedal terms shell 
apply accordingty. 

Artlcle 5: Depoalt Payment 

5.1. Any deposit entered into the Accwnt must be accompanied by a sHp or 
another appliitlon form signed by the depositor d o r  In such a manner 
as defined by and amptable to the Bank in accordance Wth the AppscaMe 
Regulation. 

5.2. Anynoncashdeposllpaymentindudkrgbutwithout~lotheone 
medehthefmda~,g lmnde,ora~dear lnglnsbumentJhal lbe  
~ ~ d o n l y a L r t h e f u n d h a s ~ b e e n  recehredbytheBank 

5.3. If a deposit ie received in a currency Mat la dinerent from the one spedfied 
in the Account, the crediting into the Account shall urn the cucchange rate 
appliceMe in the Bank at the time the credtHng le performed by the Bank, 
and the Account Owner hereby relleves the Bank from any respondbiltty 
and loss as a resub of a change of exchange rate of the instruments that 
are stlll under the process of cash payment or transfer. 

5.4. The deposit payment in a foreign currency will be made app l i i l e  in the 
manner conformed to the Applicable Regulation and to the regulation 
applied by the Bank. 

Artlcle 6: Tmnrler or Payment and Wlthdmwal R e q u ~ t r  

6.1. The exchange rate applicable to any transfer andlor payment reguest on 
the Account in a different currency shall be determined by the Bank. 

6.2. The Bank shall be entitled to reject any withdrawal of fund from the Account 
If the fund is not effectively available in the A m n t  andlor on &wr  reasons 
in accordance with the AppllcaMe Regulation. 

6.3. The Accouht Owner hereby relieves the Bank from any responsibility and 
loss due to the change of the currency exchange rate. 

6.4. Any consequence resulting form the Bank's rejection of payment based 
on the Applicable Regulation shall be the responsibility and risk of the 
Account Owner. . 

Artlcle 'l: Account Owner'a Inatructlon or Order 

7.1. If the Bank has carded out the order or instruction of the Account Owner 
including but without llmltation to the deposlt payment, withdrawal or 
transfer, uelng a check, giro note, form or another document, whlch is loat, 
dolen, mlsappmpdated, Illegally used, falelfled, lmltated or wnmgly made, 
all consequence8 adelmg out thereof ahall be the full remndbllity and rlek 
of the Account Owner, unleee proven otherwise. 

7.2. The Bank shall at any time be enntled to refraln from fultllllng tha ruquW 
lndrucdlon given by the Account Owner before It receh  a wrtiten 
contlmtlon dgned by the Account Owner. The d8k of any w w 8 V  
lndructlon gken trough ATM, or by phone, telegram, telex, or mother 
mmunlcetion 8yatem whlch I8 tren8mMed or receked by Um Bank ahall 
k Um full rewndbllity of the Account Owner except that it cnn k p r m n  
otheNvlw. 

7.3. Transadon8 or In8tructlon or order of the h u n t  Owner ar, recorded by or 
produced through the electronic facllltle8 and or other commuWtlon 
facllItle8 a8 u8ed by the Bank either In form of eleclronlc data, pdnted data, 
recorded data or other kind8 of data whlch constitute pad of tha tmaactlon 
8y8tem used by the Bank ehall nerve ar, the legal rewlpt and blnd the 
Bank and the Account Owner. 

7.4. ldentlflcation of the Account Owner elther In form of wrltten signature or 
' eleclrunk algnahrre lncludlng but not llmited to 'Signature VerlRcstlon 

System (SVS)' or 'Personal IdentlRcatlon Number (PIN)' or other W of 
Account Owner ldentlflcations used In the transaction wilh the imnaactlon 
eystem of the Bank shall serve as legal evldence and blnd Um Atmunt 
Owner and the Bank. 

Artlcle 8: Obllgatlonr of the Account Owner and Rlghb of the Bank 
8.1. The Account Owner shall be obliged to submlt to the Bank one or more 

spedmens of hlsher elgnature and one or more spedmens d signature of 
the penwns entMed to represent himher In connection with the Bank (id - 
any), to be accompanied by the full explanation of their respedkre tights 
and authority. Such specimens of signahrre shall remain valM as kmg as 
there Is no nQtlCe of change given In writing by the Account Owner and 
amptable to the Bank. 

8.2. In the event that the Account Owner Is still indebted andlor has another 
llablllty to the Bank that arises on any reason whatsoever, the Bank shall 
be entitled and is hereby authorized by the Account Holder lo debit the 
Account Ownets Account and use It for the repayment of any amount 
owedldue at any time to the Bank. 

8.3. In the event that the fund available In the Account is nlKinsu(fident, at the 
Rrst reauest of the Bank the Account Owner shall ~ a v  to the Bank such an 
amouni of money as the Bank deems enough fork; payment d the @t 
andlor another liability of the Account Owner as contemplated by- .. - .  
8.2 of this Article. 

8.4. The Acawnt Owner shall be obliged to give a written notice to *.Bank to 
' 

be accompanied by valid supporting document(s) in the event d d y g e  
of the Acawnt Owneh data including but without limitation to the change 
01 address, signature of the person duiy authorired to Mnd the Account 
Owner or hisher authority, the'Managednt composition, the corpaate 
status and the change in the Articles of Association. Such a chap shall 
be effective as of the receipt thereof by the Bank at the branch that manages 
the h u n t  Any loss attrlbuted to the fallure of giving such a nc&ke of 
data change shall be the full responsibility of the Account Owner. 



Paral g : Informarl Kepnda Plhak yang Terkalt 

Dmgan Wek mengurangi ketentuan Peraluran Yang Berkk; alas pecintah 
pejabatlinstansi yang berwenang Bank bemak mernberikan infwmasi mengenai 
data dan keadaan Rekening Pemilik Rekening kepada pejabatlinstansi yang 
berwenang, narnun demikian Bank Wak akan memberikan informasi yang melebihi 
dari informasi yang dimlnta deh pejabatlinstansi yang berwenang tersebut. 

Paral 10 : Blaya dan Bunga 

10.1. Bila Pemilik Rekening rnenatik dana sehingge saldmya di bawah saldo 
minimum, dikenakan blaya admlnisbasl tamhahan aesuai d e w  twif yang 
berlaku pa& Bank. 

10.2. Pemilik Rekening dengan ini membeiikan kuesa dan 7 kepada 
Bank untuk rnembehani Rekening dengan bea metem, blaya Bank setta 
bunga yang tehutang kepeda Bank, temrasuk yang ditaglh deh bank- 
bank koresponden dan pihak keliga lainnya dahm kailan dengan transaksi 
yang dilakukan Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala 
biaya yang dlkeluarkan deh Bank untuk rnendapatkan kembali danadam 
yang merupakan piutang Bank dalam kaitannya dengan Rekening maupun 
dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemiiik Rekening dengan Bank 

10.3. Bunga akan dikenakan pajakatau pungutan lain sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Yang.,Berlaku. 

Paral l1 : h p o m n  don Cabtan Rekenlng 

11 .l. Bank akan mengirimkan laporan setiap Rekening kepada Pemilik Rekening 
secara belkala menurut cara dan Ketenhian Yang Berlaku dan apablla 
dalam jangka waktu 1 (satu) buian setelah tanggal laporan Rekening, Bank 
tidak menenma pemberitahuan terluk tentang kekeliruan dalam laporan 
Rekening maka Pemllik Rekening dianggap menyetujui laporan tenebut 
kecuali berdasarkan karaMeristik produk yang bersangkutan tidak 
dikirimkan laporan Rekening. 

11.2. Jika laporan atau catatan yang seharumya diambil wndiri deh Pemllik 
Rekening tidak diambil dalam batas waMu 6 (enam) bulan sejak 
d i e r b i n  maka b r a n  atau catatan tersebut akan dimusnahkan deh 
Bank, sedangkan untuk laporan yang dikirim ke alamat Pemilik Rekening, 
jika setelah laporan atau catatan tersebut telah dikirim ke alamat Pemilik 
Rekening namun kembali ke Bank karena sebab apapun juga maka hpomn 
atau catatan tersebut akan dimusnahkan setelah disimpan &lam jangka 
waMu 6 (enam) bulan deh Bank. 

11.3. Pemilik Rekening menyetujui bahwa miaofilm mupun laporan atau catatan 
yang dibuat oleh Bank serta daftardaftar dana clan surat berttarga lain 
termasuk hasil print outlcetakan dari transaksi eleklmnik, yang diberikan 
deh Bank tentang sebab, waMu dan jumlah uang yang terdapat &lam 
pos-pos dan saldo rekening dan daftardaftar tersebut di atas merupakan 
alat buMi yang sah dan mengikat Pemilik Rekening. 

Pasall2 : Pemlllk Rekenlng Menlnggal Dunla 

12.1. Apabiia Pemiiik Rekening (Pemrangan) meninggal dunia, maka sisa 
rekening akan dibayarkanldiserahkan kepada Ahli Waris Pemilik Rekening 
sesuai ketentuan yang beiaku pada Bank. 

12.2. Dengan penyeehan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia 
kepada (para) ahli waris atau kuasahakil mereka yang sah yang 
disebutkan dalam keterangan hak waris atau dokumendokumen resmi 
lainnya yang berlaku pada Bank, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari 
semua tanggung jawab atas hai itu. 

Pasal 13 : Pembloklran dan Penutupan Rekenlng 

13.1. Untuk kepentingan Pemiiik Rekening, Bank atas pertimbangan sendiri 
berhak memblokir rekening PemiiikRekening dalam ha1 terdapat indikasi 
dan atau dugaan sengketa intem dalam diri Pemilik Rekening ataupun 
karena hal-ha1 lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menlmbulkan 
kerugian bagi Pemilik Rekening, sampai adanya bukti penyelesaian 
sengketa yang dapat dierima oleh Bank. 

13.2. Untuk kepentingan pihak-pihak yang berseliih dan atau agar Bank memiiiki 
iandasan yang benar dalam pengelolaan suatu rekening, Bank atas 
penimbangannya sendiri sewaktu-waktu behak untuk memblokr suatu 
rekening, apabila terdapat petunjuMndikasi dw atat: dugaan perselisiw 
tindak cidana atas seluruh atau sebaoiin dana rang $&@at pa& suatu 
rekening dai! atau perselihdndak &ha atas &ha); @aik bmilik rekening 
maupun plhak ketiga lainnya yang berkaitan dengan rekening) sampai terdapat 
adanya buMi penyelesaian persdisihan hndak paana tersebut. 

13.3. Untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait Bank berhak memblokir 
rekenlng apabila Pemilik Rekening dinyatakan paiiit oieh Pengadilan. 

13.4. Atas perintah wlabat lnstansi yang berwenang atau perlimbangan Bank, 
Bankberhak ;n&k memb~okirkeienin~ sam$i ada.instruksi iebih ianjut 
dad pejtibat instansi yang berwenang untuk membuka kembali Rekening . - - .  
(jika ada). 

13.5. Bank berdasarkan perlimbangannya sendiri behak menutup suatu 
rekening Pemilik Rekening jika rekening tersebut disalahgunakan, termasuk 
tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kejahatan 
atau untbk kegiatan-kegiatan yang dapat menlgikan masyarakat atau pihak 
manapun dan' atau Bank atau berdasarkan alasan dan perlimbangan lain 
yang semata-mata ditetapkan oleh Bank. 

13.6. Saldo yang teffilsa pada setiap Rekening yang ditutup akan diberikan 
kepada Pemilik Rekenlng setelah dipotong dengan biaya penutupan 
rekening dan biaya-biaya Bank lainnya yang dikenakan tehadap Rekening 
tersebut serla seteiah dipehiiungkan dengan semua jumiah yang wajib 
dlbayar oleh Pemllik Rekening kepada Bank. 

13.7. Apabila setelah dipehitungkan kewajkn ~emiiik Rekening kepada Bank 
sebagalmana dimaksud buHr 13.6 masih terdapat kewajlban Pemllik 
Rekening kepada Bank, v k a  Pemilik Rekening tetap wajib melunasi 
kewajibannya tersebut sebagaimana disebutkan dalam butir 8.3. 

Artlcle 9: Infonnationo to The lldownt Putlea 

Notwithstanding the provisions set out in the Applicable Regulation. 
at the instruction of the competent aulhoritiedagency the Bank shall 
give information on the data and condition of the Accci~nt Owner's Account 
to the competent authoriliedagency, provided however that* Bank shall 
not give information that exceeds the one required by such authoritiedagency. 

Artlcle 10: Fee and Interest 

10.1. Any Account Owner who draws hi-r balance of account below the 
minimum llmit of balance wlll be Imposed with an addilonal administration 
fee in accordance with the applicable tariff. 

10.2. The Account Owner hereby confers power and authority on the Bank 
to charge the Account with the stamp duties, the Bank fee and interest 
owed to the Bank, indudlng those claimed by the correspondent 
banks and other third parlies in relation to the transactions made by 
the Bank in favor of the Account Owner, and any expenses Incurred 
by the Bank to recover the monies payable to the Bank i n  connection 
with any Account or other business between the Account Owner and 
the Bank. 

10.3. The interest shall be subject to tax or other levies in accordance with the 
Applicable Regulation. 

Artlcle 11: Account Statement and Records 

11.1. The Bank shall give a statement of any Account to the Account Owner 
. periodically in the method and as required In the Applicable regulation, 

and in the event that within one (1) month perlod after the date of Amunt 
Statement the Bank does not give any written n o t i  on the error found 
therein, the Account Owner shell be deemed to have approved such a 
statement except that due to the characteristics of the product concerned 
no Account Statement is issued. 

11:2. If any statement or record that should be taken by the Account 
Holder himherself is n d  taken in six (6) months period as of issuance 
thereof, such statement or records shall be destroyed by the Bank. 

, and, as regard to the statement sent to the Account Owneh address, 
if such statement or records have already been sent but returned 
to the Bank for any reason, such statement or records shall be destmyed 
afier being held for a period of six (6) months by the Bank. 

11.3. The Account Owner agrees that any microfilm, statement, or records made 
by the Bank and any list of funds and other securities, including the printouts 
of electronic transactions, which are issued by the Bank, shall, with 
respect to the cause, time and amount of money contained in the items 
and balance of such account and lists, constitute an evidence that is valid 
and binding on the Account Owner. 

Artlcle 12: Death of Account Owner 

12.1. In the event of death of an (Individual) Account Owner, the remaining 
amount of the Account shall be paidlassigned to the Account Owner's heir 
in accordance with the regulation applicable In the Bank. 

12.2. By assigning the property of the deceased Account Owner to the heir(s) 
or their duly authorized assigndrepresentatives in aaxrdance with the 
prevailing laws and regulations or other official documents, the Bank shall 
be fully relieved from any responsibility for such property. 

Artlcle 13: Account Suspe.nslon and Closure 

13.1. For the benefi of the Account Owner, the Bank may at i s  sole discraon ; 
suspend/foreciose the customer account in case of indications andlor I 
allegations of internal dispute of the Account Owner or for any other reason ' 

, which to the Bank's consideration may result in the kss to the customer, I 
until such time as an evidence on the settlement of such a dispute is 
produced and acceptable to the Bank. 

13.2. For the benefi of the disputing parlies andlor for the right basis of 
I 

the Bank's account management, the Bank shall at its sole discretion I 

be entitled to foreclose an account at any time, In the event of lndlcations 
andlor allegations of dispute/ cnme on the whde or any part of the 
fund available in an account, andlor of the diiute/cn'me d a party j 
(either the holder of the account or other third parties related thereto) unt~l . 
such time as an evidence on the settlement of such a disputelaime 
is produced. 

13.3. For the benefi of the relevant parhies the bank shall be entitled foredose the 
account In the event that the Account OHvler IS declared insdvent by the Court. 

' 

13.4. At the order of the official of the competent authority or at the discretion of 
the Bank, the Bank shall be entitled to freeze an Acmunt unhl the issuance 
of furlher instruction by the competent authorities for the reactivahon of 
the account (if any). 

13.5. The Bank shall at its sole discretion be entitled to dose the account 
of an Account Owner is such an account is misused, including but 
without limitation to being used for accommodating and/or performing 
a crlme or the activities lnjurlous to the community or any other party 
andlor the Bank, or based on other considerations solely determined 
by the Bank. 

13.6. The remaining balance in any dosed Account shall be given to the Account 
Owner after being deducted by the closure expenses and other Bank fees 
charged to the Account and after being offset agaM all sums payable by , 
the Account Owner tolhe Bank 

13.7. If the obligation of the Acmunt Ormer to the bank has been recalculated 
as referred to in pdnt 13.6 above, and it appears that the Account Cwwr 
still have obligation to settle with the Bank, the Holder shai then be obligated . 
to sottle the obligation as mentioned in point 8.3. 
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SURAT EDARAN BANK INDONESIA 
NOMOR 28132AJPG TANGGAL 4 JULI 1995 

TENTANG BILYET GIRO 

Kepada 
Semua Bank Umum 
Di- 

Indonesia 

Sebagaimana telah diketahui, penggunaan Bilyet Giro sebagai alat 
pembayaran gird dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dalam nominal 
maupun lembarnya yang terlihat dari perputaran kliring. Hal tersebut membulctikan 
bahwa keberadaan Bilyet Giro telah memasyarakat. 

Sejalan denga perkembangan penggunaanya, maka masalah yang tirnbul 
sebagai akibat penggunaan Bilyet Giro juga semakin meningkat yang terihat dari 
perkembangan angka penolakan CeklBilyet Giro. Hal ini dapat dimaklumi kerena 
pengauran Bilyet Giro memang belum sempurna, antara lain penarik dapat 
membatallcan Bilyet Giro sebelum tenggang waktu panawaran berakhir. 

Untuk mengatsi ha1 tersebut diatas, ketentuan-ketentuan mengenai Bilyet 
Giro sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 41670lUPPBRbB 
tanggal 24 januari 1972 perlu disempurnakan. 

Sehubungan dengan ha1 tersebut diatas, maka Direksi Bank Indonesia dengan 
surat Keputusan No. 28132lKeplDIR tanggal 4 Juli 1995 terlampir (lamp. 1) telah 
menetapkan ketentuan mengenai Bilyet Giro yang unuk selanjutnya disebut Surat 
Keputusan. Pengaturan mengenai Bilyet Giro tersebut tidak dapat terlepas dari 
ketentuan dalam Kitab Wndang-Wndang Hukum Dagang (KUHD), khususnya 
mengenai Cek dan wesel. 

Agar ketentuan mengenai Bilyet Giro dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, 
maka kepada bank mum, nasabah dan pihak-pihak yang berkepentingan perlu 
diberikan penjelasan sebagai berikut: 

1. PERSYARATAN BILYET GIRO 
1. Pengisian Bilyet Giro sebagai surat perintah pemindahbukuan kepada bank 

tertarik hams jelas lengkap dan tegaq sebagaimana dirnaksud dalam pasal2 
ayat (1) surat keputusan bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang 
diderita oleh penarik karena ketidaklengkapan Bilyet Giro yang kemudian 
dilengkapi oleh pihak lain. 

2. Dalam hal terdapat perbedaan jumlah uang berdasarkan tulisan dalam angka 
dan dalam huruf selengkap-lengkapnya tersebut sebagaimana dalam pasal 8 
ayat (1) surat keterangan, maka berlaku jumlah berdasarkan tulisan dengan 
huruf karena kemungkinan perubahan tulisan dalam huruf lebih sulit 
dibandingkan dengan perubahan angka. 

3. Dalam Pasal 9 Surat Keputusan ditetapkan bahwa setiap perubahan gerintah 
yang telah tertulis dalam Bilyet Giro hams ditanda tangani oleh penarik di 
tempat kosong yang terdekat dengan perubahan. Ketentuan ini bermaksud 
melindungi penarik terhadap kemungkinan adanya perubahan yang 



dilakukan pihak lain yang beritikad tidak baik. Maksud penandatanganan 
hams dilaksanakan ditempat kosong yang terdekat dengan perubahan, adalah 
untuk menghindarkan kemungkinan adanya tandatangan melintasi atau 
menutupi tulisan yang masih berlaku yang dapat mengakibatkan isi Bilyet 
Giro tidak dapat dibaca dengan jelas. 

4. Penyerahan Bilyet Giro oleh penarik kepada pemegang merupakan tindak 
lanjut suatu janji untuk memindahbukukan sejumlah uang. 

Berdasarkan ha1 tersebut pehak penarik dan pemegang dapat membuat 
kesepakatan mengenai tanggal efektif dalam tenggang waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). Dalam hal tanggal efektif tidak dicantumkan 
dalam Bilyet Giro, maka tanggal penarikan berlaku sebagai tanggal efektif. 

Bedasarkan Pasal 5 ayat (1) Surat Keputusan, dalam hal penarik tidak 
menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban sesuai Bilyet Giro 
yang ditariknya maka ha1 ini tidak mengurangi hak pemegang untuk tetap 
menawarkan kepada tertarik terhitung sejak tanggal terjadinya penolakan sampai 
tanggal dimulainya daluwarsa atau ditutupnya rekening penarik. 

Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah catatan yang 
mendukung posisi dana pada rekening penarik untuk memenubi kewajiban 
sehubungan dengan Bilyet Giro. Untuk keperluan tersebut bank dapat 
menyediakan sarananya 

Tenggang waktu penawaran 70 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 
ayat (1) surat keputusan berfungsi untuk: 
a. Membatasi penetapan tanggal efektif 
b. Batas waktu tidak diperkenankannya penarik membataLkan Bilyet Giro yang 

-&- 

11. PEMBATALAN BILYET GIRO 
Pembatalan Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam P a d  7 ayat (2) 

Surat Keputusan, hanya dapat dilakukan oleh penarik setelah tenggang waktu 
penawarannya berakhi., dengan surat pembatalan kepada tertarik. Surat 
pembatalan tersebut harus mencantumkan beberapa syarat formal dari Bilyet 
Giro yaitu nomor, tanggal penarikan dan jumlah dana yang dipindahbdcukau. 
Hal ini diperlukan agar tertarik dapat menetapkan dapat dierirna atau tidaknya 
surat pembatalan. 

111. PENOLAKAN BILYET GIRO 
A. Bank penerima wajib menolak Bilyet Giro dalam hal: 

1. Tidak berlaku sebagai Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat (1) surat keputusan; 

2. Ditawarkan kepada bank sebelum tanggal penarikan atau sebelum 
tanggal efektif sesuai dengau Pasal6 ayat (2) surat keputusan; 

3. Tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang waktu penawaran 
sebagaimam dimaksud dalam Pasal2 ayat (2) swat keputusan; 



4. Terdapat perubahan tetapi tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 Surat 
Keputusan; 

5. Telah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Surat 
Keputusan; 

Bilyet Giro yang ditolak bank penerima dikembalikan kapada pemegang 
dengan surat keterangan penolakan dalam rangkap 3 masing-masing untuk: 

- Pemegang; 
- Penarik; 
- Arsip bank yang bersangkutan. 

B. Bank tertarik wajib menolak Bilyet Giro dalam hal: 
1. Tidak berlaku sebagai Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) surat keputusan; 
2. Ditawarkan kepada bank sebelurn tanggal penarikan atau sebelurn tanggal 

efektif sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Surat Keputusan; 
3. Tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang waktu penawaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (2) Surat Keputusan; 
4. Terdapat perubahan tetapi tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 Surat 

Keputusan; 
5. Telah daluwarsa sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 1 surat keputusan; 
6. Saldo rekening penarik tidak cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1) Surat Keputusan; 
7. Ditawarkan kepada tertarik setelah melampaui tenggang waktu 

penawaran dan telah diterima surat pembatalan Bilyet Giro oleh bank 
yang bersangkutan dari penarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (2) surat keputusan. 

Bilyet Giro yang ditolak oleh bank tertarik dikembalikan kepada bank 
penerima dengan Surat Keterangan Penolakan dalam rangkap 4 masing- 
masing untuk: 
- Bankpenerima; 
- Pemegang; 
- Penarik; 
- Arsip bank yang bersangkutan. 

JV. SANKSI 
Bilyet Giro yang ditawarkan pada tanggal efektif atau hari-hari berikutnya 

sampai dengan berakhirnya tenggang waktu panawaran atau yang ditawarkm 
dalam jangka waktu 6 bulan setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu 
penmaran dan tidak ada pemWm oleh penarik apabila darranya tidak cukup 
tersedia wajib ditolak oleh tertarik 

Penarik Bilyet Giro yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi 
sebagai penarik CeW Bilyet Giro kosong sebagaimana dimaksud dalam surat 
edaran bank Indonesia no. 12/8/UPPB tanggal 9 Agustus 1979 tentang CeWBilyet 
Giro dan Swat Edaran Bank Indonesia No. 26/146/UPG tanggal 14 Februari 
1994 tentang CeW Bilyet Giro kosong. 



V. PERHITUNGAN ANTAR KANTOR DAN ANTAR BANK 
Bilyet Giro wlain digullakan wbagai alat pembayaran mtar rekenhg dalam 

satu kantor atau kantor bank umurn, dapat juga dipergunakan untuk 
pemindahbukwn antar rekening pada kantor lain bank umum yang sama atau 
pada bank umum lainnya, baik melalui inkaso maupun Hiring antar bank. 

VI. PENUTUP 
Defigm berlakunya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 

28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro maka surat edaran bank 
Indonesia no. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 tentang Bilyet Giro 
dicabut clan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Formulir Bilyet Giro yang bentuknya telah ditetapkan berdasarkan surat 
edaran No. 21/8/UPG tanggal 23 Mei 1988 perihal otomasi penyelenggaraan 
kliring lokal dan pembekuan warkat Hiring dinyatakan tidak berlaku. 

Terhadap Bilyet Giro yang ditarik sebelum tanggal 1 Nopember 1995 berlaku 
ketentuan yang lama. 

Demikian agar maklurn. 

BANK INDONESIA, 

TTD. 
Hendo Budiyanto 

TTD. 
Ny. Rawawati Priyor 



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA 
NOMOR 28132lKEPlDIR 

TENTANG BILYET GIRO 

DIREKSI BANK INDONESIA 

Menimbang : 

a. Bahwa penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran gird telah 
mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan penggunaan 
warkat pembayaran gird lainnya; 

b. Bahwa dalarn pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan yang 
disebabkan karena ketentuan tentang Bilyet Giro sebagaimana diatur dalarn 
surat edaran bank Indonesia no. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 
tentang Bilyet Giro dirasakan masih kurang menjamin kepastian hukum; 

c. Bahwa sehubungan dengan hal-ha1 tersebut diatas maka dipandang perlu 
untuk menetapkan suatu surat keputusan direksi bank Indonesia tentang 
Bilyet Giro; 

Mengingat : 

- 1. kitab undang-undang hokum dagang (staatsblad Tahun 1847 No. 23) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
No. 4 Tahun 1971 (Lernbaran Negara Tahun 1971 No. 20, tambahan 
Lembaran Negara No. 2959). 

2. Undang-Undang No. 13 Tahun 98 tentang Bank Sentral (lembaran Negara 
Tahun 1968 No. 63, tambahan Lembaran Negara No. 2865). 

3. Undang-Undang No.7 Tahu. 1992 tentang perbankan (lembaran Negara 
Tahun 1992 No. 3 1, tambahan Lembaran Negara No. 3472). 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG BILYET GIRO 

Yang dimaksud dalam surat keputusan ini dengan: 
a. Bank adalah bank urnurn sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

No.7 Tahun 1992 tentang Perb*, 
b. Nasabah adalah orang atau badan yang memiliki rekening pada bank, 
c. Rekening adalah rekening yang data ditarik dengan Cek/Biyet Giro; 
d. Biyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dan 

untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan 
kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya; 



e. Penarik adalah nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejurnlah dana 
atas beban rekeningnya; 

f. Tertarik adalah bank yang menerima perintah pembukuan 
g. Pemegang adalah nasabah yang memperoleh pemindahbukuan dana 

sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik; 
h. Bank penerima adalah bank yang menatausahakan rekening pemegang 
i. Tenggang waktu penawaran adalah jangka waktu yang disediakan oleh 

penarik kepada pemegang untuk meminta pelaksanaan perintah dalam biyet 
giro kepada tertarik 

j. Tanggal efektif adalah tanggal mulai berlakunya perintah pernindahbukuan 

(1) Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut: 
a. Nama "Bilyet Giro" dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan; 
b. Namatertarik; 
c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas 

beban rekening penarik; 
d. Nama dan nomor rekening penarikan; 
e. Nama bank penerima; 
f. Jurnlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf 

selengkap-lengkapnya; 
g. Tempat dan tanggal penarikan; 
h. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan caplstempel sesuai 

dengan persyaratan pembukaan rekening; 
(2) Dalam Bilyet Giro dapat dicautumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus 

dalam tenggang waktu penawaran. 

(1) Bilyet Giro yang tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal2 ayat (1) tidak berlaku sebagai Bilyet Giro 

(2) Bilyet Giro yaug tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2), tanggal penarikan 
berlaku sebagai tanggal efektif 

(1) Dalam hal penarik tidak secara lengkap mengisi Bilyet Giro sebagaimana diatur 
dalam Pasal 2, kemudiau dilengkapi oleh pihak lain walaupun perintahnya tidak 
sesuai dengan perjanjian yang mendasari penerbitan Bilyet Giro dimaksud, 
penarik tidak dapat mengemukakan alas an bahwa perintah tersebut tidak 
berlaku. 

(2) Ketentuan tersebut pada ayat (1) tidak berlaku dalam ha1 Bilyet Giro diperoleh 
secara melawan hukum. 



(1) Penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada tertarik 
sejak tanggal efektif sampai tanggal mulainya daluwarsa sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 11, kecuali Bilyet Giro yang bersangkutan dibatalkan sesuai 
ketentuan Pasal7 ayat (2). 

(2) Penarik wajib membuat catatan-catatan mengenai keadaan keuangan dalarn 
rekeningnya sehingga dapat diketahui kemampuan untuk memenuhi 
kewajibannya sehubungan dengan penarikan Bilyet Giro 

(1) Tenggang waktu penawaran Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh hari) terhitung 
sejak tanggal penarikan 

(2) Bilyet Giro yang ditawarkan kepada bank sebelum tanggal efektif atau sebelum 
tanggal penarikan harus ditolak oleh bank, tanpa memperhatikan tersedianya atau 
tidak tersedianya dana dalam rekening penarik 

(3) Bilyet Giro yang diterirna oleh bank setelah tanggal berakhimya tenggang waktu 
penawaran dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak 
dibatalkan oleh penarik. 

(1) Penarik tidak boleh membatalkan Bilyet Giro selama dalam tenggang waktu 
penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (1) 

(2) Pembatalan Bilyet Giro sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) hanya dapat 
dilakukan setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu 
surat pembatalan, yang ditujukan kepada tertarik dengan menyebutkan: 

a Nomor Bilyet Giro 
b. Tanggal penarikan 
c. Jumlah dana yang dipindahbdcukm 

(1) Bilyet Giro yang jumlah uangnya terdapat perbedaan antara yang tertulis dalam 
huruf clan dalam angka, maka yang berlaku adalah jumlah huruf selengkap- 
lengkapnya. 

(2) Dalam hal jumlah uang ditulis berulang-ulang dan terdapat selisih, maka yang 
be& adalah jumlah yang terkecil. 

Setiap perubahan perintah yang telah t d i s  dalam Bilyet Giro hams ditandatangani 
oleh penarik diternpat kosong yang terdekat dengan perubahan 



Perintah pemindahbukuan dalam Bilyet Giro tidak berakhir apabila kemudian 
penarik meninggal dunia atau menjadi tidak cakap menurut hokum 

Kewajiban penarik yang timbul dari penarikan Bilyet Giro hapus karena daluwarsa 
setelah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal berakhimya tenggang 
waktu penawaran. 

(1) bank wajib menolak Bilyet Giro yang dananya tidak cukup 
(2) Bilyet Giro yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban 

penyediaan dana oleh penarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
karena dananya tidak cukup, dikategorikan sebagai Bilyet Giro kosong. 

(3) Penarik Bilyet Giro kosong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan 
sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan mengenai penarikan CekIBilyet 
Giro kosong. 

(4) Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank karena 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. 

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1995. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengumman surat 
keputusan ini dengan penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia 

Ditetapkan di Jakarta 
Pa& tanggal 4 Juli 1995 

DIREKSI BANK INDONESLA, 

Ttd. Ttd. 
Heru Soepraptomo Hendrobudiyanto 



No. 811 7lDASP Jakarta, 25 Juli 2006 

S U R A T  E D A R A N  

Kepada 

SEMUA BANK UMUM DI INDONESlA 

Perihal : Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor : 211OlDASP tanggal 8 Juni 2000 Perihal 

Tata Usaha Penarikan Cemilyet Giro Kosong 

..................................................................... 

Terjadinya bencana alam berupa gempa bumi, banjir bandang, gunung 

meletus atau bencana alam lainnya clan peristiwa tak terduga atau tidak dapat 

diperkirakan sebelumnya seperti kerusuhan massal yang kemunculannya bersifat 

mendadak yang melanda wilayah tanah air Indonesia, selanjutnya disebut sebagai 

Keadaan Darurat, telah banyak menimbulkan dampak yang merugikan baik 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan 

dan salah satunya mengganggu kehidupan perekonomian di daerah yang terkena 

bencana tersebut. 

Adanya dampak yang mengganggu kehidupan perekonomian masyarakat 

tersebut dapat berakibat pada menurunnya kemampuan masyarakat khususnya 

Penarik CeWBilyet Giro dalam memenuhi kewajiban penyediaan dana untuk 

pembayaran CeWBilyet Giro yang telah diterbitkan sebelum terjadinya Keadaan 

Darurat. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya penolakan 

CeWBilyet Giro dengan alasan saldo tidak cukup. 

Sebagai salah satu upaya untuk mendukung pemulihan perekonomian dan. 

membantu mengurangi beban kesulitan masyarakat yang tertimpa musibah 

khususnya bagi Penarik CeWBilyet Giro, dipandang perlu untuk melakukan 

perubahan atas Surat Edaran Nomor 2110lDASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata 

Usaha Penarikan CeWBilyet Giro Kosong sebagaimana telah diubah dengan 

Surat Edaran No.4/17/DASP tanggal 7 November 2002 sebagai berikut: 



I. Di antara Angka V dan Angka V1 disisipkan angka baru, yaitu Angka V.A. 

yang berbunyi sebagai berikut: 

V.A. Pembatalan Atas Penolakan CeklBilyet Giro Kosong Karena 

Alasan Terjadi Keadaan Darurat 

1. Dalam ha1 te rjadi penolakan CeMBilyet Giro karena alasan saldo tidak 

cukup dan penolakan tersebut nyata-nyata timbul dan merupakan 

akibat langsung dari suatu Keadaan Darurat yang berdampak 

kepada Penarik, maka atas dasar adanya permohonan dari Penarik, 

Tertarik dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia yang 

Mewilayahi agar penolakan CeMBilyet Giro tersebut tidak 

dikategorikan sebagai penarikan CeMBilyet Giro Kosong (untuk 

selanjutnya disebut Permohonan Pembatalan). 

2. Permohonan Pembatalan diajukan secara tertulis oleh Tertarik 

kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi dan harus melampirkan 

dokumen-dokumen sekurang-kurangnya sebagai berikut: 

a. Fotokopi CeWBilyet Giro yang dimintakan pembatalan atas 

penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong; 

b. Surat pernyataan Penarik yang menjelaskan hubungan antara 

terjadinya penarikan CekJBilyet Giro Kosong dengan adanya 

suatu Keadaan Darurat yang berdampak langsung kepada diri 

Penarik; dan 

c. Surat keterangan dari Kepolisian dan/atau pejabat pemerintahan 

setempat (Kepala Desa, Lurah, Camat danlatau Pejabat lainnya 

yang berwenang) yang menjelaskan bahwa benar Penarik terkena 

dampak dari adanya suatu Keadaan Darurat. Dalam ha1 

Keadaan Daruratyang terjadi berskala luas sehingga infimtruktur 

kepolisian danlatau pemerintahan setempat tidak berjalan 

sebagairnana mestinya, maka surat keterangan dimaksud tidak 

diperlu kan. 

3. Apabila dipandang perlu, Bank Indonesia dapat meminta bukti- bukti 



lainnya yang mendukung adanya hubungan kausalitas antara te rjadinya 

penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong dengan adanya suatu Keadaan 

Darurat yang dialami Penarik (bersifat fakultatif), misalnya foto-foto 

yang menggambarkan terjadinya keadaan darurat, pemberitaan media 

massa, dan lain-lain. 

4. Permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 hanya 

dapat diajukan terhadap Cek/Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud 

pada angka 2.a yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Tanggal penerbitan yang tertera pada CeklBilyet Giro Kosong 

adalah tanggal sebelum te rjadinya Keadaan Damrat, atau tanggal 

yang sama dengan tanggal terjadinya Keadaan Darurat tetapi waktu 

penerbitannya dilakukan sebelum terjadinya Keadaan Darurat; dan 

b. Penolakan CeklSilyet Giro Kosong dalam Kliring Pengembalian 

(retur) yang jadwal pelaksanaannya adalah setelah te rjadinya 

Keadaan Darurat. 

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku juga untuk Cek 

yang terbukti secara materiil diberi tanggal kemudian/mundur (post 

dated cheque). Pengajuan permohonan pembatalan oleh Tertarik 

terhadap Penarikan Cek Kosong yang berasal dari Cek yang diberi 

tanggal kemudian/mundur harus disertai dengan bukti-bukti yang 

menyatakan bahwapost dated cheque dimaksud memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan b. 

6. Permohonan Pembatalan oleh Tertarik sebagaimana dimaksud pada 

angka 2 dapat diajukan sepanjang nama Penarik masih tercatat dalam 

Tata Usaha penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong clanlatau dalam Daftar 

Hitam yang masih berlaku. 

7. Permohonan Pembatalan karena Keadaan Darurat tidak dikenakan biaya 

administrasi apabila permohonan disetujui oleh Bank Indonesia. 

8. Setiap Permohonan Pembatalan yang tidak disetujui oleh Bank 

Indonesia dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1 00.000,- (sentus 



ribu rupiah). Pengenaan biaya administrasi tunduk pada ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada angka V.3. 

9. Bank Indonesia yang Mewilayahi memberikan persetujuan atau 

penolakan atas Permohonan Pembatalan dalam jangka waktu 30 (tiga 

puluh) hari ke j a  terhitung sejak permohonan telah dilampiri dengan 

dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterima oleh 

Bank Indonesia secara lengkap, kecuali dalam hal: 

a. Permohonan Pembatalan telah diajukan namun Permohonan 

b. Pembatalan masih dalam proses persetujuan atau penolakan oleh 

Bank Indonesia; atau 

c. Infrastruktur Bank Indonesia yang Me wilayahi tidak berjalan 

sebagaimana mestinya; dapat melebihi waktu 3 0 (tiga pu luh) hari 

ke ja. 

10. Dalam ha1 Permohonan Pembatalan disetujui Bank Indonesia, 

maka apabila: 

a. nama Penarik Cek/BG Kosong belum dimasukkan dalam Daftar 

Hitam Bank Indonesia, Bank Indonesia yang Mewilayahi 

menyampaikan surat pembatalan kepada Tertarik bahwa p a r i k a n  

Cek/BG Kosong dimaksud telah dihapus dari Tata Usaha Cek 

Kosong Bank Indonesia; atau 

b. dalam ha1 nama Penarik CeWBilyet Giro kosong telah dimasukkan 

dalam Daftar Hitam Bank Indonesia, Bank Indonesia yang 

Mewilayahi menyampaikan surat koreksi Daftar Hitam kepada 

Tertarik dan bank lainnya. 

11. Bank Indonesia berwenang melakukan penelitian baik secara langsung 

danlatau secara tidak langsung atas kebenaran informasi danlatau 

dokumen yang diajukan oleh Tertarik dalam Permohonan Pembatalan 

sebagaimana dimaksud dalam angka 2." 



11. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2006 

dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2005. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat 

Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Demikian agar Saudara maklum. 

BANK INDONESIA 

ED1 SISWANTO 

DIREKTUR AKUNTING 

DAN SISTEM PEMBAYARAN 



No. 81 33 IDASP Jakarta, 20 Desember 2006 

S U R A T  E D A R A N  

Kepada 

SEMUA BANK PESERTA KLIIUNG 

DI INDONESIA 

Perihal : Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 Perihal Tata Usaha Penarikan 

CeWBilyet Giro Kosong 

Dalam transaksi pembayaran dengan menggunakan instrumen Cek 

dadatau Bilyet Giro, kadang-kadang timbul permasalahan likuiditas jangka 

pendek (short term liquidity mismatch) pada Penarik yang dapat menyebabkan 

terjadinya Penarikan Cek dadatau Bilyet Giro Kosong. Namun demikian, 

Penarik Cek M a t a u  Bilyet Giro Kosong yang mengalami short term liquidity 

mismatch terutarna yang beritikad baik, dapat segera melakukan pelunasan 

pembayaran dengan cara yang disepakati dengan pihak lawan transaksinya 

(Pemegang), antara lain melalui pembayaran: 

1. secara tunai; 

2. transfer dana; atau 

3. penyetoran sejumlah dana yang cukup oleh Penarik di Rekening Gironya 

sehingga jika Pemegang melakukan pengkliringan kembali Cek dadatau 

Bilyet Giro yang sebelumnya telah ditolak dengan alasan kosong, Cek 

danlatau Bilyet Giro dimaksud tidak ditolak. 



Sementara itu, ketentuan mengenai batas waktu 15 (lima belas) hari kerja 

bagi Tertarik untuk menyarnpailcan permohonan pembatalan atas penolakan Cek 

d d a t a u  Bilyet Giro Kosong kepada Bank Indonesia dirasakan kurang memadai 

akibat adanya berbagai kondisi di lapangan yang menyebabkan batas waktu 

penyampaian permohonan dimaksud seringkali terlampaui oleh Tertarik dda tau  

Penarik. 

Sehubungan dengan hal-ha1 tersebut di atas, dipandang perlu untuk 

melakukan perubahan atas Swat Edaran Nomor 2/lO/DASP tanggal 8 Juni 2000 

perihal Tata Usaha Penarikan CekfBilyet Giro Kosong sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Swat Edaran No. 8/17/DASP tanggal 25 Juli 2006, sebagai 

berikut: 

I. Diantara Pagka V. 1 dan V.2, disisipkan 1 (satu) angka yaitu Angka V. 1 .A 

yang bsrbunyi sebagai berikut: 

V.l.A Permohonan pembatalan terhadap penolakan Cek d d a t a u  Bilyet 

Giro Kosong kepada Bank Indonesia yang mewilayahi sebagaimana 

tersebut pada angka 1 di atas juga dapat dilakukan oleh Tertarik jika 

terbukti kewajiban Penarik atas Penarikan Cek M a t a u  Bilyet Giro 

Kosong kepada Pemegang telah diselesaikan oleh Penarik atau pihak 

lain dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal 

penolakan. 

Pemberian jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal 

penolakan dianggap telah memberikan kesempatan yang memadai 

bagi Penarik yang beritikad baik yang karena short term liquidity 

mismatch, Cek danlatau Bilyet Gironya ditolak dengan alasan saldo 

Rekening atau Rekening Khusus tidak cukup dan diperhitungkan 

sebagai Penarikan Cek M a t a u  Bilyet Giro Kosong untuk 

menyelesaikan kewajibannya. Pemberian jangka waktu 7 (tujuh) hari 

ke rja tersebut tidak mengurangi kewajiban Penarik untuk 

menyelesaikan . . . 



menyelesaikan kewajiban pernbayaran kepada Pemegang sesuai 

dengan jangka waktu pembayaran yang sebelumnya telah disepakati 

oleh kedua belah pihak. Dalarn ha1 keterlambatan pernbayaran 

sebagai akibat Cek dda tau  Bilyet Giro Penarik ditolak karena 

alasan kosong menyebabkan kerugian bagi Pemegang, pelunasan 

kewajiban Penarik dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut tidak 

mengurangi hak Pemegang Cek dan/atau Bilyet Giro untuk menuntut 

kompensasi kepada Penarik sesuai dengan hukurn dan/atau 

perjanjian yang telah ada atau akan disepakati oleh para pihak. 

11. Ketentuan angka V.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

2. Permohonan pembatalan atas penolakan pengunjukan Cek danlatau 

Bilyet Giro Kosong dengan alasan sebagaimana dimaksud pada 

angka 1 dan angka 1 .A dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Permohonan diajukan secara tertulis oleh Tertarik kepada Bank 

Indonesia yang Mewilayahi dengan melampirkan: 

1) bukti-bukti tertulis yang mendukung kesalahan 

administrasi Tertarik sebagaimana dimaksud pada angka 1 

yang telah dilegalisir oleh pejabat Tertarik yang 

berwenang, antara lain fotokopi Rekening koran Nasabah 

danlatau fotokopi perjanjian standing instruction; ddatau  

2) bukti tertulis yang menyatakan bahwa kewajiban 

pembayaran yang belum terselesaikan sebagai akibat dari 

Penarikan Cek dadatau Bilyet Giro Kosong telah 

diselesaikan oleh Penarik atau pihak lain dalam jangka 

waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan 

sebagaimana dimaksud pada angka l.A, antara lain 

berupa: 



a) Pernyataan tertulis di atas materai yang cukup yang 

ditandatangani oleh Penarik dan Pemegang yang 

menyatakan bahwa kewajiban pembayaran atas Cek 

dadatau Bilyet Giro yang telah ditolak dengan alasan 

kosong telah diselesaikan. Pernyataan tertulis tersebut 

paling h a n g  memuat hal-ha1 sebagai berikut: 

(1) identitas Penarik (nama, alamat, tempat clan 

tanggal lahir serta nomor KTP, SIM atau 

Paspor); 

(2) identitas Pemegang (nama, alamat, tempat dan 

tanggal lahir serta KTP, SIM atau Paspor); 

(3) nomor Cek dadatau Bilyet Giro; 

(4) nilai nominal Cek dadatau Bilyet Giro; 

(5) tanggal penolakan dalam kliiing. Dalam ha1 Cek 

dadatau Bilyet Giro yang sama diunjukkan 

berulang-ulang maka tanggal penolakan yang 

dicantumkan adalah tanggal penolakan Cek 

M a t a u  Bilyet Giro yang diunjukkan pertama 

kali; 

(6) tanggal penyelesaian pembayaran; dan 

(7) .. ~. .- .. p.. .- - . .. .. . .. . .. .- .- .. .-. .. - . .. -. .. .- cars enyelesa~an pembayaran, iiiisaliijm 

pembayaran tunai atau transfer; 

b) Fotokopi KTP, SIM atau Paspor Pemegang dan 

Penarik; dan 

c) Fisik Cek danlatau Bilyet Giro yang ditolak dengan 

alasan kosong dan telah diselesaikan pembaymya ;  

atau 
ti) Dalam . . . 



d) Dalam ha1 fisik Cek M a t a u  Bilyet Giro yang 

ditolak dengan alasan kosong sebagairnana dimaksud 

pada huruf c) tidak dapat dilarnpirkan karena suatu 

hal, permohonan pernbatalan harus disertai dengan 

bukti penyelesaian pernbayaran atas Cek danlatau 

~ i l i e t  Giro yang telah ditolak dengan alasan kosong, 

antara lain berupa: 

(1) asli kuitansi penerirnaan pernbayaran yang 

ditandatangani Pemegang; 

(2) bukti transfer atau setoran tunai ke Rekening 

Pemegang untuk penyelesaian pernbayaran 

rnelalui transferlsetoran ke Bank; M a t a u  

(3) fotokopi Rekening koran Penarik yang 

menunjukkan telah diselesaikannya kewajiban 

Penarikan Cek M a t a u  Bilyet Giro Kosong 

tersebut melalui Hiring, dim telah dilegalisir 

oleh pejabat Tertarik. 

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat 

diajukan sepanjang narna Penarik masih tercatat dalam Tata 

Usaha Penarikan Cek M a t a u  Bilyet Giro Kosong atau D a f k  

Hitam yang masih berlaku. 

c. Dalam rnenyetujui atau menolak permohonan pernbatalan dari 

Tertarik sebagaimana dirnaksud pada angka 1 dan angka 1.A, 

Bank Indonesia paling kurang rnelakukan analisa berdasarkan 

kebenaran formal yang terdapat pada bukti-bukti yang telah 

disampaikan oleh Tertarik. 

d. Kebenaran . . . 



d. Kebenaran dokumen secara material clan segala konsekuensi 

yang timbul akibat adanya permohonan pembatalan 

sebagaimana dimaksud pada angka 1 sepenuhnya merupakan 

tanggung jawab Tertarik yang bersangkutan, dan kebenaran 

dokumen secara material serta segala konsekuensi yang timbul 

akibat adanya permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud 

pada angka l.A sepenuhnya merupakan tanggung jawab 

Penarik yang bersangkutan. 

111. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 

2006 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat 

Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Demikian agar Saudara maklum. 

BANK INDONESIA, 

ED1 SISWANTO 
DIREKTUR AKUNTING 

DAN SISTEM PEMBAYARAN 


